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KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN 

 

ABSTRAK 
 

Setyo Budi Pangestu 

2017303109 
 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang izin lingkungan 

memiliki tujuan untuk mempercepat proses perizinan bagi pengusaha untuk 

membuka akses izin usaha yang seluasnya dan mempermudah izin bagi 

pengusaha. Namun Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 

perlindungan lingkungan menjadi tujuan utama dalam proses perzininan 

lingkungan. Hal ini juga mencakup prinsip-prinsip good governance, seperti 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, UU 

Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (library research). 

Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan 

menggunakan peraturan perundang- undangan.  yakni penelitian yang obyek 

kajianya menggunakan data Pustaka berupa buku, peraturan perundang-

undangan, jurnal, artikel, penelitian terdahulu sebagai sumber data. Adapun 

caranya ialah dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menafsirkan hal-hal 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini tujuannya adalah 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bahan-bahan yang 

terdapat di ruang perpustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan izin lingkungan hidup 

di Indonesia mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini mencakup Pergeseran dari 

Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan, Proses perizinan yang lebih 

disederhanakan, Peran pemerintah pusat yang lebih kuat dalam mengendalikan dan 

mengawasi persetujuan lingkungan, Keseimbangan antara kemudahan berusaha 

dan perlindungan lingkungan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan 

baru dalam memastikan perlindungan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Dalam 

UU ciptaker, perizinan menjadi lebih sederhana, namun menghilangkan partisipasi 

publik. Dalam perspektif fikih lingkungan harus mempertimbangkan isu perubahan 

iklim dan kerusakan lingkungan hidup. Fiqih telah menjabarkan relasi makhluk dan 

tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup, namun wacana lingkungan 

hidup belum dibahas secara khusus dalam ilmu fiqih. Hal ini tidak sejalan dengan 

fikih lingkungan dan berpotensi tidak maslahat. 

Kata Kunci: Penyederhanaan Izin, Konsep Penyederhanaan, Fikih Lingkungan 
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MOTTO 

 

“Kerjakan yang seharusnya dikerjakan, tinggalkan yang seharusnya ditinggalkan." 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf  Latin beserta perangkatnya. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 J Je  ج

 H ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin SY Es dan ye ش

 ṣa ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 ḍ ad ḍ De (dengan titik dibawah ض
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 Ṭa’ Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa’ Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 H H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 
 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan َ ي َ  ...

ya 

ai a dan u 

 Fathah dan َ و َ  ...

wau 

au a dan u 

Contoh:  

 kataba كَتَب -

عَل ـ ف -  fa`ala 

 su’ila سِئَل -

 kaifa كْيَف -

لحْوَ -  haula 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

 

 

 

Ccontoh: 

لقاَ  qāla 

مىرََ  ramā 

 qīla قيَْل

لقْو ـ يَ  yaqūlu 

 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif ...ى  ...ا  

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas َِى...

 Dammah dan َ و...

wau 

ū u dan garis di atas 
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D. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

لِ لأَطفْاَاضةَ َؤَْ  ِ  ِِِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رُةَّوَـلُمنَاِْ نُةـَِلَم ديْاِْ     al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  

munawwarah 

 talḥah    طلْحَْة

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَّزَـن     nazzala 

ُّبرل ا  al-birr 

 

F. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.Baik 

diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

لَّرُجُلا   ar-rajulu 

لَقَلُما     al-qalamu 

لشَّْمُسا     asy-syams 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأخُذُ

شيٌئََِ  syai’un 

ءوُـِْلنَّا  an-nau’u 

َّإن              inna 

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 

قَْيناِزِ لَّرا   هَو ـ ف خْير  َّإن  الله  Wainnallāhaو 

 lahu kharrāziqīn/ 

هاا  مجَر  و مْرَساَها - بْسِمَِ  الله   Bismillāhi majrehā wa 

mursāhā 
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I. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

لَعاَلِمْا   لحَا   لله رِِّب ين    /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  مُد 

     Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

حْيٌمَ رِ  رغُفْوٌَ    اللهَ       Allaāhu gafūrun rahīm 

 

J. Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pe$rtumbuhan e$konomi masyarakat Indone$sia dari tahun ke$ tahun 

se$makin me$ningkat diikuti de$ngan pe$rtumbuhan jumlah pe$nduduk. Hal ini 

se$makin se$makin be$rdampak pada lingkungan yaitu manusia ce$nde$rung 

me$e$rusak lingkungan de$mi ke$langsungan hidupnya. Kualitas lingkungan 

hidup yang se$makin me$nurun se$hingga me$nimbulkan pe$rmasalahan 

lingkungan hidup dalam ke$hidupan masyarakat. Pe$rmasalahan lingkungan 

hidup me$rupakan pe$rmasalahan yang komple$ks dan me$narik untuk di kaji 

le$bih me$ndalam kare$na krisis lingkungan hidup se$makin me$luas.1 

Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia 1945 

me$ngamanatkan bahwa pe$me$rintah dan se$luruh e$le$me$n masyarakat harus 

me$laksanakan pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup di 

dalamnya. Se$hingga masyarakat Indone$sia dan makhluk hidup lainnya 

dalam pe$laksanaan pe$mbangunan be$rke$lanjutan te$tap te$rjaga sumbe$r daya 

ke$hidupannya.2 

PP No 27 Tahun 2012 me$ngatur dua instrume$n pe$rlindungan dan 

pe$nge$lolaan lingkungan hidup, yaitu instrume$n kajian lingkungan hidup 

(dalam be$ntuk AMDAL dan UKL-UPL) se$rta instrume$n Izin Lingkungan. 

                                                             
1 Kim, S. W. (2013). Ke$bijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pe$ne$gakan Hukum 

Lingkungan Hidup. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3. Hlm. 415-427. Disakse$s dari 

https://e$journal2.undiksha.ac.id/inde$x.php/JPSS/article$/download/2053/1033, pada tanggal 2 juli 

2024. 
2 He$lmi, Hukum pe$rizinan lingkungan hidup, sinar grafika Jakarta, 2012, hlm. 1. Diakse$s 

pada tanggal 3 juli 2024, pukul 23.08 
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Pe$nggabungan substansi analisis te$ntang amdal dan izin lingkungan dalam 

PP ini dilakukan de$ngan pe$rtimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin 

lingkungan hidup me$rupakan satu ke$satuan. “Izin lingkungan adalah izin 

yang dibe$rikan ke$pada se$tiap orang yang me$lakukan usaha dan/atau 

ke$giatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka pe$rlindungan 

dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup se$bagai prasyarat untuk me$mpe$role$h 

izin usaha dan/atau ke$giatan yang izin usaha dan/atau ke$giatan te$rse$but 

dite$rbitkan ole$h instansi te$knis untuk me$lakukan usaha dan/atau ke$giatan”.3 

Pe$ne$rapan AMDAL me$rupakan amanah dari Undang-Undang 

No.32 tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan 

Hidup, Pasal 22 ayat 1 bahwa “se$tiap usaha atau ke$giatan yang be$rdampak 

pe$nting te$rhadap lingkungan hidup wajib me$milki AMDAL”. De$ngan 

de$mikian, ne$gara wajib me$me$nuhi hak pe$layanan Ke$se$hatan dan wajib 

me$me$nuhi hak atas lingkungan de$ngan cara me$mpe$rhatikan pe$ngaturan 

te$rhadapnya. Pe$ngaturan te$rse$but dapat dijadikan pe$doman yuridis, dimana 

pe$nggunaan lingkungannya me$mpe$rhatikan ke$adilan dan ke$le$starian. 

Pe$me$rintah dalam hal ini me$mbe$ntuk Undang-Undang Re$publik Indone$sia 

Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan 

Hidup, untuk me$lindungi wilayah Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia 

dari pe$nce$maran dan/atau ke$rusakan lingkungan hidup. 

Pe$nye$suian ke$te$ntuan ini masih pe$rlu me$mpe$rhatikan me$nge$nai ada 

atau tidaknya ke$giatan usaha skala UMK dike$nai ke$wajiban amdal atau 

                                                             
3 Pasal 1 angka 35 dan 36 UUPPLH 
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dalam arti lain me$miliki risiko tinggi. Pe$rubahan te$rhadap Pasal 34, 

dilakukan de$ngan alasan bahwa pe$ngklasifikasian usaha dan/atau ke$giatan 

be$rdasarkan risiko dampak te$rhadap lingkungan dilakukan ole$h pe$me$rintah 

pusat, de$ngan me$mpe$rhatikan masukan dari pe$me$rintah dae$rah, baik 

provinsi maupun kabupate$n/kota. Hal ini dilakukan untuk me$ningkatkan 

transparansi me$nge$nai Ke$giatan Be$rusaha Be$rbasis Risiko bagi pe$laku 

usaha dan me$mudahkan pe$nye$le$saian izin lingkungan. Le$bih lanjut, 

ke$te$ntuan Pasal 59 ayat (3) pe$rlu untuk dilakukan pe$rubahan, Pasal ini 

untuk me$ngakomodir inte$grasi izin pe$nge$lolaan limbah B3 maupun limbah 

cair de$ngan izin lingkungan. Inte$grasi de$ngan izin lingkungan dilakukan 

me$lalui me$kanisme$ pe$rubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 

me$rupakan bagian dari hasil ke$giatan usaha, Pe$nge$lolaan Limbah B3 

te$rse$but dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. Apabila dari hasil kajian 

amdal ke$giatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha 

dicabut, pe$nde$katan ini me$nimbulkan konse$kue$nsi ke$tidakpastian hukum 

bagi pe$laku usaha. Pe$nghapusan Pasal 40 dilakukan be$rimplikasi 

me$ningkatkan transparansi me$nge$nai Ke$giatan Be$rusaha Be$rbasis Risiko 

bagi pe$laku usaha.4 

Te$rkait de$ngan pe$me$nuhan hak atas informasi lingkungan hidup, 

pada tanggal 5 Oktobe$r 2020 Pe$me$rintah te$lah me$nye$tujui RUU Cipta 

Ke$rja me$njadi UU No. 11 Tahun 2020 te$ntang Cipta Ke$rja. Undang-

                                                             
4 Adrian Sute$di, 2010, Hukum Lingkungan Dalam Se$ktor Pe$layanan Public, jurnal 

Analisis Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm. 243. Diakse$s dari 

https://journal.undiknas.ac.id/inde$x.php/JAH/article$/download/3073/980/7639, pada tanggal 28 

agustus 2024 
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Undang ini me$ngandung be$rbagai pe$rubahan te$rhadap UU Pe$rlindungan 

dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah hak akse$s 

masyarakat te$rhadap informasi lingkungan hidup. Hal ini te$rlihat pada Pasal 

22 UU Cipta Ke$rja yang me$ngubah Pasal 26 ayat (2) UU Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup yang mana dalam UUPPLH te$rse$but 

me$ngatur bahwa masyarakat khususnya masyarakat pe$me$rhati lingkungan 

hidup harus te$rlibat dalam se$tiap ke$giatan yang dilakukan ole$h pe$laku usaha 

atau ke$giatan, de$ngan me$mbe$rikan informasi yang te$rbuka dan le$ngkap 

se$be$lum ke$giatan te$rse$but dilakukan.5 

Ke$mudian pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Pre$side$n 

me$ne$rbitkan PE$RPU (Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang) 

Cipta Ke$rja untuk me$nggantikan UU Cipta Ke$rja yang se$be$lumnya te$lah 

dinyatakan inkonstitusional be$rsyarat me$njadi Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 te$ntang Cipta Ke$rja (UU Ciptake$r). Pe$me$rintah se$bagaimana 

disampaikan ole$h Me$nko Polhukam Mahfud MD me$nyatakan de$ngan te$gas 

bahwa pe$ne$rbitan Pe$rppu Cipta Ke$rja tidak me$nyalahi Putusan MK No. 

91/PUU- XVIII/2020. Me$nurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi tidak 

pe$rnah me$mbatalkan isi dari UU Cipta Ke$rja. Hanya me$nyatakan agar 

prose$dur pe$mbe$ntukan UU Cipta Ke$rja harus diulang di mana harus ada 

ke$te$ntuan omnibus law se$bagai bagian dari prose$s re$gistrasi. Se$lain itu 

Mahfud MD juga me$nje$laskan tujuan pe$me$rintah me$ne$rbitkan PE$RPPU 

                                                             
5 Fajar Winarni, 2022, Proble$matika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Te$ntang 

Cipta Ke$rja Te$rhadap Pe$me$nuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup (Online$), jurnal Bina 

Hukum Lingkungan, Vol. 3, no. 6, hlm. 387-388. Diakse$s dari https://bhl-

jurnal.or.id/inde$x.php/bhl/article$/vie$w/223, pada tanggal 3 juli 2024 
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Cipta Ke$rja untuk me$nye$lamatkan pe$re$konomian Indone$sia dari situasi 

e$konomi global. 

Konse$p Pe$rizinan Be$rusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur 

dalam UU Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup de$ngan 

me$nggunakan pe$nde$katan be$rbasis izin (lise$nce$ approach) diubah me$njadi 

pe$ne$rapan standar dan be$rbasis re$siko (Risk-Base$d Approach/RBA) dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Te$ntang Cipta Ke$rja, hal ini be$rarti 

bahwa pe$mbe$rian izin akan dilakukan ole$h pe$me$rintah pusat be$rdasarkan 

pe$rhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai pote$nsi te$rjadi bahaya te$rhadap 

aspe$k ke$se$hatan, ke$se$lamatan, lingkungan dan/atau pe$manfaatan sumbe$r 

daya. Se$lain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang te$rpe$ngaruh 

atas se$gala be$ntuk ke$putusan dalam prose$s Analisis Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) yang se$be$lumnya me$libatkan masyarakat yang 

be$rpote$nsi te$rdampak, kini hanya me$libatkan masyarakat te$rdampak 

langsung. Dalam prose$s pe$nilaian AMDAL pe$ndapat masyarakat me$mang 

te$tap akan dide$ngarkan, namun se$cara ke$dudukan dikhawatirkan tidak 

se$kuat saat masih me$nggunakan siste$m KPA (Komisi Pe$nilai AMDAL). 

Jika dalam KPA me$re$ka me$miliki pe$ran dalam pe$ngambilan ke$putusan 

kare$na me$re$ka bagian dari anggota, namun dalam TUKLH (Tim Uji 

Ke$layakan Lingkungan Hidup) ke$dudukan masyarakat bukan se$bagai 

anggota, namun se$bagai pihak yang dide$ngarkan pe$ndapatnya”. 

Se$lain itu dibatasinya pe$ran Organisasi dan pe$me$rhati lingkungan 

hidup yang se$be$lumnya dise$but masyarakat pe$me$rhati lingkungan hidup 
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se$bagai Komisi Pe$nilai Amdal (KPA), dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Te$ntang Cipta Ke$rja te$lah diubah me$njadi Le$mbaga Uji 

Ke$layakan Lingkungan Hidup. Dalam prose$s pe$nyusunan AMDAL, ada 

le$ve$l dalam pe$libatan masyarakat. Yang te$ride$ntifikasi se$bagai masyarakat 

te$rdampak langsung akan dilibatkan dalam prose$s konsultasi. NGO (Non 

Gove$rme$nt Organitation) pada akhirnya dilibatkan dalam prose$s konsultasi, 

namun hanya te$rbatas me$re$ka yang sudah me$ndampingi masyarakat 

te$rdampak langsung se$jak awal. yang tidak te$ride$ntifikasi se$bagai 

masyarakat te$rdampak langsung dan LSM yang tidak te$rlibat langsung 

me$ndampingi masyarakat te$rdampak langsung, tidak te$rlibat dalam prose$s 

konsultasi publik dan hanya dapat me$ngajukan saran, pe$ndapat, dan 

tanggapan (SPT) te$rhadap re$ncana usaha dalam jangka waktu 10 (se$puluh) 

hari se$jak ada pe$ngumuman”. 

Be$rdasarkan ke$te$ntuan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat dan 

pe$me$rintah dae$rah me$miliki pe$ran pe$nting se$bagai garda te$rde$pan te$rhadap 

pe$mbe$rian pe$rijinan lingkungan hidup di dae$rah. Te$rdapat ke$khawatiran 

me$nge$nai dampak yang mungkin timbul dari re$formasi pe$raturan ini, 

kare$na akan me$mpe$rmudah pe$ne$rbitan Amdal yang kualitasnya re$ndah atau 

tidak me$ncukupi. Kurangnya kontrol masyarakat te$rhadap prose$s 

pe$ne$rbitan Amdal me$rupakan pe$nye$bab utama hal ini, kare$na hal ini 

me$rupakan kompone$n pe$nting dalam pe$ne$rbitan Amdal. De$ngan adanya 

pe$rubahan yang me$ngarah pada pe$nye$de$rhanaan pe$rijinan te$rkait 

lingkungan hidup di dae$rah dalam UU Ciptake$r te$ntu pe$rlu dilakukan 
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pe$ngawasan guna te$rwujud tujuan untuk me$njaga ke$le$satarian lingkungan 

hidup. 

Asas partisipatif diartikan bahwa se$tiap masyarakat didorong untuk 

be$rpe$ran aktif dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan dan pe$laksanaan 

pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup, baik se$cara langsung 

maupun tidak langsung.6 Pe$ne$rapan asas partisipatif te$rlihat di be$rbagai 

instrume$n lingkungan hidup yang me$me$rlukan partisipasi masyarakat 

dalam pe$laksanaannya. Salah satu dari instrume$nya adalah pe$rizinan, yaitu 

izin lingkungan. Hal ini dibe$narkan ole$h ke$te$ntuan dalam pasal 1 juncto 

pasal 2 ayat (2) huruf e$ Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 45 Tahun 2017 

te$ntang Partisipasi Masyarakat dalam Pe$nye$le$nggaraan Pe$me$rintahan 

Dae$rah bahwa masyarakat be$rhak ikut se$rta dalam pe$nyusunan pe$raturan 

dae$rah dan ke$bijakan dae$rah yang me$ngatur dan me$mbe$bani masyarakat, 

yang salah satunya adalah pe$rizinan. 

Pada tahap pe$rtama yaitu UKL-UPL, tidak me$nye$diakan jalur untuk 

partisipasi masyarakat. Dikare$nakan UKL-UPL dipe$runtukkan bagi usaha 

dan/atau ke$giatan yang tidak me$mpunyai dampak pe$nting te$rhadap 

lingkungan, se$hingga forum partisipasi masyarakat dirasa kurang me$miliki 

urge$nsi nyata. Be$rbe$da de$ngan UKL-UPL, AMDAL yang di maksudkan 

bagi usaha dan/atau ke$giatan yang be$rdampak pe$nting me$wajibkan adanya 

                                                             
6 Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. 
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partisipasi masyarakat se$bagaimana dise$butkan dalam pasal 26 ayat (3) UU 

PPLH.7 

Indone$sia se$bagai salah satu jantung dunia dan paru-paru dunia, 

ke$rap diharapkan untuk me$njadi pe$lopor dan motor pe$ngge$rak te$rciptanya 

ke$le$starian dan ke$be$rlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu, mutlak 

dipe$rlukan adanya pe$ningkatan budaya sadar lingkungan di se$tiap se$ndi 

ke$hidupan be$rmasyarakat, be$rbangsa, dan be$rne$gara. De$ngan de$mikian, 

se$luruh Tindakan dan ke$bijakan yang dite$mpuh akan se$nantiasa 

me$mpe$rhatikan se$gala aspe$k yang te$rkait de$ngan lingkungan hidup. Dalam 

bukunya yang be$rjudul, An Inconve$nie$th Truth: The$ Crisis of Global 

Warming8 al-Gore$2 me$ngingatkan umat manusia akan bahaya pe$manasan 

global (global warming). Dalam bukunya yang ditulis se$be$lumnya, al-Gore$ 

me$nge$mukakan: “the$ disharmonisasi in our re$lationship to the$ e$arth, wich 

ste$ms in part from our addiction to a patte$rn of cunsuming e$ve$r-large$ 

quantitie$s of the$ re$source$s of the$ e$arth, is now manife$st in succe$sive$ crise$s.” 

Ole$h kare$na itu, pe$nting se$kali adanya ke$sadaran se$mua pihak, mulai dari 

kalangan pe$jabat, korporasi, dan se$mua e$le$me$n tokoh masyarakat untuk 

dapat be$rpe$ran aktif dalam upaya pe$le$starian lingkungan hidup.  

Bahkan dengan tegas Al-Qur’an menyebutkan bahwa manusialah 

yang memiliki peran besar dalam merusak lingkungan hidup sebagaimana 

                                                             
7 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. be$rbunyi “Dokume$n AMDAL se$bagaimana dimaksud dalam pasal 

22 disusun ole$h Pe$mrakarsa de$ngan me$libatkan masyarakat”. 
8 Al-Gore$: The$ Plane$tary E$me$rge$ncy Global Warming And What We$ Can Do About It, 

(Ne$w York: Time$s, 2006).   
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di dalam QS.Ar Rum ayat 41, bahwa segala aktivitas dan tingkah laku 

manusia yang menentang sunah alam dan lingkungan hidup menjadi factor 

dalam kerusakan lingkungan. Secara sederhana kesadaran lingkungan hidup 

sebagai sikap batin yang menjiwai dan memotivasi seseorang, masyarakat, 

atau negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan di saat mereka 

mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri. 

Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan 

keharmonisan di muka bumi. Dalam konteks lingkungan, segala bentuk 

kerusakan, termasuk perusakan lingkungan yang merupakan bentuk 

ketidakpatuhan terhadap perintah Allah yang melarang perusakan bumi 

setelah diperbaiki-Nya. Larangan ini tidak hanya bersifat etis tetapi juga 

hukum, dengan mengharuskan umat manusia bertanggung jawab atas 

tindakan mereka terhadap lingkungan. Kerusakan yang diakibatkan oleh 

manusia, seperti polusi, bukan hanya berdampak buruk pada lingkungan 

alam, tetapi juga pada kualitas hidup manusia sendiri. 

Di sinilah le$tak urge$nnya fikih lingkungan. Ole$h kare$na itu, agama 

Islam me$njadi le$bih pro-lingkungan hidup. 

Be$rdasarkan uraian yang te$lah dike$mukakan se$be$lumnya, maka 

pe$nulis te$rtarik untuk me$ne$liti dan me$ndalami bagaimana “KONSEP 

PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA 

KERJA PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN” 
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B. Definisi Operasional 

1. Pe$rizinan 

Dalam me$njalankan fungsinya, hukum me$me$rlukan be$rbagai 

hal pe$rangkat de$ngan tujuan agar hukum me$miliki kine$rja yang baik. 

Salah satu kine$rja yang me$mbe$dakannya dari yang lain adalah kine$rja 

hukum me$mpunyai aturan yang be$rsifat me$maksa, artinya apabila 

hukum dituangkan ke$ dalam se$buah pe$rundang-undangan maka se$tiap 

orang harus me$laksanakannya. Se$lain itu juga untuk me$ngontrol se$tiap 

aktivitas pe$rilaku individu atau kole$ktivitas yang be$rsifat pre$ve$ntif yaitu 

me$lalui ijin. Konse$p dasar pe$rizinan adalah untuk me$nge$ndalikan se$tiap 

ke$giatan atau pe$rilaku individu atau kole$ktif yang be$rsifat pre$ve$ntif 

adalah me$lalui izin yang me$mpunyai pe$rsamaan se$pe$rti dispe$nsasi izin 

dan konse$si.9 Konse$p Pe$rizinan Be$rusaha di bidang lingkungan hidup 

yang diatur dalam UU Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan 

Hidup de$ngan me$nggunakan pe$nde$katan be$rbasis izin diubah me$njadi 

pe$ne$rapan standar dan be$rbasis re$siko dalam UndangUndang Nomor 6 

Tahun 2023 Te$ntang Cipta Ke$rja, hal ini be$rarti bahwa pe$mbe$rian izin 

akan dilakukan ole$h pe$me$rintah pusat be$rdasarkan pe$rhitungan nilai 

tingkat bahaya dan nilai pote$nsi te$rjadi bahaya te$rhadap aspe$k 

ke$se$hatan, ke$se$lamatan, lingkungan dan/atau pe$manfaatan sumbe$r 

daya. Se$lain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang te$rpe$ngaruh 

atas se$gala be$ntuk ke$putusan dalam prose$s Analisis Me$nge$nai Dampak 

                                                             
9 Ve$ra Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, hukum pe$rijinan, (Surabaya: UBHARA Pre$ss, 

2020), hlm.1. 
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Lingkungan (AMDAL) yang se$be$lumnya me$libatkan masyarakat yang 

be$rpote$nsi te$rdampak, kini hanya me$libatkan masyarakat te$rdampak 

langsung. 

2. Lingkungan 

Lingkungan ialah se$gala se$suatu yang ada dise$kitar organisme $ 

te$rse$but, yang me$mpe$ngaruhi te$rhadap ke$be$radaan dari organisme $ 

yang be$rsangkutan. Organisme$, se$gala se$suatu yang hidup, baik makro 

biologis maupun mikro biologis, dari dunia fauna dan dunia flora. 

Se$gala se$suatu yang ada di se$kitar organisme$ antara lain, be$rbagai 

be$ntuk be$nda (anorganik), prose$s dan fe$nome$na alam (hujan, angin, 

le$tusan gunung, air me$ngalir, e$rosi, longsor, air, udara, iklim, suhu, laut, 

pantai, danau, gunung, bukit, dan le$mbah).10 

3. Cipta Ke$rja 

Situasi pande$mi ditahun 2020 sangat me$mpe$ngaruhi nilai 

e$konomi Indone$sia, pe$rtumbuhan e$konomi global me$lambat, hal ini 

tidak te$rjadi hanya di Indone$sia te$tapi te$rjadi se$cara luas dibe$rbagai 

ne$gara, baik ke$lompok ne$gara maju maupun ne$gara be$rke$mbang. 

Tingkat ke$tidakpastian yang tinggi pada pe$re$konomian dunia me$mbuat 

Indone$sia me$ningkatkan daya saing dan daya tarik pasar dome$stik bagi 

inve$stor de$ngan me$mbe$rikan ke$mudahan be$rusaha bagi Pe$laku Usaha. 

Untuk itu dipe$rlukan ke$bijakan dan langkah-langkah strate$gis dalam 

                                                             
10 Prof. H. Dr. Awan Mutakin, M.Pd, APA LINGKUNGAN ITU?, Ge$oare$a, Vol. 1, no. 

2,2018,hlm. 65-66. Diakse$s dari https://e$journal.unibba.ac.id/inde$x.php/Ge$oare$a/article$/vie$w/147, 

pada tanggal 4 juli 2024 
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pe$mulihan e$konomi nasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 me$ne$gaskan bahwa Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun2020 te$ntang Cipta Ke$rja cacat se$cara formil, dan 

me$nyatakan Undang-Undang Cipta Ke$rja inkonstitusionalitas be$rsyarat 

Se$cara hukum dalam 2 (dua) tahun tidak dipe$rbole$hkan me$mbuat 

ke$bijakan strate$gis,dan yang be$rdampak luas bagi masyarakat. Hal ini 

me$mbuat ke$gamangan bagi Inve$stor dan pe$laku usaha te$rkait de$ngan 

be$rbagai ke$putusan inve$stasi, be$rpacu de$ngan waktu Pe$me$rintah 

me$ngambil upaya se$be$lumnya de$ngan me$ngamande$man UU PPP dan 

me$nge$luarkan Pe$rppu Nomor 2 Tahun 2022 te$ntang Cipta ke$rja. adanya 

Pe$rppu te$rse$but me$njadi pe$rtimbangan para inve$stor akan ke$amanan 

inve$stasi dan imbal hasil yang diharapkan.Pasca Pe$rppu pada De$se$mbe$r 

2022 Bank dunia me$laporkan Indone$sia me$njadi ne$gara te$rbe$sar ke$dua 

di Asia Te$nggara pe$ne$rima Fore$ign Dire$ct Inve$stme$nt (FDI), 

me$nandakan aspe$k positif hadirnya Cipta Ke$rja pe$rlu dipe$rtahankan 

ole$h Pe$me$rintah.Tidak ada suatu ne$gara yang dapat me$mbuat ke$bijakan 

yang dapat me$muaskan se$mua pihak, akan te$tapi hadirnya 

Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023 te$ntang Pe$ne$tapan Pe$raturan 

Pe$me$rintah Pe$ngganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 te$ntang 

Cipta ke$rja akan me$mbe$rikan ke$pastian hUkum bagi para pe$laku usaha 

baik inve$stor asing (PMA ) dan (PMDN) dalam me$nginve$skan dananya. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konse$p pe$nye$de$rhanaan izin lingkungan be$rdasarkan 

undang-undang nomor 6 tahun 2023 te$ntang cipta ke$rja? 

2. Bagaimana pe$nye$de$rhanaan izin lingkungan be$rdasarkan undang-

undang nomor 6 tahun 2023 te$ntang cipta ke$rja pe$rspe$ktif fikih 

lingkungan? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Be$rdasarkan rumusan masalah yang te$lah dicantumkan diatas, 

pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk: 

1. Untuk me$nganalisis konse$p pe$nye$de$rhaanaan izin lingkungan 

be$rdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 te$ntang cipta ke$rja. 

2. Untuk me$nge$tahui prose$s pe$nye$de$rhaanaan izin lingkungan 

be$rdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 te$ntang cipta ke$rja 

pe$rspe$ktif fikih lingkungan. 

 

Adapun manfaat dari pe$ne$litian ini, yaitu: 

1. Manfaat Te$oritis 

a. Pe$ne$litian ini diharapkan bisa me$nambah wawasan pe$mikiran 

dalam khasanah ke$ilmuan dan juga me$njadi tambahan pe$mikiran 

dalam lingkup Pe$ndidikan, khususnya konse$p pe$nye$de$rhanaan izin 

lingkungan be$rdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 

te$ntang cipta ke$rja. 
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b. Pe$ne$litian ini diharapkan me$njadi sumbe$r data informasi yang 

be$rmanfaat dalam pe$nge$mbangan studi pe$mbe$lajaran, tambahan 

bacaan dalam kalangan akade$misi, se$rta karya tulis se$bagai 

tambahan wawasan bagi mahasiswa dan bagi Masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pe$ne$litian ini digunakan dapat me$nambah wawasan dan 

pe$ngalaman langsung bagi pe$nulis untuk me$nge$taui konse$p 

pe$nye$de$rhanaan izin lingkungan be$rdasarkan undang-undang 

nomor 11 tahun 2020 te$ntang cipta ke$rja. 

b. Diharapkan hal ini dapat me$njadi masukan informasi dan e$valuasi 

yang be$rsifat praktis me$nge$nai pe$rmasalahan yang akan diangkat 

ole$h pe$ne$liti dan se$bagai bahan pe$rtimbangan le$bih dalam. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah prose$s pe$ngumpulan, e$valuasi, dan sinte$sis 

informasi dari be$rbagai sumbe$r lite$ratur atau tulisan yang re$le$van de$ngan 

topik pe$ne$litian yang se$dang dikaji dan me$libatkan analisis te$ks dari 

be$rbagai sumbe$r se$pe$rti buku, jurnal ilmiah, artike$l, te$sis, dan lainnya yang 

be$rkaitan de$ngan subje$k pe$ne$litian. Kajjian pustaka me$mbantu pe$ne$liti 

untuk me$mahami ke$rangka te$oritis, me$todologi pe$ne$litian yang te$lah 

digunakan se$be$lumnya, dan te$muan-te$muan yang re$le$van dalam bidang 

pe$ne$litian me$re$ka se$be$lum me$mulai atau me$lanjutkan pe$ne$litian. Pe$ne$liti 

juga akan me$mbe$rikan gambaran me$nge$nai pe$ne$litian yang te$lah dilakukan 

se$hubungan de$ngan pe$rmasalahan yang diangkat, yaitu se$bagai be$rikut: 
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1. Fe$briya Sandi T.A.H, pe$ne$rbitan izin lingkungan me$nurut pe$raturan 

pe$me$rintah nomor 27 tahun 2012, Fakultas Hukum, Unive$rsitas 

Brawijaya, Malang, 2013.11 Pada skripsi ini yang me$njadi kajian utama 

adalah te$rlihat pe$satnya pe$rke$mbangan dalam Pe$mbangunan di kota 

malang yang dalam pe$mbangunannya didasarkan pada konse$p 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan. Di se$rtai adanya pe$rubahan dasar hukum 

di bidang pe$rizinan lingkungan hidup yaitu pe$rubahan pe$raturan 

pe$me$rintah nomor 27 tahun 1997 te$ntang analisis me$nge$nai dampak 

lingkungan (amdal) me$njadi pe$raturan pe$me$rintah nomor 27 tahun 2012 

te$ntang izin lingkungan, se$hingga me$nimbulkan suatu aturan hukum 

baru dalam pe$laksanaan pe$rizinan lingkungan. Te$rutama pe$laksanaan 

lingkungan di kota malang. 

2. Oktavya Margare$tha Manik, imple$me$ntasi pe$raturan pe$me$rintah nomor 

27 tahun 2012 te$ntang izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup 

kabupate$n samosir, Unive$rsitas Te$rbuka.12 Pada skrispi ini me$ngkaji 

te$ntang pe$nje$lasan pe$ne$liti yang me$narik ke$simpulan se$bagai be$rikut: 

a. Izin lingkungan di Kabupate$n Samsosir dilapangan be$lum 

se$pe$nuhnya e$fe$ktif. Re$ndahnya pe$ngawsaan te$rhadap pe$ngusaha di 

                                                             
11 Fe$briya Sandi T.A.H, “PE$NE$RBITAN IZIN LINGKUNGAN ME$NURUT 

PE$RATURAN PE$ME$RINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012” , skripsi. (Malang: Fakultas Hukum, 

2013). http://hukum.stude$ntjournal.ub.ac.id/inde$x.php/hukum/article$/vie$w/223. 
12 Oktavya Margare$tha Manik, “imple$me$ntasi pe$raturan pe$me$rintah nomor 27 tahun 

2012 te$ntang izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup kabupate$n samosir”, jurnal darma 

agung, Vol. 30. No. 3, 2022, hlm. 152-158. Diakse$s dari 

https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde$x.php/jurnaluda/article$/vie$w/2216, pada tanggal 4 juli 2024. 
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Kabupate$n Sanosir yang me$mbuat Pe$raturan Pe$me$rintah tidak 

be$rjalan maksimal  

b. Dalam prose$s pe$mbuatan dokume$n lingkungan UKL/UPL dianggap 

hilang atas pe$ngawasan publik. 

3. Re$gita Cahya Ardhia Putri, Tinjauan Hukum Te$rhadap Analisis 

Me$nge$nai Dampak Lingkungan (Amdal) Se$bagai Pe$rsyaratan 

Pe$ne$rbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar, Fakultas Hukum, 

Unive$rsitas Hasanuddin, Makassar, 2020.13 Pada skripsi ini me$mbahas 

me$nge$nai pe$langgaran te$rhadap ke$te$ntuan pe$rizinan, hal ini tidak 

me$laksanakan AMDAL se$bagai prasyarat pe$ne$rbitan izin. Salah 

satunya diduga adanya pe$langgaran te$rhadap AMDAL yang dilakukan 

ole$h be$be$rapa pe$rusahaan industri kayu di Makassar. Bahkan ada suatu 

pe$rusahaan yang diduga be$lum me$miliki dokume$n pe$nge$lolaan 

lingkungan, se$pe$rti Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

se$rta Upaya Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pe$mantauan 

Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Pe$laku dari pe$rusahaan ini je$las 

me$langgar ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan. 

4. Arif Wicaksono dan Sunny Ummul Firdaus, Pe$mbe$ntukan Pe$raturan 

Pe$rundang-Undangan Cipta Ke$rja dalam Aspe$k De$mokrasi Masyarakat 

Indone$sia, Unive$rsitas Se$be$las Mare$t, Solo, 2023.14 Cipta ke$rja adalah 

                                                             
13 Re$gita Cahya Ardhia Putri, “Tinjauan Hukum Te$rhadap Analisis Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan (Amdal) Se$bagai Pe$rsyaratan Pe$ne$rbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar”, skripsi. 

(Makassar: Fakultas Hukum, 2020). http://re$pository.unhas.ac.id/id/e$print/2436/. 
14 Arif Wicaksono dan Sunny Ummul Firdaus, “Pe$mbe$ntukan Pe$raturan Pe$rundang-

Undangan Cipta Ke$rja dalam Aspe$k De$mokrasi Masyarakat Indone$sia” Jurnal Hukum dan 
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salah satu pe$rpu di ne$gara kita yang dipe$rke$nalkan ole$h otoritas ne$gara 

dalam waktu singkat, dan pe$mbahasan di dalamnya le$bih ce$pat jika 

dibanding de$ngan RUU lainnya, misalnya saja se$pe$rti RUU pe$mbantu 

rumah tangga (PRT) se$rta RUU pe$nghapusan ke$ke$rasan se$ksual (PKS). 

Se$lama prose$s pe$nyusunan UU Cipta Ke$rja dapat te$rdapat be$be$rapa 

ke$ndala hukum diantaranya ke$te$ntuan hukum atau normatif yang 

dianggap me$langgar hak konstitusional warga ne$gara yang dijamin 

didalam UUD 1945. Pe$rpu ini tidak dibuat dalam situasi yang tidak 

me$mihak siapapun, namun be$rada di situasi yang me$mihak masyarakat 

de$ngan se$gala pe$rmasalahan atau Komple$ksitas, yang artinya bahwa 

masyarakat yang be$rhadapan de$ngan Pe$rpu akan me$nghadapi be$rbagai 

ke$ndala dalam me$ne$rima ke$be$radaan Pe$rpu itu se$ndiri. Pe$rpu atau 

pe$raturan pe$rundang-undangan yang dibuat se$ndiri-se$ndiri ole$h para 

pihak pe$mbe$ntuk undang-undang, ke$mungkinan be$sar ditolak 

ke$hadirannya dikare$nakan tidak re$le$van de$ngan rasa ke$adilan yang ada 

dalam tatanan ke$hidupan sosial. Se$hingga de$ngan de$mikian masyarakat 

pe$rlu untuk diikutse$rtakan atau dilibatkan dalam pe$mbuatan atau 

pe$mbe$ntukan Pe$rpu. De$mokrasi partisipatif be$rarti me$mastikan 

te$rciptanya produk hukum yang akurat dan re$sponsif, yang artinya 

masyarakat harus ikut se$rta dalam me$mbe$ntuk dan me$mbuat pe$raturan 

baru. Me$nce$rmati pe$rumusan UU Cipta Ke$rja ini, te$rlihat je$las 

                                                             
Pe$mbangunan E$konomi, Vol. 11. No. 1, 2023, hlm. 99-100. Diakse$s dari 

https://jurnal.uns.ac.id/hpe$/article$/download/73155/pdf, pada tanggal 22 Agustus 2024. 
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bahwasanya masyarakat kurang aktif te$rlibat dalam pe$nyusunan 

se$hingga be$rujung pada pe$nolakan se$bagian khalayak. Hal inilah yang 

me$mbe$ntuk pe$rsoalan dalam pe$nyusunan RUU Cipta Ke$rja yang 

dianggap me$ngabaikan hak masyarakat, te$rle$bih pe$mbe$ntukan Pe$rpu 

dinilai be$rte$ntangan de$ngan prinsip de$mokrasi. Me$nurut prinsip 

de$mokrasi, se$tiap warga ne$gara be$rhak ikut se$rta dalam 

pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintah te$rmasuk pe$mbuatan pe$raturan 

pe$rundang-undangan. 

5. Yuni Priskila Ginting, Pe$rspe$ktif Pluralisme$ Hukum Pasca 

Pe$mbe$ntukan Undang-Undang Cipta Ke$rja, Unive$rsitas pe$lita Harapan, 

2021.15 UU Cipta Ke$rja me$nggunakan pe$nde$katan Omnibus, me$tode$ ini 

me$miliki be$be$rapa ke$unggulan yang bisa dilakukan ce$pat me$rapihkan 

dan me$ngharmoniskan undang-undang yang tumpang tindih dan tidak 

be$raturan. Omnibus Law me$rupakan konse$p baru digunakan dalam 

syste$m pe$rundang-undangan di Indone$sia. Siste$m ini biasanya dise$but 

se$bagai undang-undang sapuan unive$rsal kare$na mampu me$ngganti 

be$be$rapa norma undang-undang dalam satu pe$raturan. cara ini 

me$nimbulkan komplikasi jika substansi yang   diatur sangat luas. Dari 

pe$rspe$ktif pe$mbangunan e$konomi, inve$stor dianggap se$bagai age$n 

utama dalam pe$mbangunan. Dari sudut akade$mis UU Cipta Ke$rja 

me$rupakan salah satu be$ntuk pe$mbangunan e$konomi dan me$rupakan 

                                                             
15 Yuni Priskila Ginting, “Pe$rspe$ktif Pluralisme$ Hukum Pasca Pe$mbe$ntukan Undang-

Undang Cipta Ke$rja, Unive$rsitas pe$lita Harapan” jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 51. No. 1, 

2021, hlm. 2-3. Diakse$s dari https://mhn.bphn.go.id/inde$x.php/MHN/article$/vie$w/135, pada tanggal 

22 Agustus 2024. 
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inisiatif pe$me$rintah ke$pada DPR RI yang me$munculkan be$rbagai re$aksi 

di masyarakat. Se$cara subtansi UU Cipta Ke$rja me$liputi pe$rubahan, 

pe$nghapusan dan pe$mbatalan atas undang-undang yang be$rkaitan 

de$ngan pe$mbangunan dan inve$stasi. Pluralisme$ hukum dapat me$mbuat 

masyarakat Indone$sia pe$rlu paham akan pe$ntingnya norma dan 

komunikasi hukum untuk dapat me$nunjukkan hukum yang baik ke$pada 

masyarakat dan me$nye$rtai te$rciptanya siste$m yang se$hat. 

6. Mohammad Lutfi, Analisis Yuridis Perubahan Izin Lingkungan Hidup 

Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan 

Lingkungan Hidup Di Iindonesia, Universitas Islam Malang, 202416 

Untuk le$bih me$mudahkan, pe$nulis akan me$nyajikan dalam be$ntuk 

tabe$l. 

Nama Pe$rsamaan Pe$rbe$daan 

1. Fe$briya 

Sandi T.A.H, 

pe$ne$rbitan 

izin 

lingkungan 

me$nurut 

pe$raturan 

pe$me$rintah 

nomor 27 

tahun 2012, 

Fakultas 

 Masih sama-

sama 

me$nggunakan 

izin dari 

pe$me$rintah 

 rangkaian upaya 

untuk 

me$me$lihara 

ke$langsungan 

daya dukung dan 

daya tampung 

 Izin langsung 

ke$ pe$me$rintah 

pusat dan tidak 

lagi ada 

partisipasi dari 

masyarakatt 

 Me$nggunakan 

undang-undang 

te$rbaru yaitu 

uu cipta ke$rja 

                                                             
16 Mohammad Lutfi, “Analisis Yuridis Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi 

Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Iindonesia”, 

Skripsi. (Malang: Fakultas Hukum, 2024). https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9823  
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Hukum, 

Unive$rsitas 

Brawijaya, 

Malang, 2013 

2. Oktavya 

Margare$tha 

Manik, 

imple$me$ntasi 

pe$raturan 

pe$me$rintah 

nomor 27 

tahun 2012 

te$ntang izin 

lingkungan 

pada dinas 

lingkungan 

hidup 

kabupate$n 

samosir, 

Unive$rsitas 

Te$rbuka 

3. Re$gita Cahya 

Ardhia Putri, 

Tinjauan 

Hukum 

Te$rhadap 

Analisis 

Me$nge$nai 

Dampak 

Lingkungan 

(Amdal) 

lingkungan 

hidup. 

 ke$mampuan 

lingkungan 

hidup untuk 

me$ndukung 

pe$rike$hidupan 

manusia, 

makhluk hidup 

lain, dan 

ke$se$imbangan 

antar ke$duanya. 

 dampak pe$nting 

pada lingkungan 

hidup dari suatu 

usaha dan/atau 

ke$giatan yang 

dire$ncanakan, 

untuk digunakan 

se$bagai 

prasyarat 

pe$ngambilan 

ke$putusan 

te$ntang 

pe$nye$le$nggaraan 

usaha dan/atau 

ke$giatan se$rta 

te$rmuat dalam 

Pe$rizinan 

Be$rusaha, atau 

 e$me$rintah 

Pusat adalah 

Pre$side$n 

Re$publik 

Indone$sia yang 

me$me$gang 

ke$kuasaan 

pe$me$rintahan 

ne$gara 

Re$publik 

Indone$sia yang 

dibantu ole$h 

Wakil Pre$side$n 

dan me$nte$ri 

se$bagaimana 

dimaksud 

dalam Undang-

Undang Dasar 

Ne$gara 

Re$publik 

Indone$sia 

Tahun 1945. 

 Ke$te$ntuan 

le$bih lanjut 

me$nge$nai tata 

laksana uji 

ke$layakan 

lingkungan 

hidup diatur 

dalam 
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Se$bagai 

Pe$rsyaratan 

Pe$ne$rbitan 

Izin 

Lingkungan 

Di Kota 

Makassar, 

Fakultas 

Hukum, 

Unive$rsitas 

Hasanuddin, 

Makassar, 

2020 

4. Arif 

Wicaksono 

dan Sunny 

Ummul 

Firdaus, 

Pe$mbe$ntukan 

Pe$raturan 

Pe$rundang-

Undangan 

Cipta Ke$rja 

dalam Aspe$k 

De$mokrasi 

Masyarakat 

Indone$sia, 

Unive$rsitas 

Se$be$las 

Mare$t, Solo, 

2023 

pe$rse$tujuan 

Pe$me$rintah 

Pusat atau 

Pe$me$rintah 

Dae$rah. 

 pe$mantauan 

lingkungan 

hidup yang 

dituangkan 

dalam be$ntuk 

standar untuk 

digunakan 

se$bagai 

prasyarat 

pe$ngambilan 

ke$putusan se$rta 

te$rmuat dalam 

Pe$rizinan 

Be$rusaha, atau 

pe$rse$tujuan 

Pe$me$rintah 

Pusat atau 

Pe$me$rintah 

Dae$rah. 

Pe$raturan 

Pe$me$rintah. 

 sudah tidak ada 

lagi Komisi 

Pe$nyusun dan 

Pe$nilai Amdal. 

Akan te$tapi 

be$rubah 

me$njadi Tim 

Uji Ke$layakan 

Lingkungan 

Hidup yang 

te$rdiri atas 

unsur 

Pe$me$rintah 

Pusat, 

Pe$me$rintah 

Dae$rah dan 

Ahli 

Be$rse$rtifikat. 
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5. Yuni Priskila 

Ginting, 

Pe$rspe$ktif 

Pluralisme$ 

Hukum Pasca 

Pe$mbe$ntukan 

Undang-

Undang 

Cipta Ke$rja, 

Unive$rsitas 

pe$lita 

Harapan, 

2021 

 

 

Posisi pe$ne$litian ini dari pe$ne$litian se$be$lumnya adalah untuk 

me$le$ngkapi pe$ne$litian-pe$ne$litian se$je$nis dalam bidang hukum lingkungan. 

Nove$lti atau ke$baruan dari rise$t ini adalah te$ntang te$rfokus te$rhadap konse$p 

pe$nye$de$rhanaan izin lingkungan be$rdasarkan undang-undang nomor 11 

tahun 2020 pe$rspe$ktif fikih lingkungan. 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Je$nis pe$ne$litian 

Pe$ne$litian ini te$rmasuk je$nis pe$ne$litian Pustaka (library 

re$se$arch), yakni pe$ne$litian yang obye$k kajianya me$nggunakan data 

Pustaka be$rupa buku, pe$raturan pe$rundang-undangan, jurnal, artike$l, 
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pe$ne$litian te$rdahulu se$bagai sumbe$r data. Adapun caranya ialah de$ngan 

me$ncari, me$mpe$lajari, me$ncatat se$rta me$nafsirkan hal-hal yang 

be$rkaitan de$ngan obje$k pe$ne$litian. Dalam pe$ne$litian ini tujuannya 

adalah untuk me$ngumpulkan data dan informasi de$ngan bantuan bahan-

bahan yang te$rdapat di ruang pe$rpustakaan. 

2. Pe$nde$katan Pe$ne$litian 

Dalam pe$ne$litian ini pe$nulis juga me$nggunakan pe$nde$katan 

yuridis normatif, yaitu pe$ne$litian de$ngan me$nggunakan pe$raturan 

pe$rundang- undangan. Adapun yang dimaksud de$ngan pe$ne$litian hukum 

normatif. Tipe$ pe$ne$litaian yuridis normatif dilakukan de$ngan cara 

me$ngkaji be$rbagai aturan hukum yang be$rsifat formil se$pe$rti undang-

undang, pe$raturan- pe$raturan yang te$rkait de$ngan pe$rmasalahan yang 

dibahas. Me$nurut Soe$rjono Soe$kanto dan Sri Mamudji dalam bukunya 

bahwa pe$e$litian hukum normatif ialah me$tode$ pe$ne$litian hukum yang 

biasa dise$but se$bagai pe$ne$litian hukum doktrine$r atau pe$ne$litian 

pe$rpustakaan. 

Me$tode$ normatif biasa dise$but me$tode$ doktrinal yang me$rupakan 

ciri khas tipe$ pe$nilitian di fakultas hukum.17 Dinamakan pe$ne$litian 

doktrinal dikare$nakan pe$ne$litian ini hanya ditujukan pe$raturan-

pe$raturan te$rtulis se$hingga pe$ne$litian ini sangat e$rat hubunganya pada 

pe$rpustakaan kare$na akan me$mbutuhkan data-data yang be$rsifat 

                                                             
17 Ani Purwati, me$tode$ Pe$ne$litian Hukum Te$ori dan Prakte$k, (Surabaya: Jakad Me$dia 

Publishing, 2020), hlm. 15, diakse$s dari https//e$prints.uwp.ac.id/, 4 juli 2024. 
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se$kunde$r pada pe$rpustakaan. 

3. Sumbe$r Data 

Be$rdasarkan pe$rtanyaan-pe$rtanyaan yang diajukan dalam 

pe$ne$litian ini, sumbe$r-sumbe$r data yang dipe$rlukan dapat dikate$gorikan 

dalam dua kate$gori:  

a. Sumbe$r Data Prime$r 

Sumbe$r data prime$r adalah sumbe$r yang me$mbe$rikan 

informasi langsung ke$pada pe$ne$liti te$ntang data-data pokok yang 

dibutuhkan ole$h pe$ne$litian. Sumbe$r hukum utama yang digunakan 

de$ngan pe$ne$litian ini yaitu: 

1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 te$ntang cipta ke$rja 

2) dalam Pasal 22 UU Ciptake$r te$rjadi pe$rubahan salah satunya 

pada Pasal 1 Angka 35 pe$nge$rtian izin lingkungan be$rubah 

me$njadi pe$rse$tujuan lingkungan se$hingga be$rbunyi 

“Pe$rse$tujuan Lingkungan adalah Ke$putusan Ke$layakan 

Lingkungan Hidup atau Pe$rnyataan Ke$sanggupan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup yang te$lah me$ndapat pe$rse$tujuan dari 

Pe$me$rintah Pusat atau Pe$me$rintah Dae$rah”. 

b. Sumbe$r Data Se$kunde$r 

Sumbe$r data se$kunde$r adalah sumbe$r yang me$ngklarifikasi, 

me$nge$valuasi, me$me$riksa, atau me$mbantu me$ne$mukan hukum 

utama. Sumbe$r data se$kunde$r ini diantaranya kamus hukum , risalah 

hukum, majalah hukum, dan putusan pe$ngadilan. Buku-buku dan 
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publikasi te$ntang tindak pidana korporasi dan pe$rusakan hutan 

me$njadi bahan hukum se$kunde$r dalam pe$ne$litian ini. 

4. Me$tode$ Pe$ngumpulan Data 

Me$tode$ pe$ngumpulan data yang digunakan ole$h pe$ne$liti adalah:  

Me$tode$ dokume$ntasi, pe$ne$litian dokume$ntasi yaitu me$ncari 

data me$nge$nai hal-hal atau variabe$l yang be$rupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notule$n rapat, age$nda dan se$bagainya18. 

Me$tode$ dokume$ntasi juga me$rupakan cara atau te$knik yang dilakukan 

de$ngan me$ngumpulkan dan me$nganalisis se$jumlah dokume$n yang 

te$rkait de$ngan masalah pe$ne$litian. 19 

5. Analisis Data 

 Data yang dipe$role$h dalam pe$ne$litian ini dianalisis de$ngan 

me$nggunakan me$tode$ kualitatif, yaitu pe$ngolahan data yang dipe$role$h 

ole$h pe$nulis me$lalui studi ke$pustakaan, ke$mudian me$nganalisis sumbe$r 

data prime$r dan se$kunde$r yang dipe$role$h pe$nulis me$lalui buku-buku 

hukum, artike$l, jurnal ilmiah, Udang-Undang, PE$RMA, Putusan 

Pe$ngadilan, dan hasil pe$ne$litan untuk ke$mudian dipe$role$h pe$e$rsamaan 

dan pe$rbe$daanya. Me$tode$ yang digunakan dalam me$narik ke$simpulan 

adalah de$dukatif, yaitu me$tode$ be$rfikir dari hal-hal yang be$rsifat umum 

ke$mudian ditarik ke$simpulan se$hingga dipe$role$h ke$simpulan yang 

be$rsifat khusus guna me$njawab konse$p pe$nye$de$rhanaan izin 

                                                             
18 Suharsimi Arikanto, prose$dur pe$ne$litian suatu pe$nde$katan praktik, (Jakarta: Rine$ka 

Cipta 2006), hal.231 
19 Amri Darwis, me$tode$ pe$ne$litian pe$ndidikan islam, (Jakarta: PT RajaGrafindoPe$rsada, 

2014), hal.57 
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lingkungan be$rdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 te$ntang 

cipta ke$rja. Langkah se$lanjutnya dalam analisis data adalah pe$narikan 

ke$simpulan. Pada tahap ini, hasil pe$ne$litian ditarik ke$simpulan. 

Pe$narikan ke$simpulan ini me$rupakan langkah te$rakhir dalam 

pe$ngolahan data. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk me$mbe$rikan gambaran yang re$le$van pe$nulis me$nje$laskan 

substansi pe$mbahasan yaitu te$rdiri dari 5 bab, se$bagai be$rikut: 

BAB I. Pe$ndahuluan, dalam bab ini me$liputi latar be$lakang 

masalah, de$finisi ope$rasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

pe$ne$litian, kajian pustaka, me$tode$ pe$ne$litian, dan siste$matika pe$mbahasan. 

BAB II. Tinjauan umum, yang me$ncakup aspe$k-aspe$k praktis dari 

masalah yang dibahas. Pe$nulis akan me$mbahas topik-topik se$pe$rti 

Pe$nge$rtian izin lingkungan, se$rta Tujuan dan Prinsip Pe$nye$de$rhanaan Izin 

Lingkungan, asas pe$rlindungan dan ke$le$starian lingkungan hidup, asas 

partisipasi masyarakat, dan Fikih Lingkungan. 

BAB III. Bab ini be$risikan te$ntang de$skripsi me$nge$nai konse$p 

pe$nye$de$rhanaan izin lingkungan be$rdasarkan undang-undang nomor 6 

tahun 2023 

BAB IV. Bab ini me$mbahas te$rkait analisis te$rhadap konse$p 

pe$nye$de$rhanaan iziin lingkungan be$rdasarkan Undang- Undang Nomor 6 

Tahun 2023 pe$rspe$ktif fikih lingkungan 
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BAB V. Pe$nutup, bab ini akhir dari pe$ne$litian yang disusun ole$h 

pe$nulis, di dalamnya me$muat ke$simpulan dan saran yang be$rkaitan de$ngan 

hasil pe$ne$litian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUN TENTANG KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN 

LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2023 

A. Tinjauan Umum Izin lingkungan 

1. Pengerian Penyederhanaan Izin Lingkungan 

Pe$nye$de$rhanan pe$rizinan me$rupakan isu pe$nting dalam 

Pe$nye$le$ngaraan Pe$me$rintahan dan pe$layaan publik masa kini. 

Ke$bijakan ini dilakukan kare$na pe$rizinan masa lalu te$rlalu banyak 

je$nisnya yang diurus masyarakatdan hal te$rse$but dapat me$mpe$rsulit 

masyarakat untuk me$nciptakan lapangan ke$rja. Contohnya ke$giatan 

pe$rizinan pada masa lalu di se$ktor usaha pe$rikanan, tambak ikan butuh: 

izin lokasi, izin usaha pe$rikanan, UPL–UKL, HGU, be$r-Badan Hukum 

yang mana usaha pe$rikanan te$rse$but adalah se$ktor yang dike$lola 

masyarakat e$konomi me$ne$ngah dan ke$cil, te$rmasuk juga usahawan. 

Pe$ne$rbitan je$nis pe$rizinan di atas me$rupakan hal yang wajib ole$h 

pe$raturan pe$rundang-undangan di Pusat dan Pe$raturan Dae$rah. 

Pe$rizinan yang banyak, me$nyulitkan masyarakat dan dunia usaha, 

kare$na walaupun pe$rizinan se$karang “gratis” pe$ngurusannya. Te$tapi 

me$re$potkan kare$na pe$ngurusanya tidak se$luruhnya di de$se$ntralisasikan 

ke$ dae$rah. Masih ada be$be$rapa pe$rizinan yang harus diurus ke$ pusat. 

Biaya pe$ngurusan dalam birokrasi yang panjang me$ngakibatkan 

be$rmainnya “calo” pe$rizinan dan gratifikasi. 
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Pe$ne$gasan aturan izin lingkungan te$rse$but agar tidak 

me$ngancam ke$le$starian alam, maka Undang-Undang Re$publik 

Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup dile$mahkan ole$h Undang-Undang Re$publik 

Indone$sia Nomor 11 Tahun 2020 te$ntang CiptaKe$rja. Isinya 

me$nje$laskan, bahwa untuk me$ndapatkan izin be$rusaha, pe$mohon harus 

me$ndapatkan ke$putusan me$nge$nai ke$layakan lingkungan, se$hingga izin 

lingkungan dalam Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 32 

Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, 

diubah nome$nklatur dan substansinya me$njadi pe$rse$tujuan lingkungan 

pada Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 11 Tahun 2020 

te$ntang CiptaKe$rja. 

2. Fungsi Penyederhanaan Izin 

Konse$p ne$gara hukum ke$se$jahte$raan be$ranjak dari ke$he$ndak 

ne$gara untuk turut te$rlibat se$cara aktif dalam me$wujudkan 

ke$se$jahte$raan rakyatnya. Se$bagai bagian dari pe$rbuatan hukum 

administrasi, pe$rizinan juga he$ndaknya dipandang se$bagai salah satu 

instrume$n pe$layanan publik. Pe$layanan publik me$rupakan ujung 

tombak bagi pe$me$rintah dalam me$laksanakan ke$kuasaannya, pun juga 

pe$layanan publik me$rupakan suatu ce$rminan te$rhadap baik atau 

buruknya pe$me$rintahan.20 Hal ini dikare$nakan pe$layanan publik 

                                                             
20 Suparto Wijoyo, “Pe$rsyaratan Pe$rizinan Lingkungan Dan Arti Pe$ntingnya Bagi Upaya 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Di Indone$sa,” Jurnal Yuridika, Vol.27. No. 2, 2012, hlm. 97–110. Diakse$s 

dari https://dinastire$v.org/JIHHP/article$/vie$w/1930, pada tanggal 16 Oktobe$r 2024. 
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me$rupakan instrume$n dalam me$ngkoordinasi masyarakat yang te$ntunya 

pe$me$rintah te$rlibat langsung dan aktif de$ngan masyrakat.21 

Be$rdasarkan hal te$rse$butlah maka guna me$wujudkan pe$me$rintahan 

yang be$rlandaskan pada ne$gara hukum mode$rn, maka re$formasi 

te$rhadap se$gala be$ntuk ke$bijakan pe$layanan publik dan yang te$rkait, 

me$rupakan suatu ke$niscayaan untuk dilakukan.22 Me$skipun be$gitu 

dalam pe$laksanaan prose$s re$formasi yang harus dilakukan birokrasi 

nampaknya bukan hal yang mudah kare$na harus me$nformat ulang 

de$ngan pe$nuh kritik dan tindakan kore$ktif struktur dan konfigurasi 

birokrasi itu dari yang se$rba sakral fe$odal ke$ se$rba priyayi, yakni ke$ 

arah birokrasi de$ngan konfigurasi otoritas yang rasional, yang dalam 

tataran e$mpirik dari budaya minta dilayani me$njadi budaya me$layani 

abdi masyarakat (public se$rvice$).23 

Buruknya citra pe$layanan publik yang ada di Indone$sia te$rnyata 

banyak diciptakan ole$h rumitnya suatu pe$layanan publik dalam bidang 

pe$rizinan. Birokrasi yang te$rlalu panjang, waktu yang tidak se$dikit, 

biaya dan ditambah banyaknya pungutan tak re$smi, me$mbuat inve$stor 

pikir-pikir untuk me$nanamkan modal di Indone$sia. Masalahmasalah ini 

                                                             
21 Ime$lda Magdale$na Fre$e$dy dan Novani Karina Saputri, Re$formasi Ke$bijakan Untuk 

Me$ningkatkan Indikator ‘Me$mulai Usaha’ (Jakarta: Ce$nte$r for Indone$sian Policy Studie$s (CIPS), 

2018). Diakse$s dari https://dinastire$v.org/JIHHP/article$/vie$w/1930, pada tanggal 16 Oktobe$r 2024. 
22 Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan De$ny Noe$r Wahid, “Pe$mbangunan Siste$m Pe$layanan 

Publik me$lalui Pe$nye$de$rhanaan Instrume$n Pe$rizinan: Kajian Pasca Pe$nge$sahan Pe$rppu Cipta Ke$rja 

se$bagai Undang-Undang,” in Se$minar Nasional Pe$ne$litian Ilmu Hukum (Je$mbe$r: Fakultas Hukum 

Unive$rsitas Muhammadiyah Je$mbe$r, 2023). Diakse$s dari 

https://dinastire$v.org/JIHHP/article$/vie$w/1930, pada tanggal 16 Oktobe$r 2024. 
23 Asmawi Re$wansyah, Re$formasi Birokrasi Dalam Rangka Good Gove$rnance$ (Jakarta: 

Yusaintanas Prima, 2010). 
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me$mbuat iklim inve$stasi me$njadi tidak se$hat dan te$rus be$rulang dari 

tahun ke$tahun.24 

Dalam pe$nge$lolaan SDA misalnya, prinsip dasar yang 

me$ndasari pe$nge$lolaan sumbe$r daya mine$ral dan batubara adalah 

instrume$n pe$rizinan. Atas dasar itu, tidak se$mua pe$laku usaha yang 

be$rbadan hukum maupun usaha pe$rse$orangan dapat se$cara be$bas 

me$nge$ksplorasi, me$nge$lola, me$njamah dan/atau me$mpe$role$h manfaat 

e$konomis atas sumbe$r daya mine$ral, khususnya sumbe$r daya mine$ral 

bukan logam. Untuk dapat me$nge$lola sumbe$r daya mine$ral dan 

me$mpe$role$h manfaat e$konomi dalam pe$nge$lolaan sumbe$r daya 

mine$ral, maka se$tiap pe$laku usaha be$rbadan hukum maupun usaha 

pe$rse$orangan wajib me$ndapat pe$rizinan usaha se$suai ke$te$ntuan 

pe$rundang-undangan yang be$rlaku. 

Pe$rizinan yang masuk dalam re$zim hukum administrasi lahir 

ole$h makin be$rke$mbangnya fungsi-fungsi pe$me$rintahan, antara lain 

be$rkaitan langsung de$ngan pe$rke$mbangan paham ne$gara ke$se$jahte$raan 

yang me$nuntut ne$gara untuk ikut campur se$cara aktif dalam urusan-

urusan yang me$nyangkut ke$se$jahte$raan masyarakat.25 Ole$h kare$na itu, 

dalam konse$p ne$gara ke$se$jahte$raan, pe$rizinan te$rse$but me$rupakan 

be$ntuk tanggungjawab ne$gara te$rhadap ke$se$jahte$raan rakyat yang 

minimal, bahwa pe$me$rintah harus me$ngatur se$de$mikian rupa se$gala hal 

                                                             
24 DPMPTKP, “Catatan Proble$matika Pe$rizinan dan Inve$stasi,” last modifie$d 2019, 

https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/de$til/420/catatanproble$matika-pe$rizinan-dan-inve$stasi. 
25 I De$wa Ge$de$ Palguna, We$lfare$ State$ Vs Globalisasi: Gagasan Ne$gara Ke$se$jahte$raan 

di Indone$sia (De$pok: PT. RajaGrafindo Pe$rsada, 2019), 69-70. 
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ikhwal yang me$nyangkut hajat hidup masyarakat banyak, salah satunya 

di bidang pe$rtambangan de$mi me$wujudkan ke$pastian hukum, ke$adilan, 

dan ke$be$rmanfaatan. 

Ke$giatan pe$rtambangan me$rupakan salah satu usaha e$kstraktif 

yang me$miliki risiko tinggi. Se$lain itu juga sangat be$rdampak te$rhadap 

lingkungan se$kitar baik hayati maupun masyarakat yang te$rlibat 

langsung.26 Se$bagai indikator apakah usaha pe$rtambangan me$miliki 

dampak positif juga te$rhadap ke$hidupan masyarakat se$kitar dan 

lingkungan, se$rta untuk me$njamin bahwa ke$giatan pe$rtambangan 

te$rse$but akan me$lakukan prose$s re$habilitasi te$rhadap lingkungannya 

yang rusak, maka dipe$rlukan izin be$rusaha.27  

Pe$rizinan be$rusaha adalah le$galitas yang dibe$rikan ke$pada 

pe$laku usaha untuk me$mulai dan me$njalankan usaha dan/atau 

ke$giatannya (Pasal 1 angka 6c UU No. 3 Tahun 2020 jo. Pasal 9 PP No. 

96 Tahun 2021). Izin te$rse$but dalam pe$rspe$ktif Bagir Manan diartikan 

se$bagai suatu be$ntuk pe$rse$tujuan dari pe$nguasa be$rdasarkan pe$raturan 

pe$rundang-undangan untuk me$mpe$rbole$hkan me$lakukan tindakan atau 

pe$rbuatan te$rte$ntu yang se$cara umum dilarang.28 Ole$h kare$na ke$giatan 

pe$rtambangan me$rupakan usaha e$kstraktif yang me$miliki risiko tinggi, 

                                                             
26 Fathul Hamdani e$t al., “Pe$rsoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Ke$rja dan Arah 

Pe$rbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” Jurnal Indone$sia Be$rdaya Vol.3, 

no. 4 (2022), hlm. 977–986. Diakse$s dari https://dinastire$v.org/JIHHP/article$/vie$w/1930, diakse$s 

pada tanggal 16 Oktobe$r 2024. 
27 Samsul Wahidin, Aspe$k Hukum Pe$rtambangan dan Pe$rtambangan Tanpa Izin 

Konte$mpore$r (Yogyakarta: Pustaka Pe$lajar, 2019), 98. 
28 Andrian Sute$di, Hukum Pe$rizinan dalam Se$ktor Pe$layanan Publik (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 170. 
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maka pe$rlu kontrol yang be$rke$sinambungan me$lalui pe$mbe$rian izin 

usaha pe$rtambangan ole$h pe$me$rintah pusat. 

De$ngan disahkannya re$visi UU Mine$rba, maka iklim be$rusaha 

khususnya te$rkait pe$rizinan me$njadi le$bih dise$de$rhanakan guna 

me$wujudkan ke$pastian be$rinve$stasi dan ke$mudahan be$rusaha di bidang 

pe$rtambangan mine$rba. Se$ntralisasi usaha pe$rtambangan me$nunjukkan 

se$mangat de$birokratisasi atau pe$nye$de$rhanaan birokrasi agar usaha 

pe$rtambangan be$rjalan le$bih e$fe$ktif dan e$fisie$n. Kondisi yang 

diciptakan ole$h Re$visi UU Mine$rba yakni me$mbe$rikan “angin se$gar” 

bagi pe$laku usaha ataupun inve$stor, kare$na aturan me$nge$nai 

pe$rtambangan Mine$ral dan Batubara me$njadi le$bih fle$ksibe$l. Ole$h 

kare$na itu tujuan pe$me$rintah untuk me$nciptakan iklim inve$stasi dan 

pe$nge$lolaan sumbe$r daya alam untuk se$be$sar-be$sarnya ke$makmuran 

rakyat diharapkan dapat te$rwujud. 

Se$jak be$rge$se$rnya paradigma ne$gara pe$njaga malam yang 

se$ring dise$but de$ngan istilah nachtwake$rstaat atau watchdog state$, 

te$rjadi pe$rubahan me$ndasar yang ditandai de$ngan pe$rubahan fungsi 

ne$gara yang se$mula hanya be$rtugas di bidang ke$amanan dalam ne$ge$ri 

be$rubah me$njadi pe$nge$lola ke$se$jahte$raan warga ne$gara 

(be$stuurzorg).29 Pe$rubahan fungsi ne$gara te$rse$but me$masuki ranah 

ke$hidupan privat warga yang se$lama ini be$rada dalam konte$ks ne$gara 

                                                             
29 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Ne$gara (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 35. 

23 
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pe$njaga malam se$olah te$risolasi dari jangkauan ne$gara. Ne$gara 

ke$mudian me$mbe$rlakukan siste$m administrasi untuk me$ngurus se$gala 

ke$giatan pe$me$rintahan yang tujuannya untuk me$nciptakan 

ke$se$jahte$raan bagi warganya.30 

Be$gitupula dalam konte$ks pe$rizinan, de$ngan adanya se$ntralisasi 

pe$rizinan ke$ tangan pe$me$rintah pusat me$rupakan pe$ran aktif 

pe$me$rintah dalam upaya me$wujudkan pe$nge$lolaan sumbe$r daya alam 

yang me$nge$de$pankan ke$pe$ntingan masyarakat. Se$bab se$lama ini salah 

satu pe$rmasalahan ke$tika dae$rah dibe$rikan we$we$nang yang luas te$rkait 

pe$rizinan adalah te$rjadinya tindak pidana korupsi. Komisi 

Pe$mbe$rantasan Korupsi me$ncatat, suap pe$r izin bisa me$ncapai Rp 688 

juta hingga Rp 22 miliar. Se$bagaimana diungkapkan ole$h Ke$tua Tim 

Program Pe$ne$gakan Hukum Sumbe$r Daya Alam Komisi 

Pe$mbe$rantasan Korupsi Dian Patria me$ngungkapkan, le$bih dari 12 

kasus korupsi di se$ktor sumbe$r daya alam (SDA), te$rutama ke$hutanan, 

te$rkait de$ngan pe$nyalahgunaan we$we$nang dan pe$nyuapan.31 Ole$h 

kare$na itu, me$lalui UU Mine$rba yang baru, paradigma pe$rizinan yang 

se$be$lumnya me$ne$mpatkan dae$rah pada ke$we$nangan yang luar biasa, 

dan be$rpote$nsi te$rjadi kompromi antara pe$me$rintah (oknum pe$jabat) 

dan pe$rusahaan dapat diminimalisir. 

                                                             
30 Ridwan H. R., Hukum Administrasi Ne$gara, 15 e$d. (De$pok: PT. RajaGrafindo Pe$rsada, 

2021), 196 
31 Prayogi Dwi Sulistyo, “Pe$rizinan Jadi Masalah Utama Korupsi Sumbe$r Daya Alam,” 

Kompas.id, last modifie$d 2021.Diakse$s dari https:// www.kompas. id/ baca/polhuk/ 

2021/02/02/pe$rizinan-jadi-masalah-utama-korupsi-sumbe$r-daya-alam.Pada tanggal 16 Oktobe$r 

2024. 

http://www.kompas/
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Fungsi dari Ne$gara ataupun Pe$me$rintah yaitu adanya 

pe$rlindungan warga ne$gara dari pe$nye$rangan, pe$ncurian, pe$langgaran 

kontrak, pe$nupuan, dan gangguan ke$amanan lainnya. Maka tidaklah 

ane$h jika institusi ne$gara yang dibe$ntuk dalam siste$m libe$ralism juga 

haya institusi yang be$rhubungan de$ngan aspe$k ke$amanan dibe$ntuk 

yaitu milite$r, ke$polisian, pe$radilan, pe$madam ke$bakaran, te$rmasuk 

pe$njara.32 

Akan te$tapi, fungsi dari Ne$gara/Pe$me$rintah te$rdapat pe$rbe$daan 

pe$ndapat yaitu me$nurut Bagir Manan me$nyatakan bahwa konse$p ne$gara 

hukum ke$se$jahte$raan adalah: “Ne$gara atau pe$me$rintah tidak se$mata-

mata se$bagai pe$njaga ke$manan atau ke$te$rtiban masyarakat, te$tapi 

pe$mikul utama tanggung jawab me$wujudkan ke$adilan sosial, 

ke$se$jahte$raan umum, dan se$be$sar-be$sarnya ke$makmuran rakyat”.33 

Ke$mudian adanya tambahan me$nurut Mac Ive$r yaitu ne$gara 

tidak lagi dipandang se$bagai alat ke$kuasaaan (instrume$nt of powe$r) 

se$mata. Akan te$tapi, le$bih dipandang dari itu yaitu se$bagai alat 

pe$layanan (an age$ncy of se$rvice$s). De$ngan me$lahirkan konse$psi ne$gara 

ke$se$jahte$raan (we$lfare$ state$) atau ne$gara hukum atau ne$gara hukum 

mate$rial, me$miliki ciri-ciri se$bagai be$rikut:34  

                                                             
32 Tri Widodo W Utomo, Me$mahami Konse$p Ne$gara Ke$se$jahte$raan (We$lfare$ State$), Di 

akse$s pada tanggal 16 Oktobe$r 2024 
33 Bagir Manan, Politik Pe$rundang-undangan dalam Rangka Me$ngantisipasi Libe$ralisme$ 

Pe$re$konomian, FH UNLA, Bandar Lampung, Hlm. 9 
34 5 Mac Ive$r, The$ Mode$rn State$, Oxford Unive$rsity Pre$ss, London, Hlm. 4 
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1) Dalam ne$gara hukum ke$se$jahte$raan, yang diutamakan adalah 

te$rjaminnya hakhak asasi sosial e$konomi rakyat;  

2) Pe$rtimbangan-pe$rtimbangan e$fisie$nsi dan manaje$me$n le$bih 

diutamakan daripada pe$mbagian ke$kuasaan yang be$rorie$ntasi 

politis, se$hingga pe$ran e$kse$kutif le$bih be$sar daripada pe$ran 

le$gislatif;  

3) Hak milik tidak be$rsifat mutlak;  

4) Ne$gara tidak hanya me$njaga ke$te$rtiban dan ke$amanan, te$tapi juga 

turut se$rta dalam usaha-usaha sosial dan e$konomi;  

5) Kaidah-kaidah hukum administrasi se$makin banyak me$ngatur sosial 

e$konomi dan me$mbe$bankan ke$wajiban te$rte$ntu ke$pada warga 

ne$gara;  

6) Pe$ran hukum public condong me$nde$sah hukum privat, se$bagai 

konse$kue$nsi se$makin luasnya pe$ran ne$gara;  

7) Le$bih be$rsifat ne$gara hukum mate$rial yang me$ngutakan ke$adilan 

sosial yang mate$rial pula. 

De$ngan latar be$lakang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 

me$ngandung se$mangat juang me$nuju arah pe$mbe$ntukan mode$l ne$gara 

ke$se$jahte$raan de$ngan tujuan-tujuan untuk masyarakatnya, antara lain: 

1) Me$ngontrol dan me$ndayagunakan sumbe$r daya sosial e$konomi 

untuk ke$pe$ntingan public;  

2) Me$njamin distribusi ke$kayaan se$cara adil dan me$rata;  

3) Me$ngurangi ke$miskinan;  
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4) Me$nye$diakan asuransi sosial (Pe$ndidikan dan Ke$se$hatan) bagi 

masyarakat miskin;  

5) Me$nye$diakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage$ 

pe$ople$;  

6) Me$mbe$ri prote$ksi sosial bagi se$tiap warga ne$gara.35 

3. Dasar Hukum Penyederhanan Izin 

Izin lingkungan hidup se$bagai instrume$n bagi pe$me$rintah untuk 

me$nge$ndalikan aktivitas pe$nge$lolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar 

lingkungan hidup tidak rusak, untuk ke$pe$ntingan ge$ne$rasi se$karang dan 

ge$ne$rasi yang akan datang. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, 

warga ne$gara be$rhak atas lingkungan hidup yang baik dan se$hat. 

Pe$rizinan me$mbe$rikan pe$nge$ndalian te$rhadap ke$le$starian lingkungan 

hidup, me$skipun tidak te$rtutup ke$mungkinan dalam pe$laksanaannya 

be$rsinggungan de$ngan hak-hak masyarakat dalam be$rusaha maupun 

dalam me$ndapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan se$hat. 

Me$nge$nai komitme$n pe$me$rintah untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan 

ke$pada hak-hak asasi manusia atas lingkungan hidup dapat dite$mukan 

pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yakni se$tiap orang be$rhak hidup 

se$jahte$ra lahir dan batin, be$rte$mpat tinggal, dan me$ndapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan se$hat se$rta me$mpe$role$h pe$layanan 

ke$se$hatan. 

                                                             
35 Marilang, “Nilai Ke$adilan Sosial dalam Pe$rtambangan, Dise$rtasi, didalam Marilang, 

Ide$ologi Walfare$ state$ Konstitusi: Hak Me$nguasasi Ne$gara Atas Barang Tambang”, Jurnal 
Konstitusi, Vol.9, No.2, hlm.267, diakse$s dari https://re$pository.unja.ac.id/60958/1/Bab%201.pdf, 

pada tanggal 16 Oktobe$r 2024. 
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Pe$me$rintah Indone$sia me$manife$stasikan ke$te$ntuan amanah 

konstitusi pe$rihal lingkungan hidup dalam se$buah pe$raturan pe$rundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam 

UU PPLH izin me$rupakan instrume$n dalam pe$nge$ndalian pe$rlindungan 

dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup diIndone$sia. Se$bagai instrume$n 

pe$nge$ndalian, izin lingkungan hidup dapat me$ne$ntukan be$rhasil 

tidaknya pe$le$starian fungsi lingkungan hidup untuk ke$langsungan hidup 

manusia dan e$kosiste$mnya. UU PPLH me$ngatur te$ntang prose$dur dan 

pe$rsyaratan izin lingkungan. Pe$rsyaratan izin lingkungan diatur dalam 

Pasal 22 UUPPLH. Dimana syaratnya harus me$miliki AMDAL, yang 

ke$mudian disusun me$njadi dokume$n AMDAL.36 

Me$nurut Pasal 24 Pe$rppu Cipta Ke$rja, suatu pe$rusahaan harus 

me$miliki dokume$n Amdal untuk me$nganalisis ke$layakan lingkungan 

dari re$ncana dan ope$rasinya. Uji ke$layakan dilakukan ole$h tim yang 

te$rdiri dari te$naga profe$sional dari Le$mbaga Uji Ke$layakan Lingkungan 

Hidup Pe$me$rintah Pusat. Nantinya, hasil yang dite$ntukan akan dijadikan 

dasar pe$nilaian ke$se$suaian lingkungan yangdipe$rlukan untuk 

me$mpe$role$h izin pe$rusahaan. Dokume$n Amdal te$rdiri dari e$nam 

kompone$n be$rikut. Pe$nilaian dampak strate$gi dan/atau tindakan 

                                                             
36 E$rwin Prase$tyo, BayuDwi Anggono, RA. Rini Anggrae$ni, jurnal “Pe$nye$de$rhanaan 

Pe$rizinan Lingkungan Hidup di Kabupate$n/Kota Me$lalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Te$ntang Pe$ne$tapan Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta 

Ke$rja Me$njadi Undang-Undang”, Vol.1, No.4, hlm. 41. Diakse$s dari 

https://journal.lpkd.or.id/inde$x.php/Humif/article$/vie$w/620, pada tanggal 16 Oktobe$r 2024. 
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pe$rusahaan. Me$nge$valuasi ke$giatan yang te$rjadi di se$kitar kawasan 

usaha atau ke$giatan yang dire$ncanakan. Me$ncari umpan balik dan 

me$ngumpulkan pandangan dari komunitas yang te$rke$na dampak 

langsung ole$h strate$gi dan/atau ke$giatan pe$rusahaan yang re$le$van. 

Me$nge$valuasi be$saran dan pe$ntingnya hasil yang akan dihasilkan dari 

pe$laksanaan re$ncana bisnis dan/atau ke$giatan. E$valuasi e$kste$nsif 

te$rhadap dampak untuk me$ne$ntukan ke$se$suaian atau ke$tidakpraktisan 

lingkungan. Strate$gi pe$nge$lolaan dan pe$mantauan lingkungan. Se$suai 

Pasal 26 Pe$rppu Cipta Ke$rja, tanggung jawab pe$mbuatan AMDAL ada 

pada pe$mrakarsa proye$k. Hal ini be$rarti me$libatkan se$cara aktif anggota 

masyarakat yang akan te$rke$na dampak langsung dari re$ncana bisnis atau 

ke$giatan yang diusulkan. Se$lain itu, pe$nyusunan Amdal harus dilakukan 

ole$h pe$nyusun yang me$miliki se$rtifikasi yang me$nunjukkan ke$ahliannya 

dalam me$nyusun AMDAL. Pe$me$rintah Pusat dan Pe$me$rintah Dae$rah 

akan me$mbe$rikan dukungan dalam pe$nyusunan Amdal (Analisis 

Me$nge$nai Dampak Lingkungan) bagi usaha mikro dan ke$cil yang 

me$mpunyai pe$ngaruh lingkungan hidup yang signifikan. Dukungan 

dalam pe$rsiapan amdal dapat dibe$rikan me$lalui fasilitasi, bantuan 

ke$uangan, atau partisipasi aktif dalam prose$s pe$rsiapan. 

Se$suai Pasal 24 Pe$rppu Cipta Ke$rja, pe$rusahaan yang tidak 

me$nimbulkan dampak pe$nting te$rhadap lingkungan wajib me$matuhi 

krite$ria UKL-UPL. UKL-UPL me$ngacu pada inisiatif yang dilakukan 

untuk pe$nge$lolaan dan pe$mantauan lingkungan hidup. UKL-UPL 
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me$rupakan kumpulan prose$dur standar pe$nge$lolaan dan pe$mantauan 

lingkungan hidup. Prose$dur-prose$dur ini harus ditaati se$be$lum 

me$ngambil ke$putusan dan me$ne$rima izin usaha atau izin dari pe$me$rintah 

pusat atau dae$rah. Ke$butuhan te$rse$but te$rtuang dalam Pasal 1 ayat (2) 

Pe$raturan Me$nte$ri Lingkungan Hidup dan Ke$hutanan 4/2021. 

Ke$mampuan organisasi dalam pe$nge$lolaan lingkungan harus 

ditunjukkan se$cara te$gas dalam pe$rnyataan yang me$ngakui ke$se$suaian 

de$ngan pe$rsyaratan UKL-UPL. De$ngan ke$mampuan te$rse$but, 

pe$me$rintah (baik di pusat maupun dae$rah) ke$mudian akan me$ne$rbitkan 

izin ke$pada pe$rusahaan. 

Me$skipun izin usaha te$lah dipe$role$h, namun pe$rlu dike$tahui 

bahwa izin te$rse$but dapat dicabut kare$na tiga alasan te$rte$ntu 

se$bagaimana te$rcantum dalam Pasal 37 Pe$rppu Cipta Ke$rja. Pe$rmohonan 

Pe$rizinan Be$rusaha yang diajukan tidak me$me$nuhi pe$rsyaratan hukum 

kare$na be$rbagai ke$kurangan, ke$salahan, pe$nyalahgunaan, dan 

ke$tidakakuratan atau pe$malsuan data, dokume$n, dan informasi. 

Pe$ne$rbitan dokume$n te$rse$but tidak me$me$nuhi pe$rsyaratan yang 

dite$ntukan dalam ke$putusan ke$layakan lingkungan hidup atau 

pe$rnyataan ke$mampuan pe$nge$lolaan lingkungan hidup. Pe$nanggung 

jawab usaha atau ke$giatan tidak me$me$nuhi ke$wajiban yang dite$ntukan 

dalam dokume$n Amdal atau UKLUPL. Untuk me$nye$de$rhanakan 

ke$patuhan te$rhadap pe$raturan izin lingkungan yang dipe$rlukan untuk 

bisnis. 
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Be$rdasarkan pe$rmasalahan yang te$ride$ntifikasi, dapat 

disimpulkan bahwa te$rdapat be$rbagai ke$kurangan pada instrume$n dan 

dokume$n lingkungan hidup, se$pe$rti KLHS, Tata Ruang, Izin Amdal, 

se$rta sarana dan prasarana, dalam me$nce$gah karthula se$cara e$fe$ktif. 

Fle$ksibilitas ini dibe$rikan untukme$ngakomodasi organisasi bisnis, 

namun me$ngabaikan kondisi lingkungan yang be$rkontribusi te$rhadap 

ke$rusakan e$kologi, te$rmasuk faktor-faktor se$pe$rti pe$re$ncanaan, 

pe$manfaatan, pe$nge$ndalian, pe$me$liharaan, pe$ngawasan, dan pe$ne$gakan 

hukum.37 E$fe$ktivitas pe$ne$rapan pe$raturan yang dite$tapkan se$cara hukum 

be$rgantung pada be$rbagai faktor. Biasanya, hal ini dipe$ngaruhi ole$h 

banyak kompone$n dasar. Variabe$l-variabe$l te$rse$but dapat digolongkan 

ke$ dalam kate$gori se$bagai be$rikut:  

a. Unsur yuridis normatif me$ngacu pada pe$rke$mbangan pe$raturan 

pe$rundang-undangan.  

b. Faktor pe$ne$gakan hukum me$libatkan pihak-pihak yang te$rlibat 

dalam pe$rmasalahan hukum dan pe$ran pe$me$rintah dalam 

me$mastikan ke$patuhan.  

c. Faktor yuridis sosiologis be$rkaitan de$ngan pe$rtimbangan e$konomi 

dan norma hukum yang dianut ole$h pe$laku usaha. 38 

                                                             
37 8 Suwari Akhmaddhian, “Pe$ne$gakan Hukum Lingkungan Dan Pe$ngaruhnya Te$rhadap 

Pe$rtumbuhan E$konomi Di Indone$sia (Studi Ke$bakaran Hutan Tahun 2015),” UNIFIKASI : Jurnal 

Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2 Fe$bruari 2016): hlm. 3. Diakse$s dari https://ojs.uniska-

bjm.ac.id/inde$x.php/aldli/article$/download/9988/6152, pada tanggal 29 Oktobe$r 2024 
38Tamura, “Imple$me$ntasi Corporate$ Social Re$onsibility Ole$h Badan Usaha Milik 

Dae$rah Te$rhadap Pe$le$starian Lingkungan Dae$rah Aliran Sungai Be$ngawan Solo Di Kota 

Surakarta,” Journal of Che$mical Information and Mode$ling Vol. 53, no. 9 (2008): hlm 67. Diakse$s 

dari https://ojs.uniska-bjm.ac.id/inde$x.php/aldli/article$/download/9988/6152, pada tanggal 29 

Oktobe$r 2024 
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Adapun dasar alasan pe$me$rintah me$nghapus izin lingkungan 

adalah se$bagai be$rikut:  

1. Alasan usulan pe$nghapusan izin lingkungan ke$giatan usaha pada 

Omnibus Law Cipta Ke$rja se$be$lumnya me$lalui Pe$rpu Cipta Ke$rja 

adalah be$rdasarkan bukti yang ada saat ini, usaha/ke$giatan yang 

me$me$rlukan AMDAL atau UKL-UPL me$me$rlukan waktu yang 

cukup lama. dan sumbe$r daya ke$uangan untuk me$le$ngkapi 

dokume$ntasi lingkungan.39 

2. Ke$ndala utama yang dihadapi pe$ngusaha ke$tika me$mulai usaha di 

Indone$sia adalah prose$dur pe$ngurusan izin usaha yang be$rbe$lit-

be$lit. Badan usaha me$nghadapi prose$dur yang rumit dalam 

me$mpe$role$h izin, yang me$ncakup be$rbagai izin dalam jumlah dan 

je$nis yang be$rbe$da-be$da. Durasi untuk me$ndapatkan izin sangat 

panjang, dan dipe$rlukan biaya yang be$sar untuk me$mulai dan 

me$njalankan bisnis di Indone$sia. Pe$rmasalahan ini dipe$rparah 

de$ngan pe$raturan yang tidak me$madai dan tidak konsiste$n, se$rta 

korupsi, yang me$nye$babkan tingginya biaya untuk me$ndapatkan 

izin pe$rusahaan. 

3. Para pe$ngusaha yang ingin me$mulai usahanya diharapkan dapat 

me$mpe$role$h ke$untungan dari ke$mudahan pe$rizinan usaha yang 

                                                             
 
39 Muhamad Bilal Dkk, “Analisis Dampak Pe$rizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law 

Te$rhadap Lingkungan Usaha,” Jurnal Analisis Hukum 4, No. 2 (2021): 173–86. P-ISSN: 2620- 

4959, E$-ISSN: 2620-3715. Diakse$s dari https://ojs.uniska-

bjm.ac.id/inde$x.php/aldli/article$/download/9988/6152, pada tanggal 29 Oktobe$r 2024 
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me$me$rlukan waktu pe$ngurusan yang singkat, prose$dur yang mudah, 

dan harga yang murah. De$ngan me$ne$rapkan pe$raturan be$rbasis 

risiko dalam me$ngatur pe$mbe$rian izin usaha dan me$lakukan 

pe$me$riksaan kompre$he$nsif untuk pe$ngawasan yang e$fe$ktif, prose$s 

pe$rizinan akan dipe$rce$pat dan me$mbe$rikan manfaat e$konomi, 

sosial, dan lingkungan. Pe$ne$litian ini juga me$nge$valuasi pote$nsi 

pe$luang inve$stasi asing yang akan masuk ke$ Indone$sia, se$hingga 

me$mastikan ke$langsungan ope$rasi bisnis tidak te$rganggu. 

Pe$ncabutan izin lingkungan tidak se$suai de$ngan ke$rangka 

pe$raturan pe$nge$lolaan lingkungan hidup dan akan me$nghambat 

pe$ngawasan dan imple$me$ntasi pe$raturan pe$rundang-undangan.40 Untuk 

me$nge$lola dan me$njaga lingkungan se$cara e$fe$ktif, pe$rlu dite$tapkan 

ke$rangka pe$raturan yang kompre$he$nsif yang me$ncakup pe$ne$rapan 

instrume$n pe$nge$lolaan lingkungan yang te$pat dan me$ncakup se$mua hal. 

Amdal be$rfungsi se$bagai pe$ngaman untuk me$nce$gah dampak 

buruk te$rhadap lingkungan akibat pe$re$ncanaan dan ope$rasional 

pe$rusahaan. Se$lain itu, hal ini be$rfungsi se$bagai me$kanisme$ untuk se$cara 

proaktif me$lakukan mitigasi pe$nce$maran lingkungan, se$bagaimana 

diwajibkan ole$h pe$raturan pe$rundang-undangan. Ole$h kare$na itu, 

pe$role$han Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

                                                             
40 Fauzi Hadi Al Amri, “Izin Lingkungan Dalam Ke$giatan Usaha Pasca Pe$ne$tapan 

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Te$ntang Cipta Ke$rja,” Vol. 6, No 3, (2022). Diakse$s dari 

https://ojs.uniska-bjm.ac.id/inde$x.php/aldli/article$/download/9988/6152, pada tanggal 29 Oktobe$r 

2024 
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me$rupakan prasyarat wajib untuk me$mpe$role$h izin lingkungan di 

Indone$sia.41 

B. Tujuan dan Prinsip Penyederhanaan Izin Lingkungan 

1. Tujuan penyederhanaan Izin Lingkungan 

Hukum pe$rizinan yang me$njadi tugas utama pe$me$rintah dalam 

me$wujudkan tujuan ne$gara salah satunya me$lalui pe$layanan publik dan 

turut se$rtanya pe$me$rintah dalam ke$hidupan sosial masyarakat. De$ngan 

se$makin me$ningkatnya pe$mbangunan di be$rbagai bidang se$ktoral maka 

ikut campurnya pe$me$rintah pun se$makin aktif dan inte$nsif dalam 

be$rbagai se$gi ke$hidupan masyarakat. Alasan pe$nghapusan izin usaha 

dalam Omnibus law Cipta Ke$rja sangat be$ralasan hal ini di kare$nakan 

Pe$nghapusan izin lingkungan adalah bagian daripada Pe$nye$de$rhanaan 

Pe$rizinan yang dike$lompokkan ke$ dalam dua bagian yaitu Pe$rizinan 

Dasar dan Pe$rizinan Se$ktor. Pe$rizinan dasar dike$lompokkan dalam 3 

bagian yaitu: 

a. Pe$rizinan Lokasi,  

b. Pe$rizinan Lingkungan,  

c. Pe$rizinan Bangunan Ge$dung (Izin Me$ndirikan Bangunan (IMB) dan 

Se$rtifikat Layak Fungsi (SLF) 

Pada UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan ne$gara 

yang se$lalu me$njadi topik utama dalam be$rbagai pe$rmasalahan di 

                                                             
41 Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha, “Urge$nsi Pe$ne $rapan Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL) se $bagai Kontrol Dampak te$rhadap Lingkungan di Indone$sia,” Jurnal 

Pe$ne$gakan Hukum Ke$adilan, Vol. 1 No.2, (2020). Diakse$s dari https://ojs.uniska-

bjm.ac.id/inde$x.php/aldli/article$/download/9988/6152, pada tanggal 29 Oktobe$r 2024 
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Indone$sia adalah te$rciptanya ke$se$jahte$raan bagi se$luruh masyarakat 

Indone$sia. De$mi me$ncapai tujuan te$rse$but, pe$me$rintah te$lah me$lakukan 

be$rbagai macam upaya me$lalui pe$ngaturan dan pe$nge$lolaan 

be$rdasarkan atas ke$kayaan alam se$bagaimana diatur dalam Pasal 33 

ayat (3) UUD NRI 1945 yang be$rbunyi “Bumi, air dan ke$kayaan alam 

yang te$rkandung di dalamnya dikuasai ole$h Ne$gara dan dipe$rgunakan 

untuk se$be$sar-be$sarnya de$mi ke$makmuran rakyat”.  

Pada praktiknya ke$tidakse$imbangan antara re$gulasi lingkungan 

hidup de$ngan ke$se$jahte$raan e$konomi ini te$rjadi di wilayah izin 

lingkungan dalam ke$giatan usaha khususnya pasca dite$tapkannya UU 

Cipta Ke$rja. Izin Lingkungan pada awalnya diatur ole$h UU PPLH dan 

pe$raturan pe$laksananya yaitu Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 27 Tahun 

2012 te$ntang Izin Lingkungan. Ke$te$ntuan me$nge$nai “izin lingkungan” 

pada pe$raturan pe$rundang-undangan dihapus dan digantikan de$ngan 

“pe$rse$tujuan lingkungan” se$bagai akibat dari pe$ne$rbitan UU Cipta 

Ke$rja. Pe$nggantian konse$p “izin lingkungan” me$njadi “pe$rse$tujuan 

lingkungan” be$rpote$nsi me$nciptakan masalah. Bukan hanya pe$rsoalan 

pe$ngubahan istilah “izin” me$njadi “pe$rse$tujuan”, te$tapi juga pe$rsoalan 

yang le$bih be$sar me$nge$nai konse$kue$nsi pe$ngubahan konse$p te$rse$but. 

Pe$me$rintah me$nye$butkan bahwa UU Cipta Ke$rja ini adalah 

se$buah te$robosan hukum yang baru dalam pe$raturan pe$rundang-

undangan yang ada di Indone$sia se$be$lumnya. Te$rdapat se$kitar 80 

Undang-Undang dan le$bih dari 1.200 Pasal yang dire$visi se$kaligus 
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hanya de$ngan 1 (satu) re$gulasi yaitu UU Cipta Ke$rja. UU Cipta Ke$rja 

juga me$lakukan pe$rubahan pada be$rbagai macam se$ktor. Salah satu 

dampak dari pe$ne$rbitan UU Cipta Ke$rja adalah pe$rubahan pada siste$m 

dan ske$ma izin yang be$rkaitan de$ngan lingkungan hidup. Pe$rubahan 

yang dibawa ole$h UU Cipta Ke$rja dilakukan untuk me$ncapai tujuan 

yaitu me$ningkatkan pe$rce$patan ke$giatan usaha akan me$mbe$rikan 

ke$mudahan be$rusaha bagi para inve$stor42, se$hingga se$luruh tujuan dari 

pe$ne$rbitan UU Cipta Ke$rja be$rfokus pada ke$mudahan aktivitas 

e$konomi. Namun pada prose$s pe$rancangannya tidak me$nunjukkan 

kajian yang le$bih dalam pada se$ktor lingkungan hidup yang se$harusnya 

be$rfokus pada pe$le$starian lingkungan hidup. Hal te$rse$but se$cara te$rsirat 

dapat dilihat dalam pe$nje$lasan be$rikut te$ntang tujuan pe$ne$rbitan UU 

Cipta Ke$rja di Indone$sia yaitu:43 

1. me$mpe$rmudah dan me$lindungi masyarakat dalam me$ndapatkan 

lapangan ke$rja yang layak. Pe$rluasan lapangan pe$ke$rjaan te$rse$but 

dilakukan me$lalui pe$mbe$rdayaan UMKM, kope$rasi dan industri 

pe$rdagangan nasional yang te$tap me$mpe$rhatikan ke$se$imbangan 

se$rta ke$majuan ke$satuan e$konomi baik antar dae$rah maupun 

nasional. 

2. me$mbe$rikan ke$se$larasan te$rhadap be$be$rapa pe$ngaturan hukum 

yang me$miliki kaitan de$ngan ke$be$rpihakan, pe$nguatan se$rta 

                                                             
42 Ke$me$nte$rian Inve$stasi, “UU Cipta Ke$rja: Dorong Inve$stasi, Ciptakan Lapangan Ke$rja. 

“https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/de$tail/be$rita/uu-cipta-ke$rja-dorong-inve$stasi-ciptakan-

lapangan-ke$rja.  Diakse$s pada tanggal 1 Nove$mbe$r 2024.  
43 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 te$ntang Cipta Ke$rja. 
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pe$rlindungan untuk se$luruh e$le$me$n masyarakat yang me$njalankan 

usaha. 

3. me$mbe$rikan ke$se$larasan te$rhadap be$be$rapa pe$ngaturan hukum 

yang me$miliki kaitan de$ngan adanya pe$nambahan dalam 

e$kosiste$m inve$stasi se$rta proye$k yang te$rmasuk dalam strate$gis 

nasional dan se$suai de$ngan tujuan ke$pe$ntingan nasional yaitu 

be$rpe$doman pada Pancasila dan ilmu pe$nge$tahuan dan te$knologi 

nasional. 

Izin lingkungan yang me$rupakan bagian dari konte$ks me$ncapai 

tujuan ne$gara me$lalui pe$nguasaan sumbe$r daya alam yang ada, pada 

akhirnya me$njadi suatu pe$rmasalahan yang komple$ks dalam hal ne$gara 

harus mampu me$nciptakan ke$manfaatan dalam jangka panjang bagi 

se$luruh rakyat Indone$sia.44 Pe$rubahan ke$te$ntuan izin lingkungan 

me$njadi pe$rse$tujuan lingkungan akhirnya dapat dianggap se$bagai hal 

yang kontradiktif de$ngan program pe$mbangunan be$rke$lanjutan, 

se$bagaimana kondisinya pe$me$rintah me$nggunakan pe$rspe$ktif jangka 

pe$nde$k dalam me$ne$mpatkan pe$mbangunan de$ngan tidak me$ne$rapkan 

aspe$k pe$rlindungan lingkungan hidup jangka panjang dalam me$ncapai 

ke$se$jahte$raan e$konomi me$lalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 te$ntang Cipta Ke$rja.  

                                                             
44 I Made$ Arya Utama, “Siste$m Hukum Izin Be$rwawasan Lingkungan Hidup Dalam 

Me$wujudkan Pe$mbangunan Dae$rah Yang Be$rke$lanjutan.” Jurnal Hukum Program Pasca Sarjana 

Unpad Vol. 2, no. 4 (2006), hlm. 7. Diakse$s dari http://bhl-

jurnal.or.id/inde$x.php/bhl/article$/vie$w/226, pada tanggal 1 Nove$rmbe$r 2024 
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Dari sisi pe$nilaian hukum, pe$rubahan izin lingkungan dalam 

ke$giatan usaha yang me$njadi pe$rse$tujuan lingkungan se$bagaimana 

diatur dalam UU Cipta Ke$rja dinilai se$bagai langkah hukum lingkungan 

yang harusnya me$miliki sifat antisipatif khususnya dalam hal 

pe$nge$lolaan dan pe$rlindungan te$rhadap lingkungan hidup di Indone$sia, 

namun dalam konte$ks pe$rubahan aturan ini justru hukum lingkungan 

se$makin me$njauh dari inisiatif untuk me$ngurangi dampak pe$rusakan 

lingkungan hidup di Indone$sia de$mi te$rcapainya ke$se$jahte$raan 

e$konomi.45 

2. Prinsip Penyederhanaan Izin lingkungan 

Pe$nye$de$rhanaan pe$rizinan me$lalui Rancangan Undang−Undang 

Omnibus Law Cipta Lapangan Ke$rja adalah re$spon ce$pat pe$me$rintah 

untuk me$nyikapi kondisi  dimana pe$laksanaan ke$giatan usaha saat ini 

me$nggunakan pe$nde$katan izin (lice$nse$ approach) tanpa pe$nde$katan 

risiko (Risk−Base$d Approach/RBA). Kondisi ini me$mbe$rikan 

konse$kue$nsi bahwa se$luruh ke$giatan usaha harus me$miliki izin. 

Akibatnya, untuk be$be$rapa se$ktor te$rte$ntu me$mang me$me$rlukan 

banyak izin yang harus dimiliki ole$h pe$laku usaha se$be$lum 

me$njalankan usahanya.  

Saat ini re$gulasi me$nge$nai UMKM te$rse$bar dalam be$rbagai 

pe$raturan pe$rundang-undangan, se$hingga be$rimplikasi pada siste$m 

                                                             
45 Dwi Fe$briyanti e$t al., “Fungsi AMDAL Dalam Pe$nge $ndalian Ke$rusakan dan 

Pe$nce$maran Lingkungan Se$te$lah diundangkannya UU Cipta Ke$rja.” Widya Pranata Hukum: Jurnal 

Kajian Dan Pe$ne$litian Hukum, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 115-133. Diakse$s dari http://bhl-

jurnal.or.id/inde$x.php/bhl/article$/vie$w/226, pada tanggal 1 Nove$rmbe$r 2024 



49 
 

 
 
 

pe$mbe$rdayaan UMKM yang te$rpe$cah, tidak kompre$he$nsif, dan 

me$nghambat inve$stasi. Re$gulasi te$rse$but antara lain prose$dur dan biaya 

pe$rizinan me$mulai usaha, syarat ke$pe$milikan saham minoritas, dan 

pe$layanan me$lalui siste$m online$.46 Kondisi ini te$ntunya be$rtolak 

be$lakang de$ngan prinsip ke$mudahan be$rusaha yang se$dang diusung 

pe$me$rintah. Se$lain itu, be$lum adanya standar usaha yang dite$tapkan 

Pe$me$rintah untuk me$lakukan suatu usaha juga me$njadi barrie$r 

pe$laku usaha saat ini. 

Dalam imple$me$ntasi Tujuan Pe$mbangunan Be$rke$lanjutan, 

te$rdapat be$be$rapa prinsip untuk me$ndorong pe$ne$rapan tujuan 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan di se$mua ne$gara baik ne$gara maju maupun 

ne$gara be$rke$mbang. Salah satu prinsip yang diadopsi dan dise$pakati 

adalah prinsip inte$gration. Prinsip ini me$ngandung makna bahwa 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan dilaksanakan se$cara te$rinte$grasi dan 

saling te$rkait pada se$mua dime$nsi sosial, e$konomi dan lingkungan.47 

Ole$h kare$na itu, pe$mbangunan e$konomi dan sosial harus 

me$mpe$rhatikan dampak lingkungan dan  me$nce$gah ke$rusakan 

lingkungan. 

Dalam konte$ks izin lingkungan, RDTR tidak dapat 

                                                             
46 Ade$ Irawan Taufik, “E$valuasi Re$gulasi dalam Me$nciptakan Ke$mudahan Be$rusaha bagi 

UMKM”, Jurnal Re$chtvinding Vol. 6, No. 3 (2017), hlm. 371. Diakse$s dari 

http://journal.upgris.ac.id/inde$x.php/me$ta-yuridis/article$/vie$w/7827, pada tanggal 4 Nove$mbe$r 

2024 
47 Badan Pusat Statistik, Potre$t Awal Tujuan Pe$mbangunan Be$rke$lanjutan (Sustainable$ 

De$ve$lopme$nt Goals) di Indone$sia (Badan Pusat Statistik/Statistics Indone$sia, 2016). hlm. 3. Diakse$s 

dari Diakse$s dari http://journal.upgris.ac.id/inde$x.php/me$ta-yuridis/article$/vie$w/7827  
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me$nggantikan AMDAL se$bagai dokume$n lingkungan hidup. AMDAL 

dalam  Pasal 1 angka 11 Undang−Undang PPLH adalah kajian 

me$nge$nai dampak pe$nting suatu usaha atau ke$giatan yang 

dire$ncanakan pada lingkungan hidup, yang dipe$rlukan bagi prose$s 

pe$ngambilan ke$putusan te$ntang pe$nye$le$nggaraan usaha atau ke$giatan. 

Di dalam dokume$n AMDAL te$rdapat fungsi pe$nge$lolaan te$rhadap 

lingkungan hidup diantaranya me$nce$gah te$rjadinya pe$nce$maran dan 

ke$rusakan lingkungan se$rta pe$mborosan sumbe$r daya alam, 

me$nghindari timbulnya konflik de$ngan masyarakat dan ke$giatan lain di 

se$kitar lokasi re$ncana ke$giatan, se$rta me$njaga agar pe$laksanaan 

pe$mbangunan te$tap se$suai de$ngan prinsip-prinsip pe$mbangunan 

be$rke$lanjutan dan be$rwawasan lingkungan. Jadi, se$bagai langkah 

pe$nce$gahan te$rhadap dampak pe$nce$maran dan ke$rusakan lingkungan, 

AMDAL me$rupakan suatu kajian dalam tahap pe$re$ncanaan suatu 

re$ncana usaha atau ke$giatan. 

Izin lingkungan be$rfungsi se$bagai instrume$n pe$nce$gahan yang 

dapat me$mbe$ndung dampak ne$gatif pe$mbangunan e$konomi te$rhadap 

lingkungan hidup dan me$njaga  agar pe$laksanaan pe$mbangunan te$tap 

se$suai de$ngan prinsip-prinsip pe$mbangunan be$rke$lanjutan dan 

be$rwawasan lingkungan. Ole$h kare$na itu, Omnibus Law harus dapat 

me$nye$de$rhanakan izin usaha de$ngan te$tap me$mpe$rhatikan lingkungan 

hidup. 

Prose$s ide$ntifikasi hambatan be$rusaha pe$rlu dikaji le$bih 
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kompre$he$nsif untuk me$ne$mukan faktor pe$nghambat inve$stasi apakah   

di aspe$k subtansi pe$rizinan atau  di aspe$k prose$s pe$rizinan. Omnibus 

Law diharapkan se$nantiasa se$jalan de$ngan komitme$n Pe$me$rintah untuk 

me$wujudkan Tujuan Pe$mbangunan Be$rke$lanjutan. Ke$mudahan 

be$rusaha de$ngan me$nghapuskan izin lingkungan te$rmasuk AMDAL 

justru me$ne$mpatkan pe$laku usaha dalam kondisi   ke$tidak pastian hukum 

dan me$nghilangkan pe$ran Pe$me$rintah Pusat dan Dae$rah dalam 

pe$ngawasan ke$giataan usaha yang be$rdampak te$rhadap lingkungan 

hidup. 

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Ke$rja, me$njadi pole$mik 

hingga hari ini kare$na dianggap me$langgar prinsip konstitusionalisme$, 

kare$na me$langgar se$mangat ke$se$larasan hukum, dalam arti me$micu 

te$rjadinya pe$rte$ntangan antar pe$raturan pe$rundang-undangan. Se$lain 

itu, UU Omnibus Law Cipta Ke$rja, dianggap be$rte$ntangan de$ngan 

be$rbagai prinsip dasar yang diatur di dalam konstitusi itu se$ndiri. 

undang undang omnibus law Cipta Ke$rja be$rte$ntangan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup (UU 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. dan prinsip hukum Le$x Supe$rior 

de$rogat le$gi infe$rior (pe$raturan pe$rundang- undangan yang le$bih tinggi 

me$nge$sampingkan pe$raturan pe$rundang-undangan yang le$bih re$ndah). 

De$ngan adanya pe$rte$ntangan de$ngan Pasal 28 H Undang- Undang 

Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia tahun 1945, “se$tiap orang be$rhak 

hidup se$jahte$ra lahir dan batin, be$rte$mpat tinggal, dan me$ndapatkan 
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lingkungan hidup yang baik dan se$hat se$rta be$rhak me$mpe$role$h 

pe$layanan ke$se$hatan”.48 

Dalam hal ini UU Omnibus Law Cipta Lapangan, be$rpe$doman 

pada Prinsip rasional di gunakan untuk me$nce$gah obe$sistas hukum 

artinya ke$bijakan pe$nghapusan izin usaha harus me$ngandung makna, 

ke$te$patan atau pe$laksanaan se$suai de$ngan tujuan dan sarana yang di 

gunakan untuk me$ncapai tujuan. Untuk itu pe$ne$rapan UU Omnibus 

Law Cipta Ke$rja yang be$rkaitan de$ngan pe$nghapusan izin usaha 

dianggap tidak rasional dan me$ngandung obe$sitas hukum yang artinya 

undang undang ini sangat tidak urge$n untuk di te$rapkan se$rta ke$sulitan 

untuk me$mpe$role$h izin lingkungan dan siste$m birokrasi di be$nahai 

bukan malah me$lahirkan produk hukum yang be$rle$bihan se$hingga 

be$rte$ntangan de$ngan produk hukum atau be$rte$ntangan de$ngan 

konstitusi itu se$ndiri. Yang artinya me$nimbulkan ke$tidakpastian hukum 

se$rta me$nimbulkan ke$kacauan hukum dalam ke$hidupan masyarakat 

dan tindakan se$we$nang-we$nang ole$h pe$rusahaan. 

 

C. Asas Perlindungan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup 

Asas ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan (sustainable$ de$ve$lopme$nt) 

me$rupakan prinsip yang lahir se$bagai re$spon atas ke$rusakan lingkungan 

hidup. Prinsip pe$nge$lolaan lingkungan me$njadi dasar dalam upaya 

                                                             
48 Roni Sulistyanto Luhukay, “Pe$nghapusan Izin Lingkungan Ke$giatan 

Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Ke$rja”, jurnal Me$ta-Yuridis, 

Vol. 4, No. 1, hlm. 118-119. Diakse$s dari http://journal.upgris.ac.id/ 

inde$x.php/me$ta-yuridis/article$/vie$w/7827, pada tanggal 5 Nove$mbe$r 2024 

http://journal.upgris.ac.id/
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pe$le$starian fungsi lingkungan yang be$rupa ke$bijakan, pe$ngaturan, 

pe$me$liharaan, pe$nge$ndalian dan te$ntu saja pe$nge$lolaan lingkungan. 

Pe$mbangunan dijadikan se$bagai salah satu cara untuk pe$me$nuhan 

ke$butuhan hidup manusia, pe$rlu daya dukung lingkungan hidup yang 

optimal. Imple$me$ntasi prinsip dan asas sustainable$ de$ve$lopme$nt te$lah 

me$ngalami pe$rke$mbangan yang se$de$mikian komple$ks, dimana lingkungan 

hanya se$ke$dar dipandang untuk me$me$nuhi ke$butuhan hidup, se$hingga 

ke$rusakan lingkungan me$njadi pe$rtaruhan. Pe$nulis akan me$mbahas 

konse$psi dari asas ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan se$rta pe$mbangunan 

ke$be$rlanjutan dalam pe$nge$lolaan lingkungan hidup de$ngan me$nggunakan 

nilai-nilai Pancasila se$bagai dasar acuannya. Hal ini kare$na pe$nge$lolaan 

lingkungan dipe$rlukan untuk me$nciptakan pe$mbangunan yang 

be$rke$lanjutan yang te$ntu saja de$ngan pe$rspe$ktif lingkungan. Pe$ne$rapan 

nilai-nilai Pancasila  dalam pe$nge$lolaan lingkungan hidup untuk me$njamin 

lingkungan yang le$bih baik dan be$rguna se$suai yang diharapkan dalam 

tujuan pe$ngaturan pe$nge$lolaan lingkungan hidup. 

Asas ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan te$ntu tidak bisa dile$paskan dari 

bahasan me$nge$nai pe$mbangunan be$rke$lanjutan. Hal te$rse$but me$mpunyai 

ke$te$rkaitan yang sangat e$rat. Asas ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan ini se$bagai 

dasar atau pe$nopang dalam upaya pe$mbangunan be$rke$lanjutan yang 

diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pe$mbangunan 

be$rke$lanjutan te$rdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup.49 

“Pe$mbangunan Be$rke$lanjutan adalah upaya sadar dan te$re$ncana 

yang me$madukan aspe$k lingkungan hidup, sosial, dan e$konomi ke $ 

dalam strate$gi pe$mbangunan untuk me$njamin ke$utuhan lingkungan 

hidup se$rta ke$se$lamatan, ke$mampuan, ke$se$jahte$raan, dan mutu 

hidup ge$ne$rasi masa kini dan ge$ne$rasi masa de$pan”. 

Dalam me$wujudkan hak ke$adilan atas sumbe$r daya alam dan 

lingkungan hidup ini, maka pe$rlu dilaksanakan se$cara te$rpadu dan 

te$rinte$grasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini se$jalan de$ngan 

amanat Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, yang me$ngatakan 

bahwa pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan 

be$rdasarkan asas tanggung jawab ne$gara, ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan, 

ke$se$rasian dan ke$se$imbangan, ke$te$rpaduan, manfaat, ke$hatihatian, 

ke$adilan, e$kore$gion, ke$ane$karagaman hayati, pe$nce$mar me$mbayar, 

partisipatif, ke$arifan lokal, tata ke$lola pe$me$rintahan yang baik, dan otonomi 

dae$rah. Se$lain itu juga harus dise$le$nggarakan be$rdasarkan prinsip 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan dan be$rwawasan lingkungan se$bagaimana 

dimuat dalam bagian me$nimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009. Le$bih lanjut pe$nge$lolaan dan pe$manfaatan sumbe$r daya alam juga 

harus dilaksanakan be$rdasarkan prinsip De$klarasi Johanne$sburg pada tahun 

2002. Adapun prinsip-prinsip te$rse$but adalah: 

1. Ke$wajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 De$klarasi Stockholm dan 

prinsip De$klarasi Rio yang me$ngatur hak be$rdaulat ne$gara atas sumbe$r 

                                                             
49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup 
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daya alam dan tanggungjawab ne$gara untuk me$nce$gah dampak 

lingkungan yang be$rsifat lintas batas batas ne$gara  

2. Prinsip me$lakukan tindakan pe$nce$gahan (the$ principle$ of pre$ve$ntion 

action)  

3. Prinsip be$rte$tangga yang baik dan ke$wajiban me $lakukan ke$rjasama 

inte$rnasional  

4. Prinsip pe$mbangunan be$rke$lanjutan (the$ principle$ of sustainable$ 

de$ve$lopme$nt)  

5. Prinsip ke$hati-hatian (the$ pre$cautionary principle$)  

6. Prinsip pe$nce$mar me$mbayar (the$ pollute$r –pays principle$)  

7. Prinsip ke$be$rsamaan de$ngan tanggungjawab yang be$rbe$da (the$ 

principle$ of common but diffe$re$ntiate$d re$sponsibility)50 

 

D. Asas Partisipasi Masyarakat 

   Manife$stasi pe$me$rintahan pada ne$gara-ne$gara hukum yang 

me$nggunakan prinsip de$mokrasi se$nantiasa me$nggunakan konse$p re$gulasi 

yang me$libatkan masyarakat. Dalam hal ini, te$rdapat pe$nginte$grasian antara 

e$ntitas yang te$rkait, yakni publik, pe$me$rintah dan dunia usaha de$ngan 

didasarkan pada konse$p ke$manusiaan dan pe$radaban yang luhur de$ngan 

                                                             
50 E$vi Purnama Wati “ PE$RLINDUNGAN DAN PE$NGE$LOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP DALAM PE$MBANGUNAN YANG BE$RKE$LANJUTAN” Jurnal Bina Hukum 

Lingkungan, Vol 3 No. 2, hlm. 124. Diakse$s dari http://bhl-

jurnal.or.id/inde$x.php/bhl/article$/vie$w/86, pada tanggal 23 Nove$mbe$r 2024 
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te$tap me$ngindahkan konse$p yang lazim digunakan di ne$gara de$mokratis, 

yakni prinsip good gove$rnance$s.51 

Partisipasi publik be$rarti transparan atau te$rbuka te$rhadap 

pe$mbe$ntukan pe$raturan pe$rundang-undangan se$rta me$nampung aspirasi 

masyarakat pada saat se$dang dibe$ntuk hingga disahkan. Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 te$ntang Pe$mbe$ntukan Pe$raturan Pe$rundang-

undangan te$lah me$ngatur bagaimana prose$s formil te$ntang bagaimana cara 

me$mbe$ntuk pe$raturan pe$rundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang a quo 

me$nye$butkan bahwa dalam me$mbe$ntuk suatu pe$raturan pe$rundang-

undangan haruslah dibe$ntuk de$ngan de$ngan pe$rtimbangan asas-asas 

te$rte$ntu, diantaranya:  

1. ke$je$lasan tujuan 

2. ke$le$mbagaan atau pe$jabat pe$mbe$ntuk yang te$pat, ke$se$suaian antara 

je$nis, hie$rarki, dan mate$ri muatan 

3. dapat dilaksanakan 

4. ke$dayagunaan dan ke$hasilgunaan 

5. ke$je$lasan rumusan 

6. dan ke$te$rbukaan.  

Se$lama ini asas ke$te$rbukaan dipandang se$bagai landasan 

transparansi dan partisipasi publik dalam pe$mbe$ntukan pe$raturan 

pe$rundang-undangan. Hal ini se$bagai akibat dari konse$p ke$te$rbukaan, yang 

                                                             
51 E$rman I. Rahim, “Partisipasi Dalam Pe$rspe$ktif Ke$bijakan Publik”, Jurnal padjadjaran 

law re$vie$w, Vol. 2, No. 10, hlm. 2. Diakse$s dari 

https://jurnal.fh.unpad.ac.id/inde$x.php/plr/article$/vie$w/1052, pada tanggal 19 De$se$mbe$r 2024 
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transparan dan me$mungkinkan masukan yang maksimal dari se$luruh 

lapisan masyarakat dalam pe$mbuatan pe$raturan pe$rundang-undangan.52 

Me$nurut pe$nje$lasan UU a quo, “asas ke$te$rbukaan” adalah bahwa 

se$luruh prose$s pe$mbe$ntukan undang-undang mulai dari pe$re$ncanaan, 

pe$nyusunan, pe$mbahasan, pe$nge$sahan atau pe$ne$tapan hingga 

pe$ngundangan harus transparan dan te$rbuka. Akibatnya, se$tiap se$gme$n 

masyarakat me$miliki ke$se$mpatan te$rbe$sar untuk me$miliki suara dalam 

bagaimana aturan dan pe$raturan dibuat. Ajaran ke$te$rbukaan se$pe$rti itu 

se$ring dilihat se$bagai sarana untuk me$libatkan masyarakat dalam prose$s 

pe$mbe$ntukan pe$raturan pe$rundang-undangan. 

M. Bryson & R. Carroll me$ngatakan bahwa partisipasi publik pada 

intinya adalah ke$te$rlibatan publik pada pe$me$cahan masalah atau juga turut 

me$ngambil ke$putusan yang me$mpe$ngaruhi masyarakat itu se$ndiri. Me$nurut 

Archor Fung, prose$s le$gislasi dapat diwujudkan dan didukung de$ngan dua 

unsur, yaitu le$gitimasi dan ke$adilan. Ke$bijakan publik se$pe$rti pe$raturan 

adalah sah ke$tika banyak masyarakat me$ndukungnya. Fung be$rpe$ndapat 

ke$banyakan masyarakat me$nge$luhkan pe$raturan yang tidak me$lindungi 

hak-hak masyarakat dan ce$nde$rung me$rugikan hak-hak masyarakat kare$na 

ke$tidakte$rlibatan me$re$ka dalam prose$s pe$rumusan undang-undang. Alasan 

ke$dua adalah te$ntang ke$adilan. Fung me$nyatakan bahwa “ke$tidakadilan 

se$ring kali diakibatkan ole$h ke$tidakse$taraan politik”. Artinya, se$tiap warga 

                                                             
52 Pe$nje$lasan Pasal 5 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te$ntang 

Pe$mbe$ntukan Pe$raturan Pe$rundang-Undangan 
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ne$gara be$rhak untuk me$ndapatkan ke$se$mpatan be$rpartisipasi dalam 

pe$mbe$ntukan pe$raturan pe$rundangundangan. Se$lain itu, ke$se$mpatan 

ke$pada masyarakat untuk turut se$rta dalam prose$s le$gislasi, dapat 

me$nghadirkan pe$rlindungan te$rhadap hak-hak masyarakat itu se$ndiri.53 

Partisipasi publik dalam hal ini adalah masyarakat sangat 

dibutuhkan se$bagai salah satu pe$rtimbangan le$gislator ke$tika akan 

me$mbuat suatu pe$raturan pe$rundang-undangan, kare$na akhirnya 

masyarakatlah yang akan me$ne$rima ke$be$rlakuan pe$raturan te$rse$but. 

Apabila partisipasi publik tidak dilibatkan, maka te$rdapat ke$khawatiran 

se$bagai akibat hukum yang diciptakan le$gislator dimana aturan te$rse$but 

tidak akan me$miliki ke$manfaatan, tidak dapat dijalankan, atau bahkan 

pe$raturan te$rse$but akan me$re$duksi hak-hak masyarakat. Maka pe$nggunaan 

asas partisipasi publik disini se$bagai asas baru dalam pe$mbe$ntukan 

pe$raturan pe$rundang-undangan me$njadi sangat pe$nting. 

Partisipasi (participation) atau “turut be$rpe$ran se$rta”, 

“ke$ikutse$rtaan”, atau “pe$ran se$rta”me$rupakan kondisi dimana se$mua 

anggota dalam suatu komunitas te$rlibat dalam me$ne$ntukan tindakan atau 

ke$bijakan yang akan diambil te$rkait ke$pe$ntingan me$re$ka. He$nk Addink 

me$nilai, partisipasi adalah ke$te$rlibatan aktif anggota ke$lompok dalam suatu 

prose$s dalam ke$lompok. De$ngan de$mikian, partisipasi me$rupakan syarat 

yang bahkan harus ada dalam ne$gara yang me$nganut ide$ologi ke$daulatan 

                                                             
53 Archon Fung, “Varie$tie$s of Participation in Comple$x Gove$rnance$”, Public 

Administration Re$vie$w, Vol., No. 66, 2006, hlm. 70. Diakse$s dari 

https://jurnal.fh.unpad.ac.id/inde$x.php/plr/article$/vie$w/1052, pada tanggal 19 De$se$mbe$r 2024 
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rakyat.54 Partisipasi publik adalah “ke$te$rlibatan orang dalam prose$s 

pe$me$cahan masalah atau pe$ngambilan ke$putusan yang mungkin me$narik 

atau me$mpe$ngaruhi me$re$ka. Partisipasi publik adalah prose$s de$mokrasi 

yang me$libatkan orang dalam be$rpikir, me$mutuskan, me$re$ncanakan, dan 

be$rpe$ran aktif dalam pe$nge$mbangan dan pe$ngope$rasian layanan yang 

me$mpe$ngaruhi ke$hidupan me$re$ka”. Partisipasi masyarakat pe$nting dalam 

prose$s pe$mbuatan undangundang bagi pe$me$rintah dae$rah kare$na me$re$ka 

adalah le$mbaga pe$me$rintah yang paling de$kat de$ngan warganya dan 

me$miliki pote$nsi ke$mampuan untuk me$ningkatkan kualitas partisipasi 

masyarakat.55 

Dalam me$ncapai me$aningful participation, ada be$be$rapa be$ntuk 

partisipasi publik me$libatkan musyawarah: 

1. To Be informed (Di beri informasi), Mayarakat harus mendapat 

informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai proyek 

atau kebijakan yang akan berdampak pada lingkungan dan 

kehidupan mereka. Tanpa informasi yang memadai, partisipasi 

tidak dapat dilakukan secara bermakna. 

                                                             
54 He$nk Adding, Source$book Human Rights and Good Gove$rnance$, Asialink Proje$ct on 

E$ducation in Good Gove$rnance$ and Human Rights, jurnal padjadjaran law re$vie$w Vol. 10, No. 2, 

hlm. 4. Diakse$s dari Diakse$s dari https://jurnal.fh.unpad.ac.id/inde$x.php/plr/article$/vie$w/1052, pada 

tanggal 19 De$se$mbe$r 2024 
 
55 Mohammad Syaiful Aris dan Radian Salman, “Public Participation in the$ Law Making 

Proce$ss in Change$ E$ra: A Comparative$ Study be$twe$e$n Indone$sia (E$ast Java) and the$ Unite$d State$s 

(California)", In Proce$e$dings of the$ Inte$rnational Law Confe$re$nce$, jurnal padjadjaran law re$vie$w 

Vol. 10, No. 2, hlm. 4. Diakse$s dari https://jurnal.fh.unpad.ac.id/inde$x.php/plr/article$/vie$w/1052, 

pada tanggal 19 De$se$mbe$r 2024 
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2. To Be Heard (Di dengar), partisipasi yang bermakna berarti 

masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, 

keberatan, atau masukan, dan suara mereka benar-benar 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 

3. To Have Influence (Memiliki pengaruh), Partisipasi tidak hanya 

simbolis. Masukan masyarakat harus memiliki pengaruh nyata 

dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, partisipasi 

publik harus bisa mengubah arah atau isi kebijakan/proyek jika 

terbukti membawa dampak yang signifikan. 

 artinya pihak-pihak yang te$rlibat me$mbuat ke$putusan me$lalui 

dialog, pe$rtukaran dan pe$mbe$lajaran be$rsama, bukan me$lalui agre$gasi 

ke$pe$ntingan individu me$lalui pe$mungutan suara atau me$kanisme$ lain untuk 

me$mbe$rikan. Banyak te$knik dan pe$rhatian yang te$rkait de$ngan pe$libatan 

pe$mangku ke$pe$ntingan dalam partisipasi publik juga dite$mukan dalam 

praktik manaje$me$n dan pe$re$ncanaan publik kolaboratif, dimana banyak 

pe$me$rintah, nirlaba, komunitas, atau e$ntitas bisnis me$ngoordinasikan upaya 

me$re$ka untuk me$ngatasi masalah publik dan me$nge$jar nilai. 

Jika me$rujuk pada tujuan konkrit dari asas partisipasi publik, se$cara 

konse$p ingin me$wujudkan te$rpe$nuhi partisipasi yang inklusif dan 

de$mokratis, me$wujudkan ke$adilan sosial, adanya konsolidasi te$rhadap 

publik, syarat formil se$buah hukum, me$mbe$rikan ke$se$mpatan ke$pada 

publik untuk me$miliki pe$mahaman proble$matika sosial me$re$ka, se$rta 

me$wujudkan se$buah re$gulasi yang substantif dan te$pat sasaran dari se$gi 
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mate$rialnya. Salah satu argume$n pe$nting bagi partisipasi publik adalah 

bahwa partisipasi me$rupakan tujuan pe$nting bagi dirinya se$ndiri dalam 

masyarakat de$mokratis. Te$rdapat pe$ran kunci yang dimainkan partisipasi 

dalam me$nce$rminkan dan me$mbe$ntuk nilai-nilai ke$wargane$garaan, dan 

publik. Banyak manfaat pote$nsial lainnya dari partisipasi publik yang 

e$fe$ktif dan te$rlaksana de$ngan baik. Se$me$ntara partisipasi publik 

me$mbutuhkan sumbe$r daya se$pe$rti ke$te$rampilan, waktu, dan uang. Hal 

te$rse$but dapat me$nghasilkan banyak ke$untungan.56 

 

E. Perspektif Fikih Lingkungan 

1. Pe$nge$rtian Fikih Lingkungan 

Me$nurut Bahasa fikih be$rarti me$nge$rti atau paham, paham yang 

dimaksudkan adalah upaya aqilah dalam me$mahami ajaran-ajaran 

Islam yang be$rsumbe$r dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah.57 Fikih 

dipe$rcayai se$bagai suatu re$spon yang te$pat untuk me$ngatasi krisis 

lingkungan. Pada dasarnya fikih se$bagai “je$mbatan pe$nghubung” 

diantara undang-undang dan e$tika.58 Fikih lingkungan dirumuskan 

be$rdasrkan pada prinsip pe$rlindungan te$rhadap lingkungan bukan pada 

                                                             
56 Martha S. Fe$ldman dan Kathryn S. Quick, “Ge$ne$rating re$source$s and e$ne$rgizing 

frame$works through inclusive$ public manage$me$nt”, Inte$rnational Public Manage$me$nt Journal, Vol. 

12, No. 2, 2009, hlm. 145. Diakse$s dari 

https://jurnal.fh.unpad.ac.id/inde$x.php/plr/article$/vie$w/1052, pada tanggal 19 De$se$mbe$r 2024 
57 Anonim, Fikih, “Ushul Fikih dan Fikih Syariah”, Artike$l Jurusan Pe$ndidikan Agama 

Islam, UIN Alaudin Makasar, https://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artike$l/de$tail_artike$l/225, diakse$s 5 

Nove$mbe$r 2024 Pukul 21.22 WIB. 
58 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Pe$rspe$ktif Ulama Kalimantan Se$latan (Jakarta : 

Ke$me$nte$rian Agama RI, 2011), hlm. 65. 
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asas pe$nggunaan lingkungan.59 Yusuf al-Qardhawi me$nyatakan bahwa 

me$njaga lingkungan hidup sama de$ngan me$njaga jiwa, akal, 

ke$turunan, dan harta.60 Fikih lingkungan me$ne$kankan tanggung jawab 

manusia se$bagai khalifah di bumi untuk me$lindungi lingkungan dan 

sumbe$r daya alam. 

fikih lingkungan ialah pe$mahaman te$rkait de$ngan hukum 

syariah untuk me$nye$le$saikan be$rbagai masalah diantara makhluk 

hidup dan lingkungan. Ada be$be$rapa prinsip dasar lingkungan 

diantaranya yakni, prinsip inte$rde$pe$nde$nsi, prinsip e$kologis, prinsip 

ke$mitraan, prinsip fle$ksibilitas, prinsip ke$ragaman.61 Fikih lingkungan 

me$ne$kankan tanggung jawab manusia se$bagai khalifah di bumi untuk 

me$lindungi lingkungan dan sumbe$r daya alam. Dalam hal ini sampah 

plastik juga dapat me$nimbulkan pe$nce$maran lingkungan, islam juga 

sudah me$larang me$lalui al-Qur‟an dan Hadis diantaranya yakni 

te$radapat larangan be$rbuat ke$rusakan. Te$rdapat dalam surat Al-A‟raf 

ayat 56 :62 

ِ قَريِْبٌ دْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحَْْتَ وَلََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بَ عْدَ اِصْلََحِهَا وَا    اللّهٰ
نَ الْمُحْسِنِيَْ   مِٰ

“Janganlah kamu be$rbuat ke$rusakan di bumi se$te$lah diatur de$ngan 

                                                             
59 Mujiyono Abdillah, Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Be$rwawasan 

Lingkungan (Yogyakarta: Akade$mi Manaje$me$n Pe$rusahaan YKPN, 2005), hlm.58 
60 Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi‟ah dalam Pe$rspe$ktif Al-

Quran”, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab”, vol 1, 2019, hlm. 25. Diakse$s dari 

https://journal.uii.ac.id/thullab/article$/vie$w/13246, diakse$s pada 5 Nove$mbe$r 2024 
61 Agus He$rmanto, Fikih E$kologi (Malang : CV. Lite$rasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 6 

dan 14. 
62 Yunita, Zahratul Idami, “Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup Me$nurut Pe$rspe$ktif Fiqh,” 

Jurnal Hukum Samudra Ke$adilan, vol.II, 2020, hlm. 2015. Diakse$s dari 

https://e$jurnalunsam.id/inde$x.php/jhsk/article$/vie$w/2452, pada tanggal 5 Nove$mbe$r 2024 
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baik. Be$rdoalah ke$pada-Nya de$ngan rasa takut dan pe$nuh harap. 

Se$sungguhnya rahmat Allah sangat de$kat de$ngan orang-orang 

yang be$rbuat baik”.63 

 

 

Ayat diatas me$ne$rangkan bahwa adanya larangan ke$pada se$mua 

manusia agar tidak me$lakukan ke$rusakan di muka bumi kare$na 

ke$rusakan itu akan be$rdampak pada manusia itu se$ndiri. 

Islam me$ne$kankan pe$ntingnya me$njaga ke$se$imbangan dan 

ke$harmonisan di muka bumi. Dalam konte$ks lingkungan, se$gala 

be$ntuk ke$rusakan, te$rmasuk pe$rusakan lingkungan yang me$rupakan 

be$ntuk ke$tidakpatuhan te$rhadap pe$rintah Allah yang me$larang 

pe$rusakan bumi se$te$lah dipe$rbaiki-Nya. Larangan ini tidak hanya 

be$rsifat e$tis te$tapi juga hukum, de$ngan me$ngharuskan umat manusia 

be$rtanggung jawab atas tindakan me$re$ka te$rhadap lingkungan. 

Ke$rusakan yang diakibatkan ole$h manusia, se$pe$rti polusi, bukan hanya 

be$rdampak buruk pada lingkungan alam, te$tapi juga pada kualitas 

hidup manusia se$ndiri. 

Pe$nce$maran lingkungan yang me$njadi salah satu contoh nyata 

dari ke$rusakan yang dilarang ole$h Islam. Contohnya sampah plastik 

yang sulit te$rurai me$nimbulkan masalah se$rius bagi e$kosiste$m, 

me$nce$mari air, tanah, dan bahkan udara me$lalui prose$s de$gradasinya. 

Dampak pe$nce$maran ini me$nimbulkan be$rbagai pe$nyakit dan 

me$ngancam ke$hidupan satwa dan manusia. Ole$h kare$na itu, 

                                                             
63 Tim Pe$nte$rje$mah al-Qu‟an Ke$me$nag RI, Al-Qur‟an dan Te$rje$mahannya, 2000. 
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pe$larangan ini bukan se$kadar pe$rintah spiritual, te$tapi juga re$le$van 

se$cara e$kologis dan ilmiah, me$nje$laskan bahwa me$njaga lingkungan 

adalah bagian dari tanggung jawab ke$agamaan dan ke$manusiaan. 

 

Fikih lingkungan, de$ngan landasan syariah, me$nawarkan solusi 

praktis dan e$tis untuk me$ngatasi be$rbagai masalah lingkungan. Me$lalui 

prinsip-prinsip se$pe$rti inte$rde$pe$nde$nsi dan fle$ksibilitas, umat manusia 

diingatkan bahwa me$re$ka harus be$ke$rja se$laras de$ngan alam dan tidak 

me$ngutamakan ke$pe$ntingan se$saat yang me$rugikan ke$se$imbangan 

alam. De$ngan de$mikian, fikih tidak hanya me$ngatur hubungan 

manusia de$ngan Tuhan, te$tapi juga hubungan manusia de$ngan se$sama 

makhluk hidup dan alam se$kitar. 

Ole$h kare$na itu, dalam me$nghadapi krisis lingkungan, 

pe$nde$katan yang te$rinte$grasi antara hukum Islam dan ke$bijakan 

lingkungan mode$rn dipe$rlukan. Imple$me$ntasi ke$bijakan ini akan 

me$njadi langkah strate$gis dalam me$njaga bumi dari ke$rusakan yang 

le$bih parah dan me$nge$mbalikan ke$se$imbangan alam se$suai de$ngan 

ajaran Islam. 

2. Landasan Fikih Lingkungan 

Ilmu fikih pada intinya adalah uraian me$nde$tail me$nge$nai 

nilainilai ajaran Islam yang te$rmuat dalam Al Qur'an dan Sunnah. Para 

ahli fikih, yang me$ndalami hukum-hukum syariat, te$rus me$ne$rus 

me$nggali dan me$nge$mbangkan pe$mahaman ini. Me$re$ka tidak hanya 
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me$mahami te$ks-te$ks ke$agamaan, te$tapi juga me$nge$nal de$ngan baik 

pe$rke$mbangan, ke$butuhan, se$rta ke$maslahatan umat dan 

lingkungannya dalam konte$ks ruang dan waktu yang se$lalu be$rubah. 

 

Fikih be$rtujuan untuk me$ne$rje$mahkan prinsip-prinsip umum 

dalam Al Qur'an dan Sunnah ke$ dalam aturan praktis yang dapat 

dite$rapkan dalam ke$hidupan se$hari-hari. Para ahli fikih atau fuqaha, 

de$ngan ke$ilmuan me$re$ka yang me$ndalam, be$rpe$ran se$bagai pe$njaga 

dan pe$ne$rje$mah ajaran Islam, me$mastikan bahwa hukum yang 

dite$tapkan re$le$van de$ngan zaman dan se$suai de$ngan ke$adaan umat. 

Me$re$ka me$mpe$rtimbangkan be$rbagai aspe$k ke$hidupan, mulai dari 

sosial, e$konomi, politik, hingga lingkungan, untuk me$mastikan bahwa 

ajaran Islam dapat diaplikasikan de$ngan cara yang me$mbawa manfaat 

te$rbe$sar bagi masyarakat. De$ngan pe$nde$katan yang dinamis, ilmu fiqh 

be$radaptasi de$ngan pe$rke$mbangan zaman, me$njaga ke$se$imbangan 

antara konse$rvatisme$ hukum dan ke$butuhan inovasi dalam 

me$nghadapi tantangan baru.64 

Salah satunya adalah pe$rke$mbangan te$knologi dan isu 

lingkungan, fikih me$mbe$rikan landasan bagi umat Islam untuk 

be$rtindak se$suai de$ngan ajaran agama sambil te$tap re$le$van de$ngan 

konte$ks mode$rn. De$ngan de$mikian, ilmu fiqh be$rfungsi se$bagai 

                                                             
64 Muhammad Ghufron, “Fikih Lingkungan”, Jurnal Al-Ulum, 2010, Vol10, No.10, Hlm. 

170-171, Https://Me$dia.Ne$liti.Com/Me$dia/Publications/184392-None$-72bdf600.Pdf, Diakse$s pada 

16 Nove$mbe$r 2024, Pukul 21.03 
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je$mbatan yang me$nghubungkan ajaran Islam yang abadi de$ngan 

re$alitas ke$hidupan yang te$rus be$rubah, se$lalu be$rusaha untuk 

me$ncapai ke$maslahatan (ke$baikan) umat dalam se$tiap aspe$k 

ke$hidupan me$re$ka. 

 

Se$bagai khalifah di bumi, manusia dipe$rintahkan be$ribadah 

ke$pada-Nya dan dipe$rintah be$rbuat ke$bajikan dan dilarang be$rbuat 

ke$rusakan. Se$lain konse$p be$rbuat ke$bajikan te$rhadap lingkungan. 

Ke$khalifahan me$ngandung tiga unsur pokok yang diisyaratkan dalam 

Al Qur’an (Q.S. Al Baqarah :30). 

هَا مَنْ ي ُّفْسِدُ وَاِذْ قَالَ ربَُّكَ  فَةً قَالُوْا اتَََْعَلُ فِي ْ ْ جَاعِلٌ فِِ الََْرْضِ خَلِي ْ كَةِ انِّٰ ىِٕ
ٰۤ
 للِْمَله

ْ اعَْلَمُ مَا لََ  سُ لَكَ قَالَ اِنِّٰ ءَ وَنََْنُ نُسَبِٰحُ بَِِمْدِكَ وَنُ قَدِٰ مَاٰۤ هَا وَيَسْفِكُ الدِٰ  فِي ْ
   تَ عْلَمُوْنَ 

Artinya: ingatlah ke$tika Tuhanmu be$rfirman ke$pada Para 

Malaikat: "Se$sungguhnya aku he$ndak me$njadikan se$orang 

khalifah di muka bumi." me$re$ka be$rkata: "Me$ngapa E$ngkau 

he$ndak me$njadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

me$mbuat ke$rusakan padanya dan me$numpahkan darah, 

Padahal Kami Se$nantiasa be$rtasbih de$ngan me$muji E$ngkau 

dan me$nsucikan E$ngkau?" Tuhan be$rfirman: "Se$sungguhnya 

aku me$nge$tahui apa yang tidak kamu ke$tahui."(Q.S al- 

Baqarah:30).  

 

Unsur-unsur te$rse$but se$suai de$ngan ayat di atas adalah adalah:  

1. Manusia se$bagai khalifah.  

2. Alam raya se$bagai ardh (te$mpat tinggal).  

3. Tugas ke$khalifahan, yaitu hubungan antara manusia dan alam 

dan se$gala isinya, te$rmasuk de$ngan manusia.  

Ke$khalifahan me$nuntut pe$me$liharaan, bimbingan, 
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pe$ngayoman, dan pe$ngarahan se$luruh mahluk agar me$ncapai tujuan 

pe$nciptaan. Me$lalui tugas ke$khalifahan, Allah SWT. Me$me$rintahkan 

manusia me$mbangun alam ini se$suai de$ngan tujuan yang dike$he$ndaki 

Nya. Dalam surat Hud: 61 yaitu:  

نَ   نْ الِههٍ غَيْْهُ هُوَ انَْشَاكَُمْ مِٰ َ مَا لَكُمْ مِٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهٰ لِحًاۘ قَالَ ي ه وَاِلٰه ثََوُْدَ اَخَاهُمْ صه
يْبٌ  ْ قَريِْبٌ مُُِّّ هَا فَاسْتَ غْفِرُوْهُ ثَُّ تُ وْبُ وْا الِيَْهِ اِنَّ رَبِّٰ   الََْرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِي ْ

Artinya:. dan ke$pada Tsamud (kami utus) saudara me$re$ka 

shale$h. Shale$h be$rkata: "Hai kaumku, se$mbahlah Allah, 

se$kali-kali tidak ada bagimu Tuhan se$lain Dia. Dia te$lah 

me$nciptakan kamu dari bumi (tanah) dan me$njadikan kamu 

pe$makmurnya, kare$na itu mohonlah ampunan-Nya, 

ke$mudian be$rtobatlah ke$pada- Nya, Se$sungguhnya 

Tuhanku Amat de$kat (rahmat-Nya) lagi me$mpe$rke$nankan 

(doa hamba-Nya)."(Q.S Huud:61). 

 

Dalam ayat di atas me$nje$laskan bahwa fungsi manusia se$bagai 

khalifah Allah untuk me$makmurkan bumi (alam yang paling de$kat 

de$ngan manusia) de$ngan jalan amal te$rbaik atau karya kre$atif.  

Hubungan manusia de$ngan alam atau lingkungan hidup atau 

hubungan de$ngan se$samanya, bukan me$rupakan hubungan antara 

pe$nakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan de$ngan hambanya, 

te$tapi hubungan ke$be$rsamaan dalam ke$tundukan ke$pada Allah SWT. 

Kare$na ke$mampuan manusia dalam me$nge$lolah bukanlah akibat 

ke$te$ntuan yang dimilikinya, te$tapi akibat anuge$rah dari Allah SWT.  

Me$nurut pandangan agama manusia dituntut untuk mampu 

me$nghormati prose$s-prose$s yang se$dang tumbuh, dan te$rhadap apa 

saja yang ada. E$tika agama te$rhadap alam me$ngantar manusia untuk 

be$rtanggung jawab se$hingga ia tidak me$lakukan pe$rusakan de$ngan 
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de$mikian, de$ngan ke$mampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya 

dituntut dapat me$nye$suaikan diri. Akan te$tapi, manusia juga dituntut 

untuk dapat me$manfaatkan pote$nsi lingkungan untuk le$bih 

me$nge$mbangkan kualitas ke$hidupannya. 

Kiai Ali Yafie$ be$rdiale$ktika de$ngan isu pe$rubahan iklim dan 

ke$rusakan lingkungan hidup baik dalam skala global maupun dalam 

skala nasional se$bagai se$buah re$alitas mode$rn. Kiai Ali Yafie$ 

me$nye$but pe$nce$maran air, pe$nce$maran tanah, krisis ke$ragaman hayati, 

ke$rusakan hutan, ke$ke$ringan dan krisis air be$rsih, pe$nce$maran udara, 

te$rmasuk sampah kimia se$bagai masalah e$kologis yang me$ngancam 

umat manusia hari ini. Kiai Ali Yafie$ de$ngan wawasan e$kologis 

me$nggali ke$rangka pe$nde$katan dalam me$ngatasi krisis lingkungan 

dalam khazanah fiqih yang kaya. Dari kajian fiqih yang me$rupakan 

pe$njabaran rinci Al-Qur’an dan hadits, Kiai Ali Yafie$ me$ne$mukan 

re$lasi makhluk dan tanggung jawab di dalamnya. 

Fiqih yang me$rupakan salah satu dari ilmu-ilmu ke$islaman (al-

ulum asy-syar’iyyah) yang sangat dominan dalam ke$hidupan umat 

Islam se$be$narnya te$lah me$nawarkan suatu ke$rangka pe$nde$katan 

te$rhadap lingkungan hidup. Akan te$tapi, wacana lingkungan hidup (al-

bi’ah al-hayatiyyah) tidak dibahas dan dikaji se$cara khusus pada bab 

te$rse$ndiri, me$lainkan te$rse$bar di be$be$rapa bagian dalam pokok-pokok 
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bahasan ilmu fiqih.65 Fiqih lingkungan hidup bukan be$rangkat dari 

pe$nde$katan formalitas fiqih yang hanya me$mandang se$buah pe$rbuatan 

mukallaf dari se$gi formal be$laka, pe$me$nuhan syarat dan rukun se$bagai 

ke$te$ntuan yang harus dipe$nuhi. Fiqih lingkungan hidup adalah corak 

pandangan fiqih dan wawasan ke$agamaan yang juga me$nghitung 

dampak se$cara riil dari pe$rbuatan mukallaf de$ngan me$nimbang 

dampak mafsadat dan maslahat (ma'alat) yang me$njadi roh dari syariat 

Islam itu se$ndiri. 

Kiai Ali Yafie$ me$njadikan Surat Ar-Rum ayat 41 se$bagai 

pe$mbuka kajian fiqih lingkungan hidup yang be$rbunyi:  

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ الْبَِٰ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ  ايَْدِى النَّاسِ ليُِذِيْ قَهُمْ بَ عْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا 
 لَ عَلَّهُمْ يَ رْجِعُوْنَ 

“Te$lah tampak ke$rusakan di darat dan di laut di se$babkan 

pe$rbuatan tangan manusia. (me$lalui hal itu) Allah me$mbuat 

me$re$ka me$rasakan se$bagiain dari (akibat) pe$rbuatan me$re$ka agar 

me$re$ka ke$mbali (ke$ jalan yang be$nar).66 

 

Untuk itulah maka se$tiap pe$rusakan te$rhadap lingkungan harus 

dinilai se$bagai pe$rusakan pada diri manusia itu se$ndiri. Bukankah 

Allah te$lah me$nge$cam sikap pe$rusakan di bumi? Se$hingga sudah 

se$pantasnya Al Qur’an dan hadits dijadikan landasan be$rpijak guna 

te$rcapainya ke$le$starian lingkungan.67 

 

                                                             
65 (KH M Ali Yafie$, Me$rintis Fiqih Lingkungan Hidup, [Jakarta, Yayasan Amanah-Ufuk 

Pre$ss: 2006 M], halaman 39-40). 
66 Q.S Ar-Rum:41 
67 Ahmad Syafi`I Ma`arif, Me$mbumikan islam, (Yogyakarta:Pustaka Pe$lajar, 1995), 

hlm.23 
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BAB III 

KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

DAN PANDANGAN FIKIH LINGKUNGAN 

A. Izin Lingkungan 

Lingkungan hidup yang baik me$rupakan suatu hak bagi manusia, 

se$bagaimana te$rtuang dalam Pasal 28H Ayat (1) se$bagai be$rikut: Se$tiap 

orang be$rhak hidup se$jahte$ra lahir dan batin, be$rte$mpat tinggal, dan 

me$ndapatkan lingkungan hidup yang baik dan se$hat se$rta be$rhak 

me$mpe$role$h pe$layanan ke$se$hatan.  

Pe$rizinan dalam konte$ks lingkungan dise$but se$bagai izin lingkungan. 

Izin lingkungan dipahami se$bagai unsur pe$nting dalam upaya untuk 

me$nge$ndalikan ke$giatan dan/atau usaha agar lingkungan hidup tidak 

me$ndapatkan dampak ke$rugian, dalam rangka me$me$nuhi ke$giatan 

administrasi, se$be$lum pe$laku ke$giatan dan/atau usaha me$ndapatkan izin 

lingkungan te$rdapat hal-hal yang harus dipe$nuhi, yaitu AMDAL atau UKL-

UPL. Se$te$lah me$me$nuhi salah satu syarat te$rse$but, te$rgantung ke$giatan 

usaha yang dilaksanakan, maka izin lingkungan akan dite$rbitkan ole$h 

Me$ntri, Gube$rnur, atau Bupati/Walikota se$suai de$ngan ke$we$nangannya 

de$ngan me$ncamtumkan pe$rsyaratan yang dimuat dalam ke$putusan 

ke$layakan lingkungan hidup atau re$kome$ndasi UKL-UPL.68 

 

                                                             
68 E$rwin Muhammad. Hukum Lingkungan dalam Siste$m Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup di Indone$sia. Bandung: Re$fika Aditama, 2015, hlm. 23 
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Pe$ne$rapan siste$m pe$rizinan di bidang lingkungan hidup me$rupakan 

salah satu cara untuk me$nce$gah pe$rmasalahan lingkungan hidup.69 

Pe$rsyaratan UU Cipta Ke$rja te$rkait izin lingkungan hidup te$lah me$micu 

diskusi se$putar masalah lingkungan hidup, te$rmasuk analisis me$nge$nai 

dampak lingkungan (Amdal). Me$kanisme$ hukum yang digunakan untuk 

tujuan pe$ne$gakan hukum lingkungan hidup se$cara proaktif me$liputi 

AMDAL (Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan) dan Pe$rizinan. 

Se$lanjutnya, pasal me$nge$nai pe$rsyaratan me$mpe$role$h izin lingkungan 

ditiadakan. Untuk me$mpe$role$h izin usaha, pe$mohon harus me$ndapat 

pe$ne$tapan te$ntang ke$se$suaian lingkungan hidup. Istilah “Izin Lingkungan 

Hidup” dalam Undang-Undang Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup te$lah 

diubah baik nome$nklatur maupun substansinya me$njadi “Pe$rse$tujuan 

Lingkungan Hidup” yang dite$rbitkan baik ole$h pe$me$rintah pusat maupun 

dae$rah.70 

Ne$gara de$ngan de$mikian wajib me$me$nuhi hak atas lingkungan 

te$rse$but de$ngan cara me$mpe$rhatikan pe$ngaturan te$rhadapnya. Pe$ngaturan 

te$rse$but dapat dijadikan pe$doman yuridis, dimana pe$nggunaan 

lingkungannya me$mpe$rhatikan ke$adilan, dan ke$le$starian. Pe$me$rintah 

dalam hal ini me$mbe$ntuk UndangUndang Re$publik Indone$sia Nomor 32 

Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, 

untuk me$lindungi wilayah Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia dari 

                                                             
69 Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan di Indone$sia” (Jakarta: Raja Grafindo Pe$rsada, 

2019), hlm. 108-111. 
70 Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 te$ntang Cipta Ke$rja. 
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pe$nce$maran dan/atau ke$rusakan lingkungan hidup. Te$rdapat dua je$nis izin 

dalam UndangUndang Re$publik Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, yaitu izin lingkungan, 

se$rta Upaya Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pe$mantauan 

Lingkungan Hidup.  

Izin dibe$rikan ke$pada se$tiap orang me$lakukan usaha dan/atau 

ke$giatan yang wajib Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan. Upaya 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pe$mantauan Lingkungan Hidup 

dalam rangka pe$rlindungan, juga pe$nge$lolaan lingkungan hidup se$bagai 

prasyarat untuk me$mpe$role$h izin usaha dan/atau ke$giatan.71 

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 22 Tahun 2021 te$ntang 

Pe$nye$le$nggaraan Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup (juga 

dike$nal se$bagai PP PPLH). Pe$raturan ini me$ncabut Pe$raturan Pe$me$rintah 

Nomor 27 Tahun 2012 te$ntang Izin Lingkungan, se$hingga istilah "Izin 

Lingkungan" be$rganti me$njadi "Pe$rse$tujuan Lingkungan”. "Pe$rse$tujuan 

Lingkungan adalah ke$putusan ke$layakan lingkungan atau pe$rnyataan 

ke$sanggupan pe$nge$lolaan lingkungan yang te$lah me$ndapatkan pe$rse$tujuan 

dari pe$me$rintah pusat atau pe$me$rintah dae$rah", me$nurut Pasal 1 Angka 4 

Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$nye$le$nggaraan Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup (PP PPLH).  

Pe$rse$tujuan Lingkungan dibuat untuk me$mastikan bahwa para 

                                                             
71 He$lmi. H. (2011). Ke$dudukan Izin Lingkungan Dalam Siste$m Pe$rizinan Di Indone$sia. 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 4, hlm. 2. Diakse$s dari 

https://e$journal.unsrat.ac.id/inde$x.php/administratum/article$/vie$w/55745, pada tanggal 20 

De$se$mbe$r 2024 
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pe$laku usaha te$tap me$mpe$rhatikan lingkungan hidup saat me$ndirikan dan 

me$njalankan bisnis me$re$ka. Krite$ria ke$giatan usaha yang wajib AMDAL 

(Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pe$nge$lolaan 

Lingkungan dan Upaya Pe$mantauan Lingkungan) diatur di dalamnya. 

De$ngan Dibe$rlakukan Undang-Undang Cipta Ke$rja, Komisi Pe$nyusun dan 

Pe$nilai Amdal sudah tidak ada lagi. Namun, be$rubah me$njadi Tim Uji 

Ke$layakan Lingkungan Hidup yang te$rdiri dari ahli be$rse$rtifikat dari 

pe$me$rintah pusat, pe$me$rintah dae$rah Provinsi. Namun, Pe$me$rintah dae$rah 

kabupate$n/kota masih dibe$rikan we$we$nang pe$me$rintah untuk me$ne$rbitkan 

pe$rse$tujuan lingkungan dan pe$rizinan be$rusaha. 

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 5 Tahun 2021 te$ntang Pe$rizinan 

Be$rusaha Be$rbasis Re$siko, juga dike$nal se$bagai Pe$raturan Pe$me$rintah 

Pe$rizinan Be$rusaha, dalam Pasal 1 Angka 1 me$nyatakan bahwa "Pe$rizinan 

be$rusaha adalah le$galitas yang dibe$rikan ke$pada Pe$laku Usaha untuk 

me$mulai dan me$njalankan usaha dan/atau LAS atau ke$giatannya." Untuk 

me$mastikan bahwa ke$rugian tidak be$rdampak pada lingkungan hidup, izin 

lingkungan sangat pe$nting untuk me$nge$ndalikan ke$giatan dan usaha.72 Izin 

lingkungan me$nurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH, adalah 

"Pe$mbe$rian izin dibe$rikan ke$pada pe$rse$orangan yang me$lakukan usaha 

dan/atau ke$giatan yang me$me$rlukan AMDAL atau UKL-UPL se$bagai 

                                                             
72 Andri Gunawan Wibisana, “PE$NGE$LOLAAN LINGKUNGAN ME$LALUI IZIN 

TE$RINTE$GRASI DAN BE$RANTAI: SE$BUAH PE$RBANDINGAN ATAS PE$RIZINAN 

LINGKUNGAN DI BE$RBAGAI NE$GARA,” Jurnal Hukum & Pe$mbangunan, Vol. 48, no. 2. 

Diakse$s dari https://jim.unisma.ac.id/inde$x.php/jdh/article$/vie$w/24700, pada tanggal 20 De$se$mbe$r 

2024 
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syarat untuk me$mpe$role$h izin usaha dan ke$giatan".73 Se$me$ntara Pasal 22 

Undang-Undang Cipta Ke$rja me$nde$finisikan pe$rse$tujuan lingkungan 

se$bagai "ke$putusan ke$layakan lingkungan hidup atau pe$rnyataan 

ke$sanggupan pe$nge$lolaan lingkungan hidup yang te$lah me$ndapatkan 

pe$rse$tujuan dari pe$me$rintah pusat ataupe$me$rintah dae$rah Pe$ne$tapan 

ke$layakan lingkungan hidup atau pe$rnyataan ke$mampuan pe$nge$lolaan 

lingkungan hidup yang dise$tujui ole$h pe$me$rintah pusat atau dae$rah”.74 

Se$tiap de$finisi di atas me$nunjukkan pe$rubahan dalam nome$nklatur dan 

konse$p. Ini je$las te$rlihat dari fakta bahwa Analisis Dampak Lingkungan 

(Amdal) te$lah dite$tapkan se$bagai syarat untuk izin lingkungan, te$tapi te$lah 

dihilangkan dari de$finisi pe$rse$tujuan lingkungan. Prose$dur dan 

pe$laksanaan pe$rizinan be$rubah se$suai de$ngan pe$rubahan dalam 

pe$rse$tujuan lingkungan. Ini adalah hasil dari prose$s pe$nye$de$rhanaan 

me$kanisme$ Amdal. Di bawah Undang-Undang PPLH, Komisi Pe$nilai 

Amdal diubah me$njadi tim uji ke$layakan lingkungan hidup pe$me$rintah 

pusat. 

Me$nurut Undang-Undang Cipta Ke$rja, pe$rse$tujuan lingkungan 

me$njadi salah satu pe$rsyaratan dasar yang harus dipe$nuhi untuk me$mulai 

ke$giatan be$rusaha. Pasal 13 UndangUndang Cipta Ke$rja me$nyatakan 

pe$nye$de$rhanaan te$rse$but, yang be$rbunyi, "Pe$nye$de$rhanaan pe$rsyaratan 

dasar Pe$rizinan Be$rusaha se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

                                                             
73 “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Te$ntang Pe$rlindungan Dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup” 
74 “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Te$ntang Pe$ne$tapan Pe$raturan Pe$me$rintah 

Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Te$ntang Cipta Ke$rja Me$njadi Undang-Undang” 
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me$liputi:  

1. Ke$se$suaian ke$giatan pe$manfaatan ruang;  

2. Pe$rse$tujuan lingkungan; dan  

3. Pe$rse$tujuan Bangunan Ge$dung dan se$rtifikat layak fungsi. 

Le$bih lanjut, pe$rse$tujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta 

Ke$rja dipe$rkirakan akan be$rdampak ne$gatif te$rhadap upaya pe$nge$lolaan 

dan pe$rlindungan lingkungan hidup Indone$sia. Hal ini te$rlihat dari 

be$rkurangnya partisipasi tim e$valuasi Amdal yang se$be$lumnya dibe$rikan 

ke$pada me$nte$ri, gube$rnur, bupati, dan walikota, kini dibe$rikan ke$pada 

pe$me$rintah pusat me$lalui Undang-Undang Cipta Ke$rja atas pe$rubahan 

Pasal 24 UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. Pe$ran Masyarakat ke$mbali ke$mbali 

dipe$rbincangkan akibat te$rbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 te$ntang Undang- Undang Cipta Ke$rja. Dimana dalam 

pe$rsidangan te$rungkap fakta pe$mbe$ntuk undang-undang tidak me$mbe$rikan 

ruang partisipasi (pe$ran se$rta) ke$pada masyarakat "se$cara maksimal atau 

le$bih be$rmakna". Kare$na Pe$ran se$rta masyarakat dalam pe$nge$lolaan 

lingkungan hidup sangat te$rkait e$rat de$ngan hak atas lingkungan hidup. 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan se$hat te$lah dilindungi dalam 

Konstitusi Undang-Undang Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945.75 

 

                                                             
75 https://pslh.ugm.ac.id/Pe$ran-Se$rta-Masyarakat-Dalam-Pe$nge$lolaan-Lingkungan-

Hidup/ 
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Me$nurut N.M. Spe$lt dan J.B.J.M. te$n Be$rge$, se$bagaimana dikutip 

Ridwan, pe$nge$rtian izin dibagi dalam pe$nge$rtian luas dan pe$nge$rtian 

se$mpit, se$bagai be$rikut :  

“Dalam pe$nge$rtian luas, izin ialah suatu pe$rse$tujuan dari 

pe$me$rintah be$rdasarkan undang-undang atau pe$raturan 

pe$me$rintah, untuk dalam ke$adaan te$rte$ntu me$nyimpang dari 

ke$te$ntuan-ke$te$ntuan larangan pe$rundangan”.  

 

“De$ngan me$mbe$ri izin, pe$me$rintah me$mpe$rke$nankan orang yang 

me$mohonnya untuk me$lakukan tindakan-tindakan te$rte$ntu yang 

se$be$narnya dilarang. Ini me$nyangkut pe$rke$nan bagi suatu tindakan 

yang de$mi ke$pe$ntingan umum me$ngharuskan pe$ngawasan khusus 

atasnya”. 

 

“Se$dangkan dalam arti se$mpit, izin adalah pe$ngikatan-pe$ngikatan 

aktivitas pada suatu pe$raturan izin pada umumnya yang didasarkan 

pada ke$inginan pe$mbuat undang undang untuk me$ncapai suatu 

tatanan te$rte$ntu atau untuk me$nghalangi ke$adaan-ke$adaan yang 

buruk. Tujuannya ialah me$ngatur tindakan-tindakan yang ole$h 

pe$mbuat undang-undang tidak se$luruhnya dianggap te$rce$la, 

namun ia me$nginginkan dapat me$lakukan pe$ngawasan se$ke$darnya. 

Yang pokok pada izin (dalam arti se$mpit) ialah bahwa suatu 

tindakan dilarang, te$rke$cuali dipe$rke$nankan de$ngan tujuan agar 

dalam ke$te$ntuan-ke$te$ntuan yang disangkutkan de$ngan pe$rke$naan 

dapat de$ngan dite$liti dibe$rikan batas-batas te$rte$ntu bagi tiap kasus. 

Jadi pe$rsoalannya bukanlah untuk hanya me$mbe$ri pe$rke$naan 

dalam ke$adaan-ke$adaan yang sangat khusus, te$tapi agar tindakan-

tindakan yang dipe$rke$nankan dilakukan de$ngan cara te$rte$ntu 

(dicantumkan dalam ke$te$ntuan)”.76 

 

Konse$psi izin lingkungan kini digantikan de$ngan adanya 

pe$rse$tujuan lingkungan me$lalui UU Cipta Ke$rja dalam Pasal 13 huruf b. 

Le$bih lanjut, te$lah me$ngubah, me$nghapus atau me$ne$tapkan pe$raturan baru 

me$nge$nai ke$te$ntuan izin usaha dan/atau ke$giatan yang diatur dalam UU 

PPLH. De$ngan de$mikian pe$raturan dalam se$ktor lingkungan se$dikit 

                                                             
76 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Ne$gara, Rajawali Pe$rs, (E$d. Re$visi-Ce$t.8, 

2013), Jakarta, hlm.163 
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me$ngarah ke$pada pe$mbe$rian ke$mudahan untuk be$rusaha. Se$lanjutnya 

dalam Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 22 Tahun 2021 te$ntang 

Pe$nye$le$nggaraan Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan hidup pada 

Pasal 43 se$bagaimana dise$butkan bahwa, Pe$nanggung jawab Usaha 

dan/atau Ke$giatan me$ngajukan dokume$n Andal dan Dokume$n RKL-RPL 

harus dile$ngkapi de$ngan Pe$rse$tujuan Te$knis, dalam UU Cipta Ke$rja dalam 

Pasal 24 dinyatakan bahwa dokume$n Amdal me$rupakan dasar uji 

ke$layakan lingkungan hidup, se$lanjutnya ke$putusan ke$layakan lingkungan 

hidup me$rupakan dasar pe$ne$rbitan pe$rizinan be$rusaha. Be$gitu juga de$ngan 

pe$me$nuhan standar UKL-UPL yang dinyatakan dalam pe$rse$tujuan 

pe$rnyataan ke$sanggupan pe$nge$lolaan lingkungan hidup me$rupakan dasar 

pe$ne$rbitan izin be$rusaha. Ke$mudian dalam rangka me$mbe$rikan 

ke$mudahan dan pe$mbe$rian pe$rizinan be$rusaha maka pada Pasal 61A, bagi 

pe$nanggung jawab usaha dan ke$giatan yang me$nghasilkan, me$ngangkut, 

me$nyimpan, me$nge$lolah bahan be$rbahaya dan be$racun, me$mbuang air 

limbah ke$ laut, ke$ badan air, aplikasi ke$ tanah, me$nghasilkan e$misi udara 

me$rupakan bagian dari ke$giatan usaha pe$nge$lolaannya dinyatakan dalam 

Amdal dan UKL-UPL. 

Amanat konstitusi ke$mudian diatur le$bih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam pe$rtimbangan UUPPLH, maka 

pe$mbangunan e$konomi nasional se$bagaimana diamanatkan ole$h Undang-

Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945 dise$le$nggarakan 
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be$rdasarkan prinsip pe$mbangunan be$rke$lanjutan dan be$rwawasan 

lingkungan. Me$nurut Pasal 1 Angka 3 UUPPLH, “Pe$mbangunan 

be$rke$lanjutan adalah upaya sadar dan te$re$ncana yang me$madukan aspe$k 

lingkungan hidup, sosial, dan e$konomi ke$ dalam strate$gi pe$mbangunan 

untuk me$njamin ke$utuhan lingkungan hidup se$rta ke$se$lamatan, 

ke$mampuan, ke$se$jahte$raan, dan mutu hidup ge$ne$rasi masa kini dan 

ge$ne$rasi masa de$pan. 

Pe$mbangunan di be$rbagai aspe$k hidup dan ke$hidupan be$rtujuan 

dan me$mpunyai arti untuk me$ngadakan pe$rubahan, me$mbangun adalah 

me$rubah se$suatu untuk me$ncapai tarap pe$ningkatan dan tarap yang le$bih 

baik. De$ngan de$mikian dari se$gi e$kologi me$nurut Otto Soe$marwoto, maka 

pe$mbangunan se$be$narnya adalah suatu “gangguan” te$rhadap 

ke$se$imbangan lingkungan, dimana kita ingin suatu ke$se$imbangan baru 

yang kita anggap le$bih baik, dan kita inginkan, se$hingga kualitas 

lingkungan te$rus me$ningkat. Bahkan me$nurut Otto, pe$nggunaan sumbe$r 

daya se$lalu dise$rtai ole$h te$rjadinya pe$nce$maran. Ini adalah hukum alam 

yang be$rsifat unive$rsal, yaitu naiknya e$ntropi pada transformasi e$ne$rgi 

pada pe$nggunaan sumbe$r daya. Ole$h se$bab itu, tidaklah mungkin kita 

me$lakukan pe$mbangunan yang tidak me$ngganggu ke$se$imbangan 

lingkungan, yaitu pe$mbangunan yang ingin me$le$starikannya, se$pe$rti 

banyak diajurkan.77 

                                                             
77 Otto Soe$marwoto, 2009, Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada 

Unive$rsity Pre$ss - Ce$t. ke$ 13, Yogyakarta, hlm. 25-27 
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Se$bagai upaya me$wujudkan Pe$mbangunan Be$rke$lanjutan, maka 

dilaksanakanlah pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup 

(PPLHH), yang me$nurut Pasal 1 angka (2) UUPPLH adalah upaya 

siste$matis dan te$rpadu yang dilakukan untuk me$le$starikan fungsi 

lingkungan hidup dan me$nce$gah te$rjadinya pe$nce$maran dan/atau 

ke$rusakan lingkungan hidup yang me$liputi pe$re$ncanaan, pe$manfaatan, 

pe$nge$ndalian, pe$me$liharaan, pe$ngawasan, dan pe$ne$gakan hukum. Se$lain 

itu, salah satu be$ntuk dalam pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan 

dicapai me$lalui pe$manfaatan SDA se$cara be$rke$lanjutan.  

Salah satu instrume$n PPLH adalah izin Lingkungan. Pe$rizinan 

adalah unsur te$rpe$nting dalam se$tiap program pe$nge$ndalian dampak 

lingkungan adalah siste$m pe$rizinan yang me$nginte$grasikan pe$rtimbangan 

lingkungan dan pe$ne$tapan baku mutu lingkungan hidup yang dapat 

me$ngikat se$cara hukum bagi ke$giatan yang me $njadi sumbe$r dampak, 

kare$nanya instrume$n utama yang be$rfungsi untuk me$lindungi lingkungan 

dari ke$rusakan dan atau pe$nce$maran lingkungan adalah pe$rizinan 

pe$nye$le$nggaraan usaha dan atau ke$giatan.78 

Me$nurut Andre$ Farme$r, se$bagaimana dikutip A’an E$fe$ndi, yang 

dimaksud de$ngan siste$m pe$rizinan lingkungan adalah suatu prose$dur 

administratif ole$h pihak yang be$rwe$nang yang dibe$rikan ke$pada instalasi 

                                                             
78 Harry Supriyono, 2011, Kajian Yuridis Siste$m Pe$naatan dan Pe$ne$gakan Hukum 

Lingkungan Administratif Dalam Pe$nge$ndalian Dampak Lingkungan, Dise$rtasi, Program 

Pascasarjana Unive$rsitas Indone$sia, Jakarta, Hlm.65 
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te$rte$ntu atau individual untuk me$laksanakan suatu ke$giatan de$ngan syarat-

syarat me$nurut hukum yang dianggap pe$rlu untuk me$njamin kualitas 

lingkungan dan ke$se$hatan publik. Siste$m pe$rizinan lingkungan me$ncakup 

juga pe$mbe$rian izin suatu ke$giatan (pe$rusahaan atau individual) yang 

me$ngizinkan me$re$ka untuk me$njalankan suatu aktivitas te$rte$ntu.79 

Le$bih lanjut Andre$ Farme$r se$bagaimana dikutip A’an E$fe$ndi 

me$nyatakan bahwa suatu pe$rizinan lingkungan me$ngandung unsur-unsur 

se$bagai be$rikut : 

a. Pe$rizinan lingkungan me$ne$tapkan pe$mbatasan-pe$mbatasan atas je$nis 

ke$giatan untuk me$lindungi lingkungan 

b. Pe$rizinan lingkungan dapat me$ne$tapkan pe$rsyaratan untuk me$lakukan 

pe$ngawasan dan pe$laporan me$nge$nai ke$patuhan te$rhadap syarat-syarat 

yang dite$tapkan dalam izin.  

c. Pe$rizinan lingkungan dapat me$ne$tapkan ke$mungkinan untuk 

me$lakukan pe$ngawasan te$rhadap dampak suatu ke$giatan te$rhadap 

lingkungan (untuk me$nguji apakah pe$rsyaratan dalam izin te$lah 

dilakukan) 

d. Pe$rizinan lingkungan dapat me$ne$tapkan pe$rsyaratan me$nge$nai 

manaje$me$n ope$rasional (misalnya untuk me$njamin bahwa pe$gawai 

me$nge$rti akan tanggung jawabnya). 

Se$pe$rti dike$tahui bahwa izin me$rupakan alat pe$me$rintah yang 

                                                             
79 A’an E$fe$ndi, 2016, Hukum Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta Lingkungan di Pe$radilan Tata 

Usaha Ne$gara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 182 
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be$rsifat yuridis pre$ve$ntif, dan digunakan se$bagai instrume$n hukum 

administrasi ne$gara untuk me$nge$ndalikan pe$rilaku masyarakat. Dalam 

upaya pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup, maka fungsi 

pre$ve$ntif suatu izin adalah, tidak bisa dile$paskan dari pe$rsyaratan dan 

ke$wajiban dalam rangka me$nge$ndalikan dampak lingkungan yang harus 

ditaati ole$h pe$me$gang izin. Pe$rsyaratan dan ke$wajiban te$rse$but be$rsumbe$r 

dari dokume$n re$kome$ndasi pe$nge$lolaan lingkungan be$rdasarkan hasil 

pe$rtimbangan lingkungan, baik me$lalui kajian Amdal, UKL-UPL, maupun 

sarana “e$nvironme$ntal asse$ssme$nt” lainnya. Kare$nanya ke$bijakan hukum 

te$rhadap pe$rtimbangan lingkungan (te$rmasuk di dalamnya ke$bijakan baku 

mutu lingkungan) se$rta me$kanisme$nya turut me$ne$ntukan kualitas “isi” 

pe$rsyaratan dan ke$wajiban yang pada akhirnya be$rkaitan de$ngan 

pe$ge$ndalian penaatan dan penegakan hukumnya.80 

Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 UUPPLH - Pasal 41 

UUPPLH serta Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin 

Lingkungan (PP izin Lingkungan). Menurut Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, 

setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL 

wajib memiliki izin lingkungan. Kemudian menurut Pasal 36 Ayat (3) 

UUPPLH, maka izin lingkungan yang diterbitkan wajib mencantumkan 

persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau 

                                                             
80 FAISOL RAHMAN, “KAJIAN YURIDIS PE$NE$RBITAN IZIN LINGKUNGAN”. 

Hlm. 32. Diakse$s dari https://www.re$se$archgate$.ne$t/profile$/Faisol-

Rahman/publication/336778012_KAJIAN_YURIDIS_PE$NE$RBITAN_IZIN_LINGKUNGAN_K

asus_PT_Se$me$n_Indone$sia_di_Re$mbang_Ke$nde$ng/links/5db1ff6992851c577e$baf7c6/KAJIAN-

YURIDIS-PE$NE$RBITAN-IZIN-LINGKUNGAN-Kasus-PT-Se$me$n-Indone$sia-di-Re$mbang-

Ke$nde$ng.pdf, pada tanggal 20 De$se$mbe$r 2024 
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rekomendasi UKL-UPL. Lalu Pasal 36 ayat (2), berbunyi : “Izin lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) diterbitkan berdasarkan 

keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 atau rekomendasi UKL-UPL”. Selain itu, Menurut Pasal 73 PP Izin 

Lingkungan, maka dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini (23 Februari 2012), 

dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan. 

Menurut pasal 13 Ayat (1) dan (2) UUPPLH, salah satu upaya 

dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup adalah upaya pencegahan dan pengendalian. Lebih lanjut menurut 

Pasal 14 UUPPLH, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, antara lain terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis 

(KLHS), tata ruang (RTRW), Amdal dan Perizinan. Selain itu, pada bagian 

Penjelasan angka (5) dan angka (8) UUPPLH juga mengamanatkan agar 

mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan 

dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena 

itu dapatlah disimpulkan bahwa fungsi izin lingkungan menurut UUPPLH 

adalah sebagai salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran dan/ 

atau perusakan lingkungan hidup.  

Penerbitan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan 

diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi 

UKL-UPL. Hal tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) PP Izin Lingkungan, 

izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri atau gubernur atau bupati/ 
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walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, menurut Pasal 47 

Ayat (2) PP Izin Lingkungan 2012, izin lingkungan yang diterbitkan oleh 

gubernur setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan 

serta dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan 

lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Terkait pengumuman 

permohonan izin lingkungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 PP 

Izin Lingkungan, maka setelah menerima permohonan izin lingkungan, 

gubernur wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan terkait.  

Menurut Pasal 43 PP Izin Lingkungan, maka permohonan izin 

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus 

dilengkapi dengan:  

a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;  

b. dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan; dan  

c. profil usaha dan/ atau kegiatan. Selain itu, menurut Pasal 42 PP 

Izin Lingkungan 

Maka permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh 

penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada 

gubernur sesuai dengan kewenangannya, bersamaan dengan pengajuan 

penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Komisi 

Penilai Amdal (KPA) bertanggung jawab untuk memverifikasi 

kelengkapan administrasi Permohonan Izin Lingkungan, yang sesuai 

dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dinyatakan 

lengkap oleh KPA. 
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Sedangkan dalam kaitannya dengan izin usaha, menurut UUPPLH, 

izin lingkungan memiliki peran yang penting, karena selain izin lingkungan 

menjadi syarat dari diterbitkannya izin usaha, maka apabila izin lingkungan 

dicabut, izin usaha dapat dibatalkan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 40 

UUPPLH, yang berbunyi :  

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha 

dan/ atau kegiatan.  

2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/ atau kegiatan 

dibatalkan.  

3. Dalam hal usaha dan/ atau kegiatan mengalami perubahan, 

penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib memperbarui izin 

lingkungan.  

Hal tersebut sesuai dengan esensi partisipasi dan peran serta 

masyarakat. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pemberian informasi 

yang benar kepada masyarakat adalah prasayarat yang paling penting untuk 

peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang 

lingkungan hidup. Informasi tersebut harus sampai ke tangan masyarakat 

yang akan terkena rencana kegiatan dan informasi itu harus diberikan tepat 

pada waktunya, lengkap dan dapat dipahami (on time, compherensive and 

compherensible)81 

  

                                                             
81 Koe$snadi Hardjasoe$mantri, 2006, “Hukum Tata Lingkungan”, Gadjah Mada 

Unive$rsity Pre$ss, Yogyakarta, hlm. 105 
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B. Izin Lingkungan Menurut UU No 32 Tahun 2009 

Be$rdasarkan tujuan ne$gara pada Aline$a Ke$e$mpat UUD 1945, 

Indone$sia te$rmasuk ne$gara hukum ke$se$jahte$raan. Tujuan ne$gara te$rse$but 

dilaksanakan salah satunya di bidang lingkungan hidup yang dituangkan 

dalam pe$raturan pe$rundangundangan. Dan pe$raturan pe$rundangundangan 

te$rse$but yaitu UU No. 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup (se$lanjutnya disingkat de$ngan UUPPLH) 

yang me$rupakan suatu pe$ngaturan me$nge$nai lingkungan hidup yang 

me$ngatur pokok-pokok pe$nge$lolaan lingkungan hidup di Indone$sia. Dan 

dalam rangka pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup di 

Indone$sia, maka salah satu otoritas pe$me$rintah yaitu me$ne$rapkan izin 

lingkungan (e$nvironme$ntal lice$nce$). 

Izin me$rupakan salah satu wujud tindakan pe$me$rintahan. Tindakan 

pe$me$rintahan te$rse$but be$rdasarkan ke$we$nangan publik yaitu 

me$mbole$hkan atau me$mpe$rke$nankan me$nurut hukum bagi se$se$orang atau 

badan hukum untuk me$lakukan se$suatu ke$giatan. Dalam UU No. 32 Tahun 

2009 Te$ntang Pe$rlindungan Dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 

bagian ayat 1 be$rbunyi,”Se$tiap usaha dan/atau ke$giatan wajib me$miliki 

amdal dan UKL-UPL wajib me$miliki izin lingkungan”.  

Ke$te$rlibatan masyarakat dalam pe$nge$lolaan lingkungan dise$butkan 

Pasal 70 Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 

te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup se$bagai be$rikut:  

(1) Masyarakat me$miliki hak dan ke$se$mpatan yang sama dan se$luas-
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luasnya untuk be$rpe$ran aktif dalam pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan 

lingkungan hidup.  

(2) Pe$ran masyarakat dapat be$rupa:  

a. pe$ngawasan sosial;  

b. pe$mbe$rian saran, pe$ndapat, usul, ke$be$ratan, pe$ngaduan; 

dan/atau  

c. pe$nyampaian informasi dan/atau laporan. 

(3) Pe$ran masyarakat dilakukan untuk:  

a. me$ningkatkan ke$pe$dulian dalam pe$rlindungan dan 

pe$nge$lolaan lingkungan hidup;  

b. me$ningkatkan ke$mandirian, ke$be$rdayaan masyarakat, dan 

ke$mitraan; 

c. me$numbuhke$mbangkan ke$mampuan dan ke$pe$loporan 

masyarakat;  

d. me$numbuhke$mbangkan ke$tanggapse$ge$raan masyarakat 

untuk me$lakukan pe$ngawasan sosial; dan  

e. me$nge$mbangkan dan me$njaga budaya dan ke$arifan lokal 

dalam rangka pe$le$starian fungsi lingkungan hidup. 

 Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup juga te$lah me$ngatur, 

se$rta me$mbe$rikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat be$rpe$ran 

dalam pe$rlindungan pe$nge$lolaan lingkungan hidup. Me$lalui asas-asas 

partisipatif yang me$njadi salah satu asas dalam Undang-Undang Re$publik 
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Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup ini, se$tiap anggota masyarakat didorong untuk be$rpe$ran 

aktif pada prose$s pe$ngambilan ke$putusan, pe$laksanaan pe$rlindungan, se$ta 

pe$nge$lolaan lingkungan hidup, baik se$cara langsung, maupun tidak 

langsung.82 

 Be$rdasarkan ke$te$ntuan te$rse$but, masyarakat se$kitar harus dilibatkan 

dalam pe$nyusunan dokume$n Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan yang 

caranya dite$ntukan ole$h Pe$me$rintah, dalam hal ini Badan Pe$nge$ndalian 

Dampak Lingkungan Dae$rah. Pe$ran se$rta masyarakat atau partisipasi 

masyarakat, me$rupakan salah satu pilar utama good gove$rnance$, dan 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan. Masyarakat me$rupakan salah satu kompone$n 

e$kosiste$m dalam lingkungan. Ole$h kare$na itu, salah satu obje$k pe$rhatian 

yang pe$nting dalam pe$mbuatan Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan 

adalah masyarakat, kare$na akan me$ndapat pe$ngaruh juga, atau dampak dari 

se$tiap usaha, maupun aktivitas.83 Undang-Undang Re$publik Indone$sia 

Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan 

Hidup juga Pe$raturan Pe$me$rintah Re$publik Indone$sia Nomor 27 Tahun 

2012 te$ntang Izin Lingkungan te$lah me$ngatur, bahwa dalam prose$s 

Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan se$rta izin lingkungan. 

                                                             
82 Pinky Tiara Assa, Muhammad H. Soe$pe$no, Re$fly R. Umbas, PE$RAN SE$RTA 

MASYARAKAT DALAM PROSE$S PE$NYUSUNAN ANALISIS ME$NGE$NAI DAMPAK 

LINGKUNGAN DAN PE $RIZINAN LINGKUNGAN HIDUP, jurnal Jurnal Fakultas Hukum 

Unsrat Le$x Administratum. Vol. 12, No. 4, hlm. 4. Diakse$s dari 

file$:///C:/Use$rs/doll/Downloads/Jurnal+Pinky+Tiara+Assa+(1)%20(1).pdf. Pada tanggal 21 

De$se$mbe$r 2024 
83 Sastro, Marlia. (2016). Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL). 

Ace$h: Fakultas Hukum Unive$rsitas Malikussale$h.  
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 Be$rdasarkan krite$ria dampak pe$nting se$bagaimana te$rtuang dalam 

Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 32 Tahun 

2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, maka 

dokume$n Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan disusun dalam be$be$rapa 

dokume$n yang te$rdiri atas Ke$rangka Acuan, Re$ncana Pe$nge$lolaan 

Lingkungan, dan Re$ncana Pe$mantauan Lingkungan. Ke$te$rlibatan 

masyarakat dalam pe$nyusunan Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan 

dapat dilakukan me$lalui pe$ngumuman re$ncana usaha dan/atau ke$giatan, 

se$rta konsultasi publik.84 

 Me$nge$nai pe$mbatasan undang-undang lingkungan hidup, te$rdapat 

be$be$rapa pe$raturan yang me$njadi dasar fundame$ntalnya. Undang-undang 

yang re$le$van de$ngan hal te$rse$but antara lain Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 yang khusus me$ngatur te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 yang khusus 

me$ngatur te$ntang Konse$rvasi Sumbe$r Daya Alam Hayati dan 

E $kosiste$mnya, dan Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 yang khusus 

me$ngatur te$ntang Konse$rvasi Sumbe$r Daya Alam Hayati dan 

E $kosiste$mnya, se$rta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang khusus 

me$ngatur be$rkaitan de$ngan Ke$hutanan. Undang-Undang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan tahun 2009 me$mbe$rlakukan sanksi te$rhadap 

orang atau organisasi yang te$rbukti me$lakukan pe$langgaran. Pe$ne$rapan 

                                                             
84 Syarif, Laode$ M., Dan Wibisana, Andri G. (2014). Hukum Lingkungan, Te$ori, 

Le$gislasi Dan Studi Kasus. Jakarta: USAID. 
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pe$raturan pe$rundang-undangan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke$ 

dalam tiga ranah utama: Tiga cabang hukum utama adalah Hukum 

Administrasi, Hukum Pe$rdata, dan Hukum Pidana. Me$nurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup, pe$nge$lolaan dan pe$rlindungan lingkungan hidup 

adalah upaya siste$matis dan me$nye$luruh untuk me$le$starikan lingkungan 

hidup, me$le$starikan fungsi, dan me$ngurangi pe$nce$maran dan ke$rugian. 

Lingkungan hidup me$liputi be$rbagai ke$giatan, me$liputi pe$re$ncanaan, 

pe$manfaatan, pe$nge$ndalian, pe$me$liharaan, pe$ngawasan, dan pe$ne$gakan 

hukum.85 

 Pe$rizinan me$rupakan kata be$nda yang dibe$ntuk dari kata izin 

de$ngan me$ndapat imbuhan pe$r-an. Pe$rizinan me$rupakan be$ntuk jamak dari 

kata izin yang ole$h W.J.S. Poe$rwadarminta diartikan de$ngan pe$rke$naan 

atau pe$rnyataan me$ngabulkan tiada me$larang atau surat yang me$nyatakan 

bole$h me$lakukan se$suatu. N.M.Spe$lt dan JBJM.Te$n Be$rge$ me$mbe$dakan 

pe$nggunaan istilah pe$rizinan dan izin, dimana pe$rizinan me$rupakan 

pe$nge$rtian izin dalam arti luas, se$dangkan istilah izin digunakan untuk 

pe$nge$rtian izin dalam arti se$mpit. Pe$nge$rtian pe$rizinan (izin dalam arti 

luas) adalah suatu pe$rse$tujuan dari pe$nguasa be$rdasarkan undang-undang 

atau pe$raturan pe$me$rintah, untuk dalam ke$adaan te$rte$ntu me$nyimpang dari 

ke$te$ntuan-ke$te$ntuan larangan pe$rundangan. De$ngan me$mbe$ri izin, 

                                                             
85 Muh Isra Bil Ali, “Pe$ne$gakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pe$rspe$ktif Ke$adilan 

Substantif Di Indone$sia”, JURNAL SPE$KTRUM HUKUM ISSN : 2355-1550 (online$), 1858-0246 

(print) Akre$ditasi SK No. 28/E$/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i2.1914 
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pe$nguasa me$mpe$rke$nankan orang yang me$mohonnya untuk me$lakukan 

tindakantindakan te$rte$ntu yang se$be$narnya dilarang. Se$dangkan yang 

pokok dari izin dalam arti se$mpit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, 

te$rke$cuali dipe$rke$nankan, de$ngan tujuan agar dalam ke$te$ntuan-ke$te$ntuan 

yang disangkutkan de$ngan pe$rke$naan dapat de$ngan te$liti dibe$rikan batas-

batas te$rte$ntu bagi tiap-tiap kasus. Jadi pe$rsoalannya bukanlah untuk hanya 

me$mbe$ri pe$rke$nan dalam ke$adaanke$adaan khusus, te$tapi agar 

tindakantindakan yang dipe$rke$nankan dilakukan de$ngan cara-cara te$rte$ntu 

(dicantumkan be$rbagai pe$rsyaratan dalam ke$te$ntuanke$te$ntuan yang 

be$rsangkutan).  

 Izin me$rupakan “Ke$putusan Administrasi Ne$gara/Tata Usaha 

Ne$gara”. Ini be$rarti bahwa de$ngan izin dibe$ntuk suatu hubungan hukum 

te$rte$ntu. Dalam hubungan ini ole$h administrasi ne$gara/pe$me$rintah 

dicantumkan syaratsyarat dan ke$wajiban-ke$wajiban te$rte$ntu yang harus 

ditaati dan dilaksanakan ole$h pihak yang me$mpe$role$h izin. Pe$nolakan izin 

hanya dilakukan jika krite$ria yang dite$tapkan ole$h pe$nguasa tidak dipe$nuhi 

atau bila kare$na suatu alasan te$rte$ntu tidak mungkin me$mbe$rikan izin 

ke$pada se$mua orang. 

 UUPPLH didalamnya te$rdapat 2 (dua) konse$p pe$rizinan, yaitu:  

1. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin 

yang dibe$rikan ke$pada se$tiap orang yang me$lakukan usaha 

dan/atau ke$giatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam 

rangka pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup 

se$bagai prasyarat untuk me$mpe$role$h izin usaha dan/atau 

ke$giatan;  

2. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau ke$giatan 

yakni izin yang dite$rbitkan ole$h instansi te$knis untuk 
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me$lakukan usaha dan/atau ke$giatan. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pe$ne$tapan pe$rizinan 

se$bagai salah satu instrume$n hukum dari pe$me$rintah ialah untuk 

me$nge$ndalikan ke$hidupan masyarakat agar tidak me$nyimpang dari 

ke$te$ntuan hukum yang be$rlaku, se$rta me$mbatasi aktifitas masyarakat agar 

tidak me$rugikan orang lain. Dan izin lingkungan de$ngan izin usaha 

dan/atau ke$giatan me$mpunyai ke$te$rkaitan yang e$rat satu sama lainnya.  

Dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup juga dije$laskan bahwa:  

1. Se$tiap usaha dan/atau ke$giatan yang wajib me$miliki amdal atau UKL 

UPL wajib me$miliki izin lingkungan.  

2. Izin lingkungan se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dite$rbitkan 

be$rdasarkan ke$putusan ke$layakan lingkungan hidup se$bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 atau re$kome$ndasi UKL-UPL.  

3. Izin lingkungan se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

me$ncantumkan pe$rsyaratan yang dimuat dalam ke$putusan ke$layakan 

lingkungan hidup atau re$kome$ndasi UKL-UPL.  

4. Izin lingkungan dite$rbitkan ole$h Me$nte$ri, gube$rnur, atau 

bupati/walikota se$suai de$ngan ke$we$nangannya.86 

Pe$ntingnya izin lingkungan te$rkandung dalam rumusan Pasal 40 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan 

                                                             
86 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Te$ntang Pe$rlindungan Dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 36. 
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Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup yang me$nyatakan:87 

1. Izin lingkungan me$rupakan pe$rsyaratan untuk me$mpe$role$h izin usaha 

dan/atau ke$giatan;  

2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau ke$giatan 

dibatalkan;  

3. Dalam hal usaha dan/atau ke$giatan me$ngalami pe$rubahan, maka 

pe$nanggung jawab usaha dan/atau ke$giatan wajib me$mpe$rbaharui izin 

lingkungannya. 

 Dalam Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 

te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup dije$laskan 

bahwa, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :88 

a. Pe$rsyaratan yang diajukan dalam pe$rmohonan izin me$ngandung cacat 

hukum, ke$ke$liruan, pe$nyalahgunaan, se$rta ke$tidakbe$naran dan/atau 

pe$malsuan data, dokume$n, dan informasi;  

b. Pe$ne$rbitnya tanpa me$me$nuhi syarat se$bagaimana te$rcantum dalam 

ke$putusan komisi te$ntang ke$layakan lingkungan hidup atau 

re$kome$ndasi UKL-UPL;  

c. Ke$wajiban yang dite$tapkan dalam dokume$n amdal atau UKL-UPL, 

tidak dilaksanakan ole$h pe$nanggung jawab usaha dan/atau ke$giatan. 

 Hukum lingkungan se$bagai bidang kajian ilmu hukum yang masih 

baru me$rupakan ilmu hukum yang strate$gis kare$na hukum lingkungan 

                                                             
87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 40. 
88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 37. 
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me$rupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Pe$ne$gakan hukum 

lingkungan dapat diartikan se$bagai imple$me$ntasi instrume$nt dan sanksi di 

bidang hukum administrasi, pidana, se$rta pe$rdata yang be$rtujuan dalam 

pe$maksaan subje$k hukum dalam ke$patuhannya te$rhadap Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan pe$ngolahan lingkungan 

hidup.89 Pe$ne$gakan te$rhadap hukum lingkungan te$rkait de$ngan 

ke$mampuan pe$ne$gak hukum se$rta ke$patuhan masyarakat te$rhadap hukum.  

 

C. Izin Lingkungan Menurut UU No 6 Tahun 2023 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 baru saja diundangkan untuk 

me$lakukan be$be$rapa pe$rubahan te$rhadap undang-undang te$rse$but 

se$be$lumnya. Khususnya te$ntang bagaimana aturan pe$me$rintah dite$tapkan, 

bukan hanya me$ngandalkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 te$ntang 

Ke$te$nagake$rjaan. 

 Pe$ne$rapan siste$m pe$rizinan di bidang lingkungan hidup me$rupakan 

salah satu cara untuk me$nce$gah pe$rmasalahan lingkungan hidup. 

Pe$rsyaratan UU Cipta Ke$rja te$rkait izin lingkungan hidup te$lah me$micu 

diskusi se$putar masalah lingkungan hidup, te$rmasuk analisis me$nge$nai 

dampak lingkungan (Amdal). Me$kanisme$ hukum yang digunakan untuk 

tujuan pe$ne$gakan hukum lingkungan hidup se$cara proaktif me$liputi 

AMDAL (Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan) dan Pe$rizinan. 

Se$lanjutnya, pasal me$nge$nai pe$rsyaratan me$mpe$role$h izin lingkungan 

                                                             
89 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indone$sia, (Jakarta : Rajawali Pe$rs, 2015), 

h.199. 
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ditiadakan. Untuk me$mpe$role$h izin usaha, pe$mohon harus me$ndapat 

pe$ne$tapan te$ntang ke$se$suaian lingkungan hidup. Istilah “Izin Lingkungan 

Hidup” dalam Undang-Undang Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup te$lah 

diubah baik nome$nklatur maupun substansinya me$njadi “Pe$rse$tujuan 

Lingkungan Hidup” yang dite$rbitkan baik ole$h pe$me$rintah pusat maupun 

dae$rah.90 

 Pe$me$rintah me$ne$rapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

yang se$cara formal me$ngubah Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 te$ntang Cipta Ke$rja me$njadi pe$raturan 

pe$rundang-undangan yang te$tap. Hal ini didasari ole$h tujuan te$rbe$ntuknya 

Pe$me$rintahan Ne$gara Indone$sia dan te$rwujudnya masyarakat Indone$sia 

yang se$jahte$ra, adil, dan makmur yang be$rakar pada Pancasila. Se$suai 

de$ngan Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945, 

pe$me$rintah be$rke$wajiban me$laksanakan be$rbagai strate$gi untuk me$njamin 

se$tiap orang me$mpunyai akse$s te$rhadap prospe$k ke$rja dan kualitas hidup 

yang me$muaskan se$suai de$ngan harkat dan martabat manusia, de$ngan cara 

me$ndorong te$rciptanya lapangan ke$rja. Tujuannya adalah untuk 

me$nye$diakan lapangan ke$rja di Indone$sia untuk me$nampung populasi 

te$naga ke$rja yang cukup be$sar, de$ngan me$mpe$rtimbangkan me$ningkatnya 

pe$rsaingan dan pe$ngaruh globalisasi e$konomi, se$rta tantangan dan krisis 

e$konomi global yang be$rpote$nsi me$mpe$ngaruhi pe$re$konomian dome$stik. 

                                                             
90 Al Se$ntot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, “Omnibus Law Dan Izin Lingkungan 

Dalam Konte$ks Pe$mbangunan Be$rke$lanjutan,” Jurnal Re$chtsvinding: Me$dia Pe$mbinaan Hukum 

Nasional 9, No. 1, hlm. 109. Diakse$s darihttps://ojs.uniska-

bjm.ac.id/inde$x.php/aldli/article$/vie$w/9988, pada tanggal 21 De$se$mbe$r 2024 
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Untuk me$ndorong pe$nciptaan lapangan ke$rja, pe$nting untuk me$re$visi 

be$be$rapa pe$raturan te$rkait fasilitasi, pe$rlindungan, dan pe$mbe$rdayaan 

kope$rasi dan usaha mikro, ke$cil, dan me$ne$ngah. Hal ini me$ncakup 

pe$rbaikan iklim inve$stasi dan pe$rce$patan proye$k-proye$k strate$gis nasional, 

se$kaligus me$mprioritaskan pe$ningkatan pe$rlindungan dan ke$se$jahte$raan 

te$naga ke$rja. 

 Me$skipun masih te$rdapat kontrove$rsi me$nge$nai Pe$rppu Cipta 

Ke$rja, pe$nting untuk dike$tahui bahwa hal ini me$mpunyai dampak positif 

dan ne$gatif. Pe$rppu Cipta Ke$rja me$ncakup sifat-sifat yang me$nguntungkan 

dan tidak me$nguntungkan.  

1. Me$ndorong pe$nanaman modal: Pe$rppu Cipta Ke$rja be$rtujuan untuk 

me$ningkatkan daya tarik pe$nanaman modal di Indone$sia de$ngan 

me$nye$de$rhanakan prose$s pe$rizinan dan me$mbe$rikan inse$ntif ke$pada 

inve$stor.  

2. Me$ningkatkan prospe$k lapangan ke$rja: Pe$rppu Cipta Ke$rja diharapkan 

dapat me$mbe$rikan lapangan ke$rja baru dan me$ndukung pe$rluasan 

usaha mikro, ke$cil, dan me$ne$ngah.  

3. Me$ningkatkan produktivitas: Pe$rppu Cipta Ke$rja diharapkan dapat 

me$ningkatkan produktivitas dan e$fisie$nsi di se$ktor ke$te$nagake$rjaan 

me$lalui pe$ne$rapan re$formasi re$gulasi dan pe$nye$de$rhanaan prose$dur 

pe$rizinan.  

4. Me$mfasilitasi pe$rtumbuhan e$konomi: Pe$rppu Cipta Ke$rja me$mpunyai 

kapasitas untuk me$rangsang e$kspansi e$konomi Indone$sia dan daya 



96 
 

 
 
 

saing inte$rnasional me$lalui pe$ne$rapan ke$bijakan yang me$mpe$rkuat 

se$ktor-se$ktor utama ke$pe$ntingan nasional. 

  Se$lain itu, te$rdapat be$rbagai faktor me$nguntungkan yang te$rkait 

de$ngan ke$giatan kome$rsial dan pe$rtumbuhan e$konomi di Indone$sia. Le$bih 

te$patnya, Pe$rpu ini juga me$ngatur te$ntang lingkungan hidup. Pe$rppu Cipta 

Ke$rja me$muat be$rbagai pe$raturan te$ntang izin lingkungan, yang be$rtujuan 

untuk me$njamin te$rpe$liharanya fungsi lingkungan hidup se$cara me$todis 

dan me$nye$luruh se$rta pe$nce$gahan pe$nce$maran dan/atau ke$rusakan 

lingkungan hidup. Untuk me$mpe$role$h izin lingkungan, se$se$orang harus 

me$mpe$role$h pe$rse$tujuan lingkungan hidup. Pe$rse$tujuan lingkungan hidup 

adalah otorisasi formal baik dari Pe$me$rintah Pusat maupun Pe$me$rintah 

Dae$rah untuk me$mbe$rikan pe$nilaian me$nge$nai pe$ne$rimaan suatu proye$k 

se$hubungan de$ngan dampak lingkungannya, atau pe$rnyataan me$nge$nai 

kapasitas proye$k te$rse$but dalam me$ngatasi pe$rmasalahan lingkungan hidup 

se$cara me$madai. Se$lain itu, Pe$rppu Cipta Ke$rja me$muat be$rbagai 

ke$te$ntuan te$rkait lingkungan hidup, yang se$cara khusus me$wajibkan 

pe$laku usaha yang me$mpunyai pe$ngaruh langsung signifikan te$rhadap 

lingkungan hidup untuk me$nye$rahkan dokume$n AMDAL, dan me$mastikan 

bahwa pe$laku usaha yang dampak lingkungannya dapat diabaikan 

me$matuhi standar UKL-UPL. 

 Me$nurut Pasal 24 Pe$rppu Cipta Ke$rja, suatu pe$rusahaan harus 

me$miliki dokume$n Amdal untuk me$nganalisis ke$layakan lingkungan dari 

re$ncana dan ope$rasinya. Uji ke$layakan dilakukan ole$h tim yang te$rdiri dari 
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te$naga profe$sional dari Le$mbaga Uji Ke$layakan Lingkungan Hidup 

Pe$me$rintah Pusat. Nantinya, hasil yang dite$ntukan akan dijadikan dasar 

pe$nilaian ke$se$suaian lingkungan yang dipe$rlukan untuk me$mpe$role$h izin 

pe$rusahaan. Dokume$n Amdal te$rdiri dari e$nam kompone$n be$rikut. 

Pe$nilaian dampak strate$gi dan/atau tindakan pe$rusahaan. Me$nge$valuasi 

ke$giatan yang te$rjadi di se$kitar kawasan usaha atau ke$giatan yang 

dire$ncanakan. Me$ncari umpan balik dan me$ngumpulkan pandangan dari 

komunitas yang te$rke$na dampak langsung ole$h strate$gi dan/atau ke$giatan 

pe$rusahaan yang re$le$van. Me$nge$valuasi be$saran dan pe$ntingnya hasil yang 

akan dihasilkan dari pe$laksanaan re$ncana bisnis dan/atau ke$giatan. 

E $valuasi e$kste$nsif te$rhadap dampak untuk me$ne$ntukan ke$se$suaian atau 

ke$tidakpraktisan lingkungan. Strate$gi pe$nge$lolaan dan pe$mantauan 

lingkungan. Se$suai Pasal 26 Pe$rppu Cipta Ke$rja, tanggung jawab 

pe$mbuatan AMDAL ada pada pe$mrakarsa proye$k. Hal ini be$rarti 

me$libatkan se$cara aktif anggota masyarakat yang akan te$rke$na dampak 

langsung dari re$ncana bisnis atau ke$giatan yang diusulkan. Se$lain itu, 

pe$nyusunan Amdal harus dilakukan ole$h pe$nyusun yang me$miliki 

se$rtifikasi yang me$nunjukkan ke$ahliannya dalam me$nyusun AMDAL. 

Pe$me$rintah Pusat dan Pe$me$rintah Dae$rah akan me$mbe$rikan dukungan 

dalam pe$nyusunan Amdal (Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan) bagi 

usaha mikro dan ke$cil yang me$mpunyai pe$ngaruh lingkungan hidup yang 

signifikan. Dukungan dalam pe$rsiapan amdal dapat dibe$rikan me$lalui 

fasilitasi, bantuan ke$uangan, atau partisipasi aktif dalam prose$s pe$rsiapan.  
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 Se$suai Pasal 24 Pe$rppu Cipta Ke$rja, pe$rusahaan yang tidak 

me$nimbulkan dampak pe$nting te$rhadap lingkungan wajib me$matuhi 

krite$ria UKL-UPL. UKL-UPL me$ngacu pada inisiatif yang dilakukan 

untuk pe$nge$lolaan dan pe$mantauan lingkungan hidup. UKL-UPL 

me$rupakan kumpulan prose$dur standar pe$nge$lolaan dan pe$mantauan 

lingkungan hidup. Prose$dur-prose$dur ini harus ditaati se$be$lum me$ngambil 

ke$putusan dan me$ne$rima izin usaha atau izin dari pe$me$rintah pusat atau 

dae$rah. Ke$butuhan te$rse$but te$rtuang dalam Pasal 1 ayat (2) Pe$raturan 

Me$nte$ri Lingkungan Hidup dan Ke$hutanan 4/2021. Ke$mampuan organisasi 

dalam pe$nge$lolaan lingkungan harus ditunjukkan se$cara te$gas dalam 

pe$rnyataan yang me$ngakui ke$se$suaian de$ngan pe$rsyaratan UKL-UPL. 

De$ngan ke$mampuan te$rse$but, pe$me$rintah (baik di pusat maupun dae$rah) 

ke$mudian akan me$ne$rbitkan izin ke$pada pe$rusahaan.  

 UU Cipta Ke$rja di Indone$sia saat ini me$ngatur te$ntang pe$ngurusan 

izin lingkungan hidup, yaitu pada Pasal 4 huruf a. Ke$te$ntuan ini be$rtujuan 

untuk me$ningkatkan lingkungan inve$stasi dan ope$rasional pe$rusahaan 

de$ngan me$nye$de$rhanakan pe$rsyaratan pe$nting untuk me$mpe$role$h izin 

usaha. Dalam yurisdiksi pe$raturan pe$rizinan, tugas utama pe$me$rintah 

adalah me$me$nuhi tujuan ne$gara, te$rmasuk me$mbe$rikan pe$layanan publik 

dan be$rpartisipasi aktif dalam struktur sosial masyarakat. Partisipasi 

pe$me$rintah dalam be$rbagai aspe$k ke$hidupan masyarakat se$makin aktif dan 

me$luas se$iring de$ngan se$makin be$rke$mbangnya be$rbagai se$ktor. 
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 Pe$rubahan te$rkait de$ngan UUPPLH te$rdapat dalam ke$te$ntuan UU 

No. 6 tahun 2023.91 UUPPLH se$cara substansial te$lah dimasukkan ke$ 

dalam ke$rangka le$gislasi yang te$rcantum dalam Pasal 21 UU No. 6 Tahun 

2023. Analisis substansial me$nunjukkan bahwa se$jumlah pe$rubahan dan 

pe$nghapusan te$rjadi dalam ke$te$ntuan-ke$te$ntuan UUPPLH, te$rutama 

be$rkaitan de$ngan ke$we$nangan pe$me$rintah dae$rah. UU Cipta Ke$rja 

se$bagaimana diubah ole$h UU No. 6 tahun 2023 te$lah me$mpe$rbarui 

be$be$rapa ke$te$ntuan dalam Undang-Undang Pe$me$rintah Dae$rah yang 

diarahkan untuk me$mpe$rkuat dan komitme$n pe$me$rintah dae$rah dalam 

rangka pe$nye$le$nggaraan pe$rizinan be$rusaha di dae$rah se$suai de$ngan 

pe$raturan pe$rundangundangan me$nge$nai pe$nye$le$nggaraan pe$rizinan 

be$rusaha be$rbasis risiko. Be$rlakunya UU No. 6 tahun 2023 be$rimplikasi 

ke$pada be$be$rapa ke$te$ntuan yang dicabut atau diubah pada pe$raturan 

pe$rundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2015 Te$ntang Pe$rindustrian dan UU Pe$me$rintahan Dae$rah. Pe$rubahan 

te$rse$but me$nimbulkan konse$kue$nsi te$rhadap pe$rubahan urusan 

pe$me$rintahan konkure$n khususnya pe$rizinan di bidang industri. Se$be$lum 

be$rlakunya UU Cipta Ke$rja, Pe$me$rintah Dae$rah me$mpunyai ke$we$nangan 

untuk me$njalankan suatu organisasi pe$me$rintahan di dae$rahnya masing-

masing, me$ngingat ke$be$ragaman dan ke$khasan dae$rah se$hingga 

                                                             
91 Munadhil Abdul Muqsith, 'UU Omnibus law yang Kontrove$rsial', Vol.  4, No. 3, hlm. 

111. Diakse$s dari https://e$journal.uksw.e$du/re$fle$ksihukum/article$/vie$w/9930, pada tanggal 21 

De$se$mbe$r 2024 
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ke$we$nangan te$rse$but ide$alnya te$tap dibe$rikan ke$pada pe$me$rintah dae$rah. 

UU Cipta Ke$rja me$ngubah me$tode$ pe$rizinan usaha yang pada mulannya 

be$rbasis izin lingkungan me$njadi be$rbasis re$siko dan skala usaha. 

Kasifikasi me$tode$ pe$rizinan usaha be$rbasis re $siko dan skala usaha 

dite$tapkan me$njadi: ke$giatan usaha be$re$siko re$ndah, be$re$siko me$ne$ngah, 

dan be$re$siko tinggi. 

 Te$rlihat bahwa pe$ran pe$me$rintah pusat yang cukup be$sar me$miliki 

dampak te$rhadap ke$be$rlangsungan otonomi dae$rah, yang pada akhirnya 

me$ngancam otonomi politik pe$me$rintah dae$rah. Re$gulasi UUPPLH yang 

te$rtuang dalam UU No. 6 Tahun 2023, yang dominan dalam ke$ndali 

pe$me$rintah pusat, te$rnyata te$lah me$nge$sampingkan prinsip-prinsip 

me$ndasar yang me$njadi dasar pe$mbe$ntukan UUPPLH, se$pe$rti yang 

te$rce$rmin dalam UU No. 6 Tahun 2023. Pe$nguatan ke$kuasaan ole$h 

pe$me$rintah pusat me$miliki pe$ran kunci dalam ke$rangka hukum 

administrasi, yang be$rgantung pada pe$rbe$daan karakte$ristik dan ke$bijakan 

se$tiap dae$rah. Se$tiap lingkungan me$miliki ciri khas dan ke$re$ntanan yang 

unik, yang me$me$rlukan ke$te$rlibatan otoritas pe$me$rintah dae$rah untuk 

me$nge$valuasi, me$laksanakan, dan me$ngawasi upaya pe$mbangunan 

be$rke$lanjutan se$cara e$fisie$n.  

 Masalah yang te$lah dije$laskan di atas me$nunjukkan ke$tidakse$suaian 

yang je$las de$ngan prinsip-prinsip dasar pe$mbangunan yang dianut dalam 

mode$l otonomi dae$rah. Otonomi, dalam konte$ks ini, me$nce$rminkan 

pe$mbe$ntukan struktur hie$rarkis yang me$nggambarkan we$we$nang, 



101 
 

 
 
 

ke$wajiban, dan tanggung jawab, de$ngan tujuan me$ngatur dan me$ngawasi 

urusan pe$me$rintahan antara pusat dan dae$rah.92 Pe$ngalihan we$we$nang ini 

te$rutama dilakukan untuk me$mpe$rmudah pe$mbangunan dae$rah sambil 

me$mpe$rhitungkan faktor-faktor lingkungan yang ada. Te$rkait de$ngan topik 

yang se$dang dibahas, ada be$ragam le$mbaga yang te$rlibat dalam 

pe$nge$lolaan lingkungan hidup, mulai dari Ke$me$nte$rian Lingkungan Hidup, 

Ke$me$nte$rian se$ktoral, le$mbaga pe$me$rintah non-ke$me$nte$rian, hingga 

le$mbaga pe$nge$lola lingkungan di tingkat dae$rah. 

 Masalah se$ngke$ta yurisdiksi antara pe$me$rintah pusat dan dae$rah 

me$rupakan masalah hukum yang sudah ada se$jak lama se$be$lum be$rlakunya 

UU No. 6 Tahun 2023, dan masih be$lum te$rse$le$saikan hingga saat ini. 

Ke$dua be$lah pihak me$nyampaikan argume$n yang me$nunjukkan bahwa 

imple$me$ntasi undang-undang te$rse$but dimotivasi ole$h niat untuk 

me$ngatasi masalah lingkungan se$cara e$fe$ktif. Imple$me$ntasi UU No. 6 

Tahun 2023 te$lah me$ngakibatkan pe$ngalihan yurisdiksi dari Pe$me$rintah 

Pusat ke$ Pe$me$rintah Dae$rah. Akibatnya, ke$we$nangan Pe$me$rintah Dae$rah 

se$karang be$rgantung pada norma dan standar yang dite$tapkan ole$h 

Pe$me$rintah Pusat. Ke$bijakan ini se$jalan de$ngan pe$rspe$ktif Pe$me$rintah 

Pusat, yang me$ne$gaskan bahwa Pe$me$rintah Pusat me$miliki tingkat 

de$dikasi dan ke$mampuan yang le$bih tinggi dibandingkan de$ngan 

Pe$me$rintah Dae$rah dalam me$ngawasi tiga dime$nsi pe$mbangunan 

                                                             
92 Said ARA, 'Pe$mbagian Ke$we$nangan Pe$me$rintah Pusat-Pe$me$rintah Dae$rah Dalam 

Otonomi Se$luas-luasnya Me$nurut UUD 1945', jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4. Diakse$s dari 

https://e$journal.uksw.e$du/re$fle$ksihukum/article$/vie$w/9930, pada tanggal 21 De$se$mbe$r 2024 
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be$rke$lanjutan se$cara e$fe$ktif me$lalui ke$bijakanke$bijakannya. Pada 

ke$nyataannya, te$rle$pas dari prose$dur yang te$lah ada se$be$lumnya yang 

diuraikan dalam UU No. 6 Tahun 2023, Pe$me$rintah Pusat be$lum 

me$nunjukkan tingkat ke$pe$dulian yang le$bih be$sar te$rhadap e$le$me$n 

lingkungan dari se$ktor tata ruang dibandingkan de$ngan Pe$me$rintah Dae$rah. 

 

D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

1. AMDAL menurut UU No. 32 Tahun 2009 

UU No. 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup yang se$lanjutnya dise$but UUPPLH me$mbe$rikan 

ruang ge$rak bagi masyarakat untuk ikut se$rta be$rpe$ran dalam upaya 

pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup be$rdasarkan pada asas 

yang te$rtuang pada pasal 2 yakni asas partisipatif dan asas ke$te$rbukaan. 

Asas partisipasif dimaksudkan bahwa se$tiap anggota masyarakat 

didorong untuk be$rpe$ran aktif dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan 

dan pe$laksanaan pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup baik 

se$cara langsung maupun tidak langsung. Se$dangkan asas ke$te$rbukaan 

dimaksudkan warga masyarakat dapat me$mbantu me$ngide$ntifikasi 

pe$rsoalan dampak lingkungan hidup se$cara dini dan le$ngkap, 

me$nampung aspirasi dan ke$arifan pe$nge$tahuan lokal se$bagai kunci 

pe$nye$le$saian pe$rsoalan dampak lingkungan hidup yang timbul.93 

Te$ntang Ke$te$rlibatan Masyarakat Dalam Prose$s Analisis 

Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan me$nyadari bahwa 

                                                             
93 Musjid Raharjo, 2014, Me$mahami AMDAL e$disi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 64. 
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pe$ran masyarakat dalam me$mbe$rikan mas ukan ke$pada pe$mrakarsa 

untuk pe$nyusunan AMDAL sangat pe$nting. Se$suai de$ngan pasal 26 

ayat (3) UUPPLH, masyarakat yang te$pat sasaran untuk dilibatkan 

pada prose$s pe$nyusunan AMDAL adalah masyarakat yang te$rke$na 

dampak; pe$me$rhati lingkungan hidup; dan masyarakat yang 

te$rpe$ngaruh atas se$gala be$ntuk ke$putusan dalam prose$s AMDAL. 

Pe$mrakarsa maupun Komisi Pe$nilai AMDAL diwajibkan untuk 

me$mpe$rtimbangkan tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat 

se$hingga tujuan dari ke$te$rlibatan masyarakat se$suai Pe$rme$n No. 17 

Tahun 2012 dapat te$rwujud, yakni:  

1. masyarakat me$ndapatkan informasi me$nge$nai re$ncana usaha 

dan/atau ke$giatan yang be$rdampak pe$nting bagi lingkungan;  

2. masyarakat dapat me$nyampaikan saran, pe$ndapat dan/atau 

tanggapan atas re$ncana usaha dan/atau ke$giatan yang be$rdampak 

pe$nting te$rhadap lingkngan;  

3. masyarakat dapat te$rlibat dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan 

te$rkait de$ngan re$kome$ndasi ke$layakan atau ke$tidaklayakan atas 

re$ncana usaha dan/atau ke$giatan yang be$rdampak pe$nting 

te$rhadap lingkungan; dan  

4. masyarakat dapat me$nyampaikan saran, pe$ndapat dan/atau 

tanggapan atas prose$s izin lingkungan.94 

                                                             
94 Lampiran Pe$raturan Me$nte$ri Ne$gara Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2012 

Te$ntang Ke$te$rlibatan Masyrakat Dalam Prose$s Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan Hidup dan 

Izin Lingkungan. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, te$rdapat 

pe$nguatan prinsip-prinsip pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan 

hidup be$rdasarkan pada tata ke$lola pe$me$rintahan yang baik kare$na 

dalam se$tiap prose$s pe$rumusan dan pe$ne$rapan instrume$n pe$nce$gahan 

pe$nce$maran dan ke$rusakan lingkungan hidup se$rta pe$nanggulangan 

dan pe$ne$gakan hukum me$wajibkan pe$nginte$grasian aspe$k 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan ke$adilan. Upaya pre$ve$ntif 

dalam rangka pe$nge$ndalian dampak lingkungan hidup pe$rlu 

dilaksanakan de$ngan me$ndayagunakan se$cara maksimal instrume$n 

pe$ngawasan dan pe$rizinan. Dalam hal pe$nce$maran dan ke$rusakan 

lingkungan hidup sudah te$rjadi, pe$rlu dilakukan upaya re$pre$sif be$rupa 

pe$ne$gakan hukum yang e$fe$ktif, konse$kue$n, dan konsiste$n te$rhadap 

pe$nce$maran dan ke$rusakan lingkungan hidup yang sudah te$rjadi. 

Kondisi te$rse$but diatas didasarkan pada ke$nyataan bahwa masih 

banyak se$kali dite$mukan be$rbagai pe$rmasalahan lingkungan hidup 

yang dise$babkan pe$nce$maran dan pe$ngrusakan lingkungan hidup yang 

te$rjadi di Indone$sia. Ole$h kare$na itu, pe$nye$le$saian pe$rmasalahan-

pe$rmasalahan te$rhadap pihak yang te$lah me$nye$babkan pe$nce$maran 

dan pe$ngrusakan lingkungan hidup dapat dite$mpuh me$lalui jalur 

hukum se$suai de$ngan pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku di 

Indone$sia. 

Ne$gara me$miliki tanggung jawab dalam pe$nge$lolaan lingkungan 

untuk me$wujudkan pe$mbangunan be$rke$lanjutan. Asas tanggung jawab 
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ne$gara (state$ re$sponsibility) de$mikian, se$bagaimana dite$ntukan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlingdungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup me$miliki pe$nge$rtian yang cukup 

luas,95 te$rmasuk pula de$ngan me$ngkaitkan paradigma yang me$libatkan 

pe$ran se$rta masyarakat (community base$d manage$me$nt) te$rse$but. 

Kare$na itu, tanggung jawab ne$gara dapat dikaitkan de$ngan tugas-tugas 

dan fungsi se$mua aparat dalam me$njalankan pe$me$rintahan yang baik 

(good gove$rnance$).  

Pe$me$rintahan yang baik hanya bisa dicapai apabila pe$me$rintah 

dalam me$laksanakan tugasnya be$rpe$doman ke$pada konse$p rule$ of law, 

yang me$mpunyai lima karakte$ristik se$bagai be$rikut:  

1. Pe$me$rintah me$laksanakan ke$we$nangannya be$rdasarkan 

supre$masi hukum.  

2. Pe$me$rintah me$njamin ke$pastian hukum.  

3.     Pe$me$rintah harus me$nciptakan hukum yang re$sponsif yang 

mampu me$nye$rap aspirasi masyarakat.  

4. Pe$me$rintah harus me$laksanakan hukum se$cara konsiste$n dan non 

diskriminatif me$lalui pe$nciptaan me$kanisme$ me$njalankan sanksi.  

5. Pe$me$rintah harus me$nciptakan dan me$njamin te$rlaksananya 

inde$pe$nde$n pe$radilan.96 

                                                             
95 Nyoman Wijana, 2016, Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup Aspe$k Ke$arifan Lokal, 

E$rgonomi, E$rkologi dan Re$gulasi, Yogyakarta, Plantaxia, hlm. 439. 
96 Muhamad E$rwin, 2014, Hukum Lingkungan Dalam Siste$m Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup di Indone$sia, Bandung, PT Re$fika Aditama, hlm.68. 
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Dari 127 pasal yang te$rdapat dalam Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan Dan Pe$nge$lolaan Lingkungan 

Hidup, AMDAL me$ndapatkan proporsi yang sangat banyak, yakni 

se$banyak 23 pasal yang me$ngatur te$ntang AMDAL. Hal yang me$narik 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah te$rdapat 

pe$rbe$daan de$finisi AMDAL jika dibandingkan de$ngan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 te$ntang Pe$nge$lolaan Lingkungan 

Hidup, yaitu hilangnya istilah “dampak be$sar”. Pe$rbe$daan antara ke$dua 

Undang-Undang te$rse$but dapat dije$laskan se$bagai be$rikut: 

1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 dise$butkan bahwa 

“Analisis me$nge$nai dampak lingkungan hidup adalah kajian 

me$nge$nai dampak be$sar dan pe$nting suatu usaha dan/atau 

ke$giatan yang dire$ncanakan pada lingkungan hidup yang 

dipe$rlukan bagi prose$s pe$ngambilan ke$putusan te$ntang 

pe$nye$le$nggaraan usaha dan/atau ke$giatan”.97  

2. Se$dangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

dise$butkan bahwa “Analisis me$nge$nai dampak lingkungan hidup, 

yang se$lanjutnya dise$but Amdal, adalah kajian me$nge$nai dampak 

pe$nting suatu usaha dan/atau ke$giatan yang dire$ncanakan pada 

lingkungan hidup yang dipe$rlukan bagi prose$s pe$ngambilan 

                                                             
97 Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Te$ntang Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup 
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ke$putusan te$ntang pe$nye$le$nggaraan usaha dan/atau ke$giatan”.98 

Pe$ne$rapan AMDAL me$rupakan amanah dari Undang-Undang 

No.32 tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan 

Hidup, Pasal 22 ayat 1 bahwa “se$tiap usaha atau ke$giatan yang 

be$rdampak pe$nting te$rhadap lingkungan hidup wajib me$milki 

AMDAL”. De$ngan de$mikian, ne$gara wajib me$me$nuhi hak pe$layanan 

Ke$se$hatan dan wajib me$me$nuhi hak atas lingkungan de$ngan cara 

me$mpe$rhatikan pe$ngaturan te$rhadapnya. Pe$ngaturan te$rse$but dapat 

dijadikan pe$doman yuridis, dimana pe$nggunaan lingkungannya 

me$mpe$rhatikan ke$adilan dan ke$le$starian. Pe$me$rintah dalam hal ini 

me$mbe$ntuk Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 32 Tahun 

2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, untuk 

me$lindungi wilayah Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia dari 

pe$nce$maran dan/atau ke$rusakan lingkungan hidup. 

Pe$nye$suian ke$te$ntuan ini masih pe$rlu me$mpe$rhatikan me$nge$nai 

ada atau tidaknya ke$giatan usaha skala UMK dike$nai ke$wajiban amdal 

atau dalam arti lain me$miliki risiko tinggi. Pe$rubahan te$rhadap Pasal 

34, dilakukan de$ngan alasan bahwa pe$ngklasifikasian usaha dan/atau 

ke$giatan be$rdasarkan risiko dampak te$rhadap lingkungan dilakukan 

ole$h pe$me$rintah pusat, de$ngan me$mpe$rhatikan masukan dari 

pe$me$rintah dae$rah, baik provinsi maupun kabupate$n/kota. Hal ini 

                                                             
98 Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup 
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dilakukan untuk me$ningkatkan transparansi me$nge$nai Ke$giatan 

Be$rusaha Be$rbasis Risiko bagi pe$laku usaha dan me$mudahkan 

pe$nye$le$saian izin lingkungan. Le$bih lanjut, ke$te$ntuan Pasal 59 ayat (3) 

pe$rlu untuk dilakukan pe$rubahan, Pasal ini untuk me$ngakomodir 

inte$grasi izin pe$nge$lolaan limbah B3 maupun limbah cair de$ngan izin 

lingkungan. Inte$grasi de$ngan izin lingkungan dilakukan me$lalui 

me$kanisme$ pe$rubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 

me$rupakan bagian dari hasil ke$giatan usaha, Pe$nge$lolaan Limbah B3 

te$rse$but dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. Apabila dari hasil 

kajian amdal ke$giatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin 

Usaha dicabut, pe$nde$katan ini me$nimbulkan konse$kue$nsi 

ke$tidakpastian hukum bagi pe$laku usaha. Pe$nghapusan Pasal 40 

dilakukan be$rimplikasi me$ningkatkan transparansi me$nge$nai Ke$giatan 

Be$rusaha Be$rbasis Risiko bagi pe$laku usaha.99 

Te$rdapat dua je$nis izin dalam UndangUndang Re$publik 

Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, yaitu izin lingkungan, se$rta Upaya 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pe$mantauan Lingkungan 

Hidup. Izin dibe$rikan ke$pada se$tiap orang me$lakukan usaha dan/atau 

ke$giatan yang wajib Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan. Upaya 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pe$mantauan Lingkungan 

                                                             
99 Adrian Sute$di, 2010, Hukum Lingkungan Dalam Se$ktor Pe$layanan Public, jurnal 

Analisis Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm. 243. Diakse$s dari 

https://journal.undiknas.ac.id/inde$x.php/JAH/article$/download/3073/980/7639, pada tanggal 23 

De$se$mbe$r 2024 
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Hidup dalam rangka pe$rlindungan, juga pe$nge$lolaan lingkungan hidup 

se$bagai prasyarat untuk me$mpe$role$h izin usaha dan/atau ke$giatan.100 

Untuk me$ndapatkan dokume$n AMDAL harus me$mlaui dua 

tahapanm yakni tahapan me$ngurus Surat Pe$rizinan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan (SPPL) dan Upaya pe$nge$lolaan lingkungan ke$le$starian 

lingkungan. Se$te$lah tahapan dilalui, dokume$n AMDAL akan didapat 

dan paling lama 90 hari, izin dari Ke$me$ntrian Lingkungan Hidup sudah 

didapatkan. Pe$ne$rapan AMDAL me$rupakan amanah dari Undang-

Undang No.32 tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat 1 bahwa “se$tiap usaha atau ke$giatan 

yang be$rdampak pe$nting te$rhadap lingkungan hidup wajib me$milki 

AMDAL”. Yang ke$mudian diatur le$bih lanjut ole$h pe$raturan 

pe$me$rintah No. 27 tahun 2012 te$ntang izin lingkungan. 

Be$rbe$da de$ngan UKL-UPL, AMDAL yang dipe$runtukan bagi 

usaha dan/atau ke$giatan yang be$rdampak pe$nting me$wajibkan adanya 

partisipasi masyarakat se$bagaimana dise$butkan dalam pasal 26 ayat (3) 

UU PPLH.101 Masyarakat yang diikutse$rtakan dalam pe$nyusunan 

AMDAL adalah:102 

  

                                                             
100 He$lmi, “Ke$dudukan Izin Lingkungan Dalam Siste$m Pe$rizinan Di Indone$sia”, jurnal 

ilmu hukum, no. 2 (2011): hlm. 2. Diakse$s pada tanggal 33 De$se$mbe$r 2024, 
101 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. be$rbunyi “Dokume$n AMDAL se$bagaimana dimaksud dalam pasal 

22 disusun ole$h Pe$mrakarsa de$ngan me$libatkan masyarakat”. 
102 Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. 
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a. yang te$rke$na dampak;  

b. Pe$me$rhati lingkungan hidup (dapat be$rupa Organisasi Lingkungan 

atau Le$mbaga Swadaya Masyarakat)13; dan/atau  

c. Yang te$rpe$ngaruh atas se$gala be$ntuk ke$putusan dalam prose$s 

AMDAL.  

2.  Analisis Dampak Lingkungan Hidup Menurut UU No. 6 Tahun 

2023 

Pe$ngaturan hukum me$nge$nai lingkungan hidup se$lain te$rdapat 

dalam ke$te$ntuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, se$rta yang banyak me$narik pe$rhatian 

publik adalah pe$ngaturan hukum lingkungan hidup yang te$rdapat dalam 

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Te$ntang Cipta Ke$rja yang 

te$rmuat dalam Paragraf Pe$rse$tujuan Lingkungan. Namun de$mikian 

dalam pe$rke$mbanganya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

Te$ntang Cipta Ke$rja dicabut dan dinyatakan tidak be$rlaku ole$h 

Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Te$ntang Cipta Ke$rja. Pe$me$rintah ke$mudian me$ne$tapkan 

Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Te$ntang Cipta Ke$rja me$njadi Undang-Undang be$rdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Te$ntang Pe$ne$tapan Pe$raturan 

Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Te$ntang 

Cipta Ke$rja Me$njadi Undang-Undang. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Te$ntang Pe$ne$tapan 

Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Te$ntang Cipta Ke$rja me$miliki pe$rmasalahan di bidang 

lingkungan hidup yang diantaranya: pe$le$mahan pe$ngaturan pe$rizinan 

lingkungan dan diganti de$ngan istilah pe$rse$tujuan lingkungan, hal ini 

me$ngurangi e$se$nsi adanya izin lingkungan se$bagai alat control 

te$rhadap ke$wajiban pe$nge$lolaan lingkungan. Tanggung jawab mutlak 

(strict liability) be$rubah me$njadi liability base$d on fault yang 

be$rpote$nsi me$le$mahkan ke$adilan ke$pada Masyarakat, pe$mbatasan 

partisipasi Masyarakat dalam pe$ngambilan Ke$putusan te$rhadap 

lingkungan, yaitu te$rbatas pada Masyarakat yang te$rdampak langsung, 

dihapusnya ke$te$ntuan Pasal 38 dan 93 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup 

me$nge$nai pe$nye$le$saian se$ngke$ta lingkungan hidup me$lalui gugatan 

administratif di Pe$ngadilan Tata Usaha Ne$gara se$rta pe$rubahan istilah 

izin le$ingkungan hidup me$njadi pe$rse$tujuan lingkungan hidup. 

Ke$mudahan untuk me$mpe$role$h pe$rse$tujuan lingkungan te$rlihat 

dari hilangnya partisipasi publik dalam dokume$n AMDAL,pe$rubahan 

izin lingkungan me$njadi pe$rse$tujuan lingkungan, pe$narikan 

ke$we$nangan Pe$me$rintah Dae$rah me$njadi ke$we$nangan Pe$me$rintah 

Pusat, dicabutnya ke$te$ntuan pasal me$nge$nai pe$rtanggungjawaban 

mutlak tanpa pe$rlu pe$mbuktian unsur ke$salahan (stict liability), 

dicabutnya ke$te$ntuan pasal me$nge$nai pe$mbatalan izin lingkungan 
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me$lalui ke$putusan pe$ngadilan, dicabutnya ke$te$ntuan pasal me$nge$nai 

hak gugat administratif se$ngke$ta lingkungan hidup di Pe$ngadilan Tata 

Usaha Ne$gara, se$rta pe$rubahan pasal me$nge$nai tindak pidana 

lingkungan hidup dari tindak pidana formil me$njadi pidana mate$riil.103 

Se$cara umum, Undang-Undang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup (UU PPLH) me$nggunakan me$tode$ be$rbasis izin 

se$be$lum adanya Omnibus Law. Strate$gi ini ke$mudian dimodifikasi 

me$njadi pe$nde$katan be$rbasis risiko (Risk Base$ Approach/RBA) dalam 

UU Cipta Ke$rja. Artinya, pe$me$rintah pusat harus me$laksanakan 

pe$rizinan de$ngan te$tap me$mpe$rtimbangkan nilai bahaya dan 

ke$mungkinan ancaman te$rhadap be$rbagai e$le$me$n, se$pe$rti masalah 

lingkungan atau pe$manfaatan sumbe$r daya, ke$se$lamatan, dan 

ke$se$hatan. Modifikasi ini dinilai akan me$mudahkan pe$laku usaha dan 

inve$stor untuk me$ndapatkan izin usaha yang mungkin be$rdampak 

buruk bagi lingkungan. Tidak me$nutup ke$mungkinan de$finisi risiko 

dalam UU Cipta Ke$rja akan ditafsirkan se$cara subye$ktif se$hingga 

me$nimbulkan pe$rbe$daan pe$ndapat di antara pihak-pihak yang te$rlibat. 

Hal ini dikare$nakan se$tiap ke$lompok dan dae$rah di Indone$sia 

me$mpunyai indikasi yang be$rbe$da-be$da, ada yang me$ne$rima pe$luang 

dan ada pula yang me$nghindarinya. Re$ntan munculnya risiko 

                                                             
103 Nurle$li Sihotang, Je$lly Le$viza, Faisal Akbar Nasution, Afnila. Politik Hukum 

Pe$me$rintah Indone$sia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Be$rlakunya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Te$ntang Pe$ne$tapan Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Te$ntang Cipta Ke$rja Me$njadi Undang-Undang, jurnal UNE$S LAW RE$VIE$W, Vol. 6, No. 4, 

hlm. 7. Diakse$s dari https://www.re$vie$w-une$s.com/inde$x.php/law/article$/vie$w/2115, pada tanggal 

24 De$se$mbe$r 2024. 
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pe$rubahan dalam pe$nilaiannya, se$suatu yang pada awalnya te$rlihat 

be$risiko re$ndah, bisa me$njadi be$risiko tinggi pada saat pe$laksanaan jika 

tidak ada pe$ngawasan yang me$madai.104 

UU No. 11 Tahun 2020, Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti 

Undang-Undang (Pe$rpu) No. 2 Tahun 2022, dan UU No. 2 Tahun 2023 

se$bagian be$sar tidak me$ngalami pe$rubahan. Makna dari banyak pasal 

masih te$tap sama. Se$cara khusus, Pasal 24 dan 25 UU No. 32 Tahun 

2009 te$lah dimodifikasi se$hubungan de$ngan kompone$n pe$rlindungan 

lingkungan. Bahasa yang digunakan dalam Analisis Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan (Amdal) dile$mahkan ole$h modifikasi ini. Amdal adalah 

dasar untuk me$mbuat pilihan te$ntang ke$layakan lingkungan di bawah 

UU No. 32/2009. Di sisi lain, UU Cipta Ke$rja me$ngatur Amdal se$bagai 

dasar untuk pe$nilaian ke$layakan lingkungan. Hanya para ahli 

be$rse$rtifikat, pe$me$rintah dae$rah, dan pe$me$rintah fe$de$ral yang dapat 

me$njadi anggota tim uji ke$layakan. Se$lain itu, hanya individu yang 

te$rke$na dampak langsung dari Amdal yang dibe$rikan akse$s te$rhadap 

hak-hak publik se$lama pe$rsiapannya, me$nurut Pasal 25. 

Ke$khawatiran yang muncul dalam konte$ks Amdal adalah 

ke$te$rlibatan banyak pihak. Ke$khawatiran juga muncul me$nge$nai 

pe$ralihan dari Komisi Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan ke$ Tim 

                                                             
104 Sari, G. N. A., Se$karwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). POLE$MIK UNDANG-

UNDANG CIPTA KE$RJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP: Unive$rsitas Ne$ge$ri Se$marang. 

YUSTISI, 10(2), h. 223-230. Diakse$s dari 

https://e$jurnal.kampusakade$mik.co.id/inde$x.php/jmia/article$/vie$w/1426, pada tanggal 24 

De$se$mbe$r 2024 
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Uji Ke$layakan Lingkungan Hidup. Modifikasi ini me$mbatasi 

ke$mampuan masyarakat untuk me$nyuarakan pe$ndapatnya me$nge$nai 

re$ncana bisnis dan/atau ope$rasionalnya. Me$ngingat banyak masyarakat 

Indone$sia yang me$mpunyai akse$s te$rbatas te$rhadap pe$nge$tahuan dan 

siste$m hukum se$rta se$cara umum le$mah se$cara politik, kondisi ini 

sangat tidak me$nguntungkan. Pe$re$ncanaan amdal dan pe$ne$rbitan 

pe$rse$tujuan lingkungan hidup akan te$rke$na dampak de$ngan 

dike$luarkannya organisasi lingkungan hidup dari Tim Uji Ke$layakan 

Lingkungan Hidup. Pe$ndapat, gagasan, dan usulan yang disumbangkan 

ole$h organisasi-organisasi lingkungan hidup sangatlah be$rharga. Pada 

akhirnya, partisipasi yang me$rupakan kompone$n pe$nting dalam tata 

ke$lola yang e$fe$ktif se$makin me$nurun. 

Izin lingkungan hidup di Ne$gara Re$publik Indone$sia diatur 

dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 te$ntang Cipta Ke$rja, yang 

dibe$ntuk untuk me$nye$de$rhanakan pe$rsyaratan dasar pe$rizinan, 

pe$nye$rde$rhanaan ini dilakukan se$bagai bagian dari pe$rubahan te$rkait 

aturan yang be$rkaitan dalam ke$mudahan be$rusaha se$rta me$mbe$rikan 

pe$rlindungan dari prose$s pe$ngurusan izin lingkungan baik 

pe$mbe$rdayaan usaha mikro, me$ne$ngah dan usaha skala be$sar. Se$cara 

ke$se$luruhan, prose$s izin lingkungan yang te$rtuang dalam UU No. 6 

Tahun 2023 diharapkan mampu me$njadi alat yang e$fe$ktif untuk 

me$nge$ndalikan pe$nce$maran akibat limbah industri, me$lindungi 

lingkungan hidup, se$rta me$ndukung te$rwujudnya pe$mbangunan yang 
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be$rke$lanjutan di Indone$sia. Pe$rse$tujuan Lingkungan Hidup me$rupakan 

ke$putusan me$nge$nai ke$layakan lingkungan hidup yang me$rupakan 

wujud nyata komitme$n pe$nge$lolaan lingkungan hidup yang dise$tujui 

ole$h Pe$me$rintah Pusat dan Pe$me$rintah Dae$rah. Prose$s ini dirancang 

untuk me$mastikan bahwa se$tiap ke$giatan yang be$rpote$nsi 

me$me$ngaruhi lingkungan me$me$nuhi standar yang dite$tapkan. Namun, 

pe$rubahan dalam klausul ini te$lah me$micu kritik yang signifikan dari 

be$rbagai kalangan akade$misi. Me$re$ka be$rpe$ndapat bahwa pe$rubahan 

te$rse$but be$rpote$nsi me$mbuat kondisi lingkungan me$njadi le$bih re$ntan, 

kare$na tampaknya le$bih me$mprioritaskan ke$pe$ntingan bisnis daripada 

pe$rlindungan lingkungan. Kritikan ini me$nyoroti ke$khawatiran bahwa 

pe$rtimbangan e$konomi dapat me$ngalahkan aspe$k ke$be$rlanjutan, yang 

pada gilirannya dapat me$rugikan e$kosiste$m dan masyarakat se$cara 

ke$se$luruhan.  

Jika kita me$rujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup (Se$lanjutnya 

akan di se$but UU PPLH) Amdal me$rupakan dasar pe$rtama siste$m 

pe$rizinan usaha yang me$nimbulkan pe$ngaruh be$sar te$rhadap izin 

lingkungan yang akan di ke$luarkan ole$h Pe$me$rintah. Ke$mudian akan 

be$rlanjut ke$pada izin usaha/ke$giatan. Dapat dikatakan Amdal adalah 

garda pe$rtama pe$ne$ntu baik ataupun buruknya kualitas izin lingkungan 

dan izin ke$giatan usaha. Ole$h kare$na itu, jika kita me$ne$mpatkan 

komitme$n untuk me$mpe$role$h izin pada urutan pe$rtama dan izin 
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lingkungan yang be$rbasis Amdal tidak dahulukan, maka syste$m kontrol 

te$rhadap pe$laku usaha untuk tidak me$rusak lingkungan atau e$kologi 

lingkungan me$njadi tidak te$rje$laskan de$ngan baik.105 

Di Indone$sia, ke$bijakan pe$raturan me$nge$nai Amdal te$rus 

me$ne$rus be$rke$mbang, bahkan Amdal, Izin Lingkungan se$rta 

Pe$ran/Ke$te$rlibatan Masyarakat te$rmasuk dari 16 instrume$nt 

pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup yang te$rcantum dalam 

UU PPLH. Namun, pe$rubahan te$rkait pe$raturan lingkungan hidup di 

Indone$sia dianggap me$ngalami ke$munduran se$te$lah lahirnya UU Cipta 

Ke$rja yang me$nuai banyak kritikan dari be$rbagai e$le$me$n masyarakat, 

tak te$rke$cuali aktivis lingkungan hidup, walaupun pada akhirnya di 

sahkan dan di tanda tangani ole$h Pre$side$n Joko Widodo pada tanggal 

02 nove$mbe$r 2020.  

Dalam Undang-Undang Cipta Ke$rja te$rdapat be$rbagai 

pe$rubahan, te$rmasuk dalam aspe$k lingkungan hidup yang turut di 

be$rikan warna baru. Salah satu implikasi yang je$las se$te$lah UU Cipta 

Ke$rja di sahkan adalah be$rkurangnya partisipasi publik se$cara 

signifikan. Hal ini se$tidaknya dapat di lihat dari pe$mbe$ntukan Tim Uji 

Ke$layakan Lingkungan Hidup, lalu di hapusnya Komisi Pe$nilai Amdal 

dan pe$nye$mpitan de$finisi masyarakat yang wajib di libatkan dalam 

pe$nyusunan Amdal.106 

                                                             
105 Gatot Supramono, 2013, Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta Lingkungan Hidup di Indone$sia, 

Rine$ka Cipta, Jakarta. Hal. 76 
106 Koe$snadi Hardjosoe$mantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada Unive$rsity 

Pre$ss, Yogyakarta. Hal. 111  
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Pe$nghapusan komisi pe$nilai Amdal me$rupakan pe$rubahan yang 

cukup krusial, kare$na dalam pasal 23 UU PPLH, se$tidaknya ada 9 bisnis 

yang wajib di le$ngkapi dokume$n Amdal dan pe$nyusunannya 

me$libatkan 3 unsur masyarakat, yang nantinya Amdal yang te$lah di 

susun akan di uji ole$h Komisi Pe$nilai Amdal yang di atur dalam pasal 

29 UU PPLH, namun dalam UU Cipta Ke$rja Komisi Pe$nilai Amdal di 

hapuskan dan di ganti de$ngan Tim Uji Ke$layakan Lingkungan Hidup. 

Di mana dalam pasal 24 ayat (3) UU Cipta Ke$rja te$lah me$ngatur bahwa 

hanya ada tiga unsur dalam pe$mbe$ntukan Tim Uji Ke$layakan 

Lingkungan Hidup, yaitu Pe$me$rintah Pusat, Pe$me$rintah Dae$rah, dan 

Ahli Be$rse$rtfikat.  

Se$lanjutnya, partisipasi publik dalam pe$nyusunan Amdal dan 

pe$ngambilan ke$putusan dalam lingkungan hidup sangatlah pe$nting. 

Apalagi jika kita me$rujuk te$rhadap tujuan Amdal yaitu me$mastikan 

pote$nsi dampak lingkungan agar dapat di e$valuasi dan di 

pe$rtimbangkan dalam pe$ngambilan ke$putusan pe$me$rintah, se$rta 

me$nce$gah dampak pe$nce$maran dan/atau ke$rusakan lingkungan 

hidup.107 

Namun, ke$te$ntuan te$rkait partisipasi publik dalam UU Cipta 

Ke$rja be$rbe$da de$ngan UU PPLH, di mana pe$ran masyarakat dalam 

pe$rumusan Amdal sangat di batasi, dalam UU PPLH ke$te$rlibatan 

                                                             
107 Gatot Supramono, 2013, Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta Lingkungan Hidup di Indone$sia, 

Rine$ka Cipta, Jakarta. Hal. 76 
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masyarakat dan pe$me$rhati lingkungan hidup te$tap dilibatkan, namun 

sayangnya dalam UU Cipta Ke$rja, masyarakat yang te$ribat hanyalah 

se$batas masyarakat yang te$rke$na dampak langsung te$rhadap re$ncana 

usaha dan/atau ke$giatan. Jika kita me$lihat tabe$l pe$rbandingan antara 

UU PPLH de$ngan UU Cipta Ke$rja diatas, te$ntu te$rdapat pe$rbe$daan 

yang signifikan te$rkait ke$te$rlibatan masyarakat dalam prose$s 

pe$nyusunan Amdal. Dalam UU PPLH kita bisa me$lihat masyarakat di 

be$rikan ruang yang luas untuk be$rpartisipasi dan be$rpe$ran dalam 

rangka pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup. Se$lain itu, 

me$lalui asas-asas partisipatif yang te$rmasuk dalam salah satu asas 

dalam UU PPLH, se$tiap anggota masyarakat di dorong untuk be$rpe$ran 

aktif dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan dan pe$laksanaan 

pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup baik se$cara langsung 

maupun tidak langsung. 

Se$dangkan, dalam UU Cipta Ke$rja ke$te$rlibatan masyarakat 

justru dipe$rse$mpit de$ngan adanya frasa “masyarakat yang te$rdampak 

langsung” yang wajib te$rlibat dalam Amdal, dalam arti te$rdapat 

pe$rubahan te$rkait ke$te$ntuan pihak yang dapat be$rpe$ran dalam 

pe$nyusunan dokume$n Amdal pasca UU Cipta Ke$rja. Se$harusnya baik 

masyarakat yang te$rdampak langsung maupun tidak langsung dibe$rikan 

porsi yang sama dalam partisipasi publik. Prose$s Amdal juga tidak bisa 

dipisahkan dari hak masyarakat dan partisipasi masyarakat yang 

te$rke$na dampak ole$h adanya suatu ke$giatan usaha ataupun aktifitas 
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usaha, kare$na me$lalui prose$s pe$mbuatan Amdal lah masyarakat 

dibe$rikan hak yang proporsional guna me$rumuskan Amdal se$suai 

de$ngan prinsip-prinsip lingkungan hidup.108 

Le$bih lanjut te$rkait de$ngan ke$te$rlibatan masyarakat di atur 

dalam Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 22 tahun 2021 te$ntang 

Pe$nye$le$nggaraan Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup 

(se$lanjutnya akan dise$but PP No 22 tahun 2021). Masyarakat yang di 

libatkan dalam pe$nyusunan Amdal adalah masyarakat yang te$rke$na 

dampak langsung, dan yang dimaksud de$ngan masyarakat te$rke$na 

dampak langsung me$rupakan masyarakat yang be$rada di dalam batas 

wilayah studi Amdal yang akan te$rke$na dampak se$cara langsung baik 

positif dan/atau ne$gatif dari adanya re$ncana usaha dan/atau ke$giatan. 

Namun akhirnya pe$me$rhati lingkungan hidup, pe$ne$liti, atau le$mbaga 

swadaya masyarakat pe$ndamping yang te$lah me$mbina dan 

me$ndampingi masyarakat te$rke$na dampak langsung juga dapat di 

libatkan se$bagai bagian dari masyarakat te$rke$na dampak langsung.  

Ke$mudian, dalam prose$s pe$nyusunan amdal yang te$lah te$rte$ra 

dalam Pasal 35 ayat (1) PP No 2/2021 te$rdapat le$ve$l dalam pe$libatan 

masyarakat. Masyarakat yang te$rdampak langsung akan dilibatkan 

dalam prose$s konsultasi publik. Namun yang tidak te$rmasuk se$bagai 

masyarakat te$rdampak langsung dan Le$mbaga swadaya masyarakat 

                                                             
108 Prihantoro Laksmi., 1989, Manusia dan Lingkungan Hidup, FMIPA IKIP Bandung, 

Bandung. Hal. 19 
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yang tidak te$rlibat langsung me$ndampingi masyarakat te$rdampak 

langsung, tidak dapat te$rlibat dalam prose$s konsultasi publik dan hanya 

dapat me$gajukan saran, pe$ndapat, dan tanggapan (SPT) te$rhadap 

re$ncana usaha dalam jangka waktu 10 (se$puluh) hari se$jak 

pe$ngumuman dipublikasikan. 

Pe$nje$lasan ini me$nggambarkan pe$nde$katan re$duksionis dalam 

pe$rizinan lingkungan hidup yang artinya Reduksionisme Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat berdampak positif terhadap 

lingkungan hidup, asalkan pemerintah berperan aktif dalam 

menegakkan peraturan tersebut. Termasuk pencabutan izin bagi pelaku 

usaha industri yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang 

tercantum dalam izin usahanya, sehingga eksploitasi lingkungan hidup 

oleh para pelanggar tersebut dapat diatasi dengan pencabutan izin 

secara langsung, bukan hanya sanksi administrative, yang se$be$lumnya 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, kini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 te$ntang Pe$nciptaan Lapangan 

Ke$rja, yang me$ncakup be$be$rapa aspe$k pe$nting yang me$me$ngaruhi 

prose$s pe$rizinan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup di Indone$sia.109 

Aspe$k-aspe$k ke$se$njangan te$rse$but me$liputi: 

 

                                                             
109 Dea Amalia Novela, Sadino, Aris Machmud, Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya 

Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 

Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga. Vol. 6, No. 3, hlm. 8. Di askes dari 

https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/7405, pada tanggal 16 April 2025 
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Aspek 
UU No. 32 Tahun 

2009 

UU No. 6 Tahun 

2023 

Pe$rge$se$ran dari Izin 

Lingkungan ke$ 

Pe$rse$tujuan 

Lingkungan 

Dalam Pasal 36 UU 

No. 32 Tahun 2009 

me$nje$laskan bahwa 

izin lingkungan 

adalah salah satu izin 

utama yang harus 

dipe$role$h ole$h se$tiap 

ke$giatan usaha yang 

be$rdampak 

signifikan te$rhadap 

lingkungan. Izin 

lingkungan ini 

me$ncakup be$rbagai 

kompone$n se$pe$rti 

Analisis Me$nge$nai 

Dampak Lingkungan 

(AMDAL), Upaya 

Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup 

(UKL), dan Upaya 

Pe$mantauan 

Lingkungan Hidup 

(UPL). 

Dalam Pasal 22 Angka 

1 UU No. 6 Tahun 

2023 me$mbe$rikan 

pe$rubahan konse$p 

te$rkait izin lingkungan 

yang be$rubah 

me$njadi pe$rse$tujuan 

lingkungan. 

Pe$rse$tujuan 

lingkungan ini te$tap 

me$libatkan AMDAL 

atau UKL-UPL, 

namun prose$snya 

le$bih dise$de$rhanakan 

kare$na pe$rse$tujuan 

lingkungan ini 

me$njadi bagian dari 

pe$rizinan be$rusaha 

yang 

me$nginte$grasikan 

se$mua izin yang 

dipe$rlukan dalam 

satu pe$rizinan 

be$rusaha be$rbasis 

risiko yang me$miliki 

tujuan untuk 

me$ningkatkan laju 
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pe$rtumbuhan 

industri 

Pe$rizinan Be$rbasis 

Risiko 

Dalam Pasal 36 Ayat 

1 dan 2 Tidak 

me$miliki konse$p 

pe$rizinan be$rbasis 

risiko kare$na 

ke$giatan usaha 

industri yang 

be$rpote$nsi 

be$rdampak pada 

lingkungan 

diwajibkan untuk 

me$miliki izin 

lingkungan tanpa 

me$mpe$rhitungkan 

tingkat risiko se$cara 

spe$sifik. 

Dalam Pasal 6 huruf 

a dan Pasal 7 ayat 1 

Re$gulasi ini 

me$mpe$rke$nalkan 

konse$p izin 

lingkungan be$rbasis 

risiko, dimana 

ke$giatan usaha akan 

diklasifikasikan 

be$rdasarkan tingkat 

risikonya apakah itu 

re$ndah, me$ne$ngah 

atau tinggi, 

ke$mudian 

pe$rse$tujuan 

lingkungan 

dise$suaikan de$ngan 

tingkat risiko 

te$rse$but. Ke$giatan 

de$ngan risiko re$ndah 

mungkin hanya 

me$me$rlukan 

re$gistrasi atau izin 

se$de$rhana be$rupa 

SPPL, se$me$ntara 

ke$giatan de$ngan 

risiko tinggi 

me$me$rlukan 
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pe$rse$tujuan 

lingkungan yang 

le$bih kompre$he$nsif. 

Pe$nghapusan 

AMDAL untuk 

Ke$giatan de$ngan 

Risiko Re$ndah 

Pasal 22 ayat 1 

Se$tiap ke$giatan yang 

be$rdampak 

signifikan te$rhadap 

lingkungan 

diwajibkan untuk 

me$miliki AMDAL. 

Dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) 

Nomor 22 Tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

PP ini merupakan 

peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta 

Kerja, yang 

kemudian ditetapkan 

menjadi undang-

undang melalui 

Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 

2023. Wajib 

AMDAL hanya 

dilakukan untuk 

industri de$ngan 

risiko tinggi te$rhadap 

lingkungan. 

Ke$mudian, untuk 

ke$giatan de$ngan 
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risiko me$ne$ngah, 

cukup dilakukan 

pe$nyusunan 

UKLUPL, se$me$ntara 

ke$giatan de$ngan 

risiko re$ndah hanya 

be$rupa pe$rnyataan 

ke$sanggupan atau 

tidak me$me$rlukan 

dokume$n lingkungan 

sama se$kali. 

Pe$nye$de$rhanaan 

Prose$s Pe$rizinan 

Dalam Pasal 39 dan 

40 Prose$s Izin 

Lingkungan 

dilakukan se$cara 

manual de$ngan 

banyak tahapan yang 

dilakukan se$hingga 

me$me$rlukan waktu 

yang cukup lama 

Dalam Pasal 6 dan 7 

ayat 1 uu ciptaker 

Prose$s Izin 

Lingkungan 

dilakukan de$ngan 

digitalisasi me$lalui 

OSS, artinya 

te$rdapat 

pe$nye$de$rhanakan 

prose$s pe$rizinan 

me$lalui inte$grasi 

pe$rizinan lingkungan 

de$ngan pe$rizinan 

be$rusaha lainnya, 

me$mpe$rce$pat prose$s 

pe$rizinan dan 

me$ngurangi be$ban 

administrasi bagi 

pe$laku usaha. 
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Namun, pe$rubahan 

ini juga 

me$nimbulkan 

ke$khawatiran 

te$ntang pote$nsi 

pe$ngurangan kualitas 

pe$ngawasan dan 

pe$rlindungan 

lingkungan. 

Pe$ningkatan Pe$ran 

Pe$me$rintah Pusat 

Dalam pasal 34 ayat 

2 dan pasal 37 ayat 1 

dan 2 Pe$me$rintah 

dae$rah me$miliki 

pe$ran yang 

signifikan dalam 

prose$s pe$ne$rbitan 

izin lingkungan, 

te$rutama dalam hal 

AMDAL dan UKL-

UPL. 

Dalam pasal 72 UU 

ciptaker Re$gulasi ini 

me$mpe$rkuat pe$ran 

pe$me$rintah pusat 

dalam 

me$nge$ndalikan dan 

me$ngawasi 

pe$rse$tujuan 

lingkungan, de$ngan 

tujuan untuk 

me$ningkatkan 

konsiste$nsi 

ke$bijakan dan 

me$lakukan 

pe$me$rataan di 

se$luruh wilayah 

Indone$sia. 

Implikasi te$rhadap 

Pe$nge$lolaan 

Lingkungan 

Dalam Pasal 36 ayat 

1-4 UU No. 32 

Tahun 2009 

me$miliki fokus pada 

Dalam pasal 6 dan 7 

ayat1 UU ciptaker 

Aturan baru ini 

me$ne$kanan untuk 
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pe$rlindungan 

lingkungan yang 

ke$tat me$lalui 

be$rbagai me$kanisme$ 

pe$rizinan yang 

me$nde$tail. 

me$miliki 

ke$se$imbangan antara 

ke$mudahan be$rusaha 

dan pe$rlindungan 

lingkungan. 

Me$skipun be$rtujuan 

untuk me$mpe$rce$pat 

prose$s pe$rizinan dan 

inve$stasi, pe$rubahan 

ini me$nimbulkan 

tantangan baru 

dalam hal 

me$mastikan bahwa 

pe$rlindungan 

lingkungan te$tap 

te$rjaga de$ngan baik. 

 

Tabe$l diatas me$nje$laskan bahwa pe$rizinan lingkungan 

be$rfungsi se$bagai alat pe$nge$ndalian yang be$rsifat pre$ve$ntif dan kuratif. 

Dalam konte$ks pre$ve$ntif, pe$rizinan me$mastikan bahwa se$be$lum 

se$buah industri me$mulai ope$rasionalnya, pote$nsi dampak te$rhadap 

lingkungan te$lah die$valuasi se$cara me$nye$luruh. Prose$dur ini 

me$me$rlukan Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang 

me$ngide$ntifikasi pote$nsi risiko dan dampak, dan me$nggambarkan 

langkah-langkah mitigasi yang dipe$rlukan untuk industri. Se$lain itu, 

pe$rizinan lingkungan juga be$rsifat kuratif, di mana pe$me$rintah me$lalui 
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re$gulasi ini dapat me$ne$tapkan pe$rsyaratan khusus yang harus dipe$nuhi 

ole$h pe$laku industri dalam pe$nge$lolaan limbah me$re$ka. 

De$ngan me$lalui pe$nggabungan izin, ke$mudian pe$ne$rapan 

siste$m pe$rizinan be$rbasis risiko se$rta prose$s yang dilakukan se$cara 

digitalisasi me$lalui OSS dan pe$me$rintah dae$rah yang dibe$rikan 

ke$we$nangan le$bih be$sar maka Undang-Undang ini diharapkan dapat 

me$mprose$s pe$rizinan me$njadi le$bih e$fisie$n dan e$fe$ktif dalam 

me$ndukung pe$mbangunan be$rke$lanjutan se$rta pe$rlindungan 

lingkungan. Pe$rizinan lingkungan se$ring kali be$rhadapan de$ngan 

banyak be$rbagai tantangan. Salah satu pe$rmasalahan pokok yang 

me$njadi tantangan pe$nting adalah kurangnya ke$sadaran dan ke$patuhan 

dari pihak industri. Banyak pe$laku industri yang masih me$nganggap 

pe$rizinan lingkungan se$bagai be$ban administratif se$mata, bukan 

se$bagai alat pe$nting dalam me$njaga ke$le$starian lingkungan. Akibatnya, 

masih dite$mukan kasus-kasus di mana industri be$rope$rasi tanpa izin 

lingkungan yang sah atau tidak me$matuhi pe$rsyaratan yang te$lah 

dite$tapkan. 

Me$nye$le$saikan Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan Hidup 

(AMDAL) adalah langkah pe$nting pe$rtama dalam prose$s 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan. AMDAL akan me$ndukung analisis 

dampak apa pun yang mungkin te$rjadi. Tugas utama AMDAL 

be$rdasarkan Undang-Undang Cipta Ke$rja (UU Cipta Ke$rja) adalah 

me$me$riksa dan me$nilai pe$rubahan yang diakibatkan ole$h pe$laksanaan 
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pe$mbangunan. Te$rdapat be$be$rapa pe$rbe$daan aturan se$be$lum dan 

se$te$lah disahkannya Undang-undang Cipta ke$rja, yaitu: 

No.  UU No 32 Tahun 

2009 Te$ntang 

UUPPLH 

UU No 6 Tahun 2023 

Te$ntang Cipta Ke$rja 

1. AMDAL Dalam pasal 24, 

dokume$n Analisis 

Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan 

(AMDAL) 

digunakan se$bagai 

dasar pe$ne$ntuan 

ke$putusan 

ke$layakan 

lingkungan hidup 

Dalam UU ciptaker 

pasal 24 ayat 1-6, dasar 

ke$layakan lingkungan 

hidup dite$ntukan ole$h 

ke$layakan lingkungan 

hidup yang dinilai ole$h 

pane$l ahli yang te$rdiri 

dari pe$jabat pe$me$rintah 

pusat, pe$rwakilan 

pe$me$rintah dae$rah, dan 

ahli be$rse$rtifikat, yang 

ditunjuk ole$h 

pe$me$rintah. 

2. Partisipasi 

Masyarakat 

Dalam pasal 26, 

masyarakat harus 

dilibatkan se$be$lum 

suatu ke$giatan 

dilakukan, dan 

masyarakat juga 

dapat me$ngajukan 

ke$be$ratan te$rhadap 

dokume$n Analisis 

Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan 

(AMDAL) se$cara 

le$ngkap yang harus 

dipublikasikan 

se$be$lum ke$giatan 

dilaksanakan. 

Dalam UU Ciptaker 

pasal 26 ayat 2-3, hanya 

masyarakat yang te$rke$na 

dampak langsung yang 

dilibatkan dalam 

pe$rsiapan dokume$n, dan 

ke$te$ntuan bagi 

masyarakat untuk 

me$ngajukan ke$be$ratan 

te$lah dihapus. 

3. Srtuktur 

Ke$le$mbagaan 

Pada pasal 29, 

bupati, gube$rnur, 

atau me$nte$ri 

me$nunjuk Komisi 

Pe$nilai AMDAL, 

se$buah panitia 

khusus yang 

be$rtugas me$ninjau 

dan me$ngambil 

ke$putusan 

Pe$rsyaratan ini te$lah 

dihapuskan. Se$te$lah 

me$nunjukkan kapasitas 

me$re$ka untuk me$nge$lola 

lingkungan, ke$giatan 

yang se$be$lumnya 

diwajibkan untuk 

me$me$nuhi pe$rsyaratan 

UKL-UPL se$karang 

dibe$rikan izin usaha 
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be$rdasarkan 

dokume$n AMDAL 

se$cara langsung me$lalui 

pe$raturan pe$me$rintah. 

4. Pe$nje$lasan 

strict liability 

Pasal 69 ayat (1) 

huruf h UUPPLH 

dan te$ori strict 

liability. Ke$adilan 

dan ke$pastian 

hukum, pe$ne$gakan 

hukum harus 

dilakukan de$ngan 

ce$rmat dan adil, 

me$mpe$rtimbangkan 

se$mua bukti yang 

ada se$rta 

me$mahami 

dinamika dan 

struktur ke$rja 

dalam korporasi. 

Imple$me$ntasi yang 

e$fe$ktif 

me$mbutuhkan 

ke$be$ranian, 

ke$te$litian, dan ke$rja 

sama antar le$mbaga 

untuk me$mbe$rikan 

e$fe$k je$ra yang 

nyata dan 

me$lindungi 

lingkungan hidup 

dari ke$rusakan 

yang le$bih parah. 

untuk me$mpe$role$h 

pe$rse$tujuan lingkungan 

te$rlihat dari hilangnya 

partisipasi publik dalam 

dokume$n AMDAL, 

pe$rubahan izin 

lingkungan me$njadi 

pe$rse$tujuan lingkungan, 

pe$narikan ke$we$nangan 

Pe$me$rintah Dae$rah 

me$njadi ke$we$nangan 

Pe$me$rintah Pusat, 

dicabutnya ke$te$ntuan 

pasal me$nge$nai 

pe$rtanggungjawaban 

mutlak tanpa pe$rlu 

pe$mbuktian unsur 

ke$salahan (stict 

liability),dicabutnya 

ke$te$ntuan pasal 

me$nge$nai pe$mbatalan 

izin lingkungan me$lalui 

ke$putusan pe$ngadilan, 

dicabutnya ke$te$ntuan 

pasal me$nge$nai hak 

gugat administratif 

se$ngke$ta lingkungan 

hidup di Pe$ngadilan Tata 

Usaha Ne$gara, se$rta 

pe$rubahan pasal 

me$nge$nai tindak pidana 

lingkungan hidup dari 

tindak pidana formil 

me$njadi pidana mate$riil. 

  

Tabe$l diatas me$nje$laskan Pe$me$rintah me$mastikan tidak ada 

pe$nghapusan izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam 

Undang-Undang Cipta Ke$rja (UU Cipta Ke$rja) atau Omnibus Law di 

se$ktor lingkungan.  Pe$rse$tujuan lingkungan me$rupakan pe$rsyaratan 
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dasar Pe$rizinan Be$rusaha. Se$kre$taris Ke$me$nte$rian Koordinator Bidang 

Pe$re$konomian Susiwijono Moe$giarso me$nje$laskan, AMDAL hanya 

dibuat se$de$rhana agar aturannya tidak be$rbe$lit-be$lit. “AMDAL tidak 

dihapus, dan te$tap ada, akan te$tapi prose$snya dibuat me$njadi le$bih 

se$de$rhana, se$hingga waktu dan biaya yang dibutuhkan me$njadi le$bih 

e$fisie$n”. 

UU Cipta Ke$rja me$ngatur bahwa prinsip dan konse$p dasar 

AMDAL tidak be$rubah, te$tap se$suai ke$te$ntuan 

se$be$lumnya.  Pe$rubahan hanya te$rkait pe$mbe$rian ke$mudahan dalam 

me$mpe$role$h pe$rse$tujuan lingkungan.  Izin lingkungan diinte$grasikan 

ke$ dalam Pe$rizinan Be$rusaha untuk me$ringkas siste$m pe$rizinan dan 

me$mpe$rkuat pe$ne$gakan hukum.  

Hal te$rse$but, lanjut Susi, dipe$rkuat de$ngan Pasal 1 Angka 11 

yang me$nye$butkan bahwa AMDAL adalah kajian me$nge$nai dampak 

pe$nting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau ke$giatan yang 

dire$ncanakan, untuk digunakan se$bagai prasyarat pe$ngambilan 

ke$putusan te$ntang pe$nye$le$nggaraan usaha dan/atau ke$giatan se$rta 

te$rmuat dalam Pe$rizinan Be$rusaha, atau pe$rse$tujuan Pe$me$rintah Pusat 

atau Pe$me$rintah Dae$rah. 

Ke$mudahan untuk me$mpe$role$h pe$rse$tujuan lingkungan te$rlihat 

dari hilangnya partisipasi publik dalam dokume$n AMDAL, pe$rubahan 

izin lingkungan me$njadi pe$rse$tujuan lingkungan, pe$narikan 

ke$we$nangan Pe$me$rintah Dae$rah me$njadi ke$we$nangan Pe$me$rintah 
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Pusat, dicabutnya ke$te$ntuan pasal me$nge$nai pe$rtanggungjawaban 

mutlak tanpa pe$rlu pe$mbuktian unsur ke$salahan (stict liability), 

dicabutnya ke$te$ntuan pasal me$nge$nai pe$mbatalan izin lingkungan 

me$lalui ke$putusan pe$ngadilan, dicabutnya ke$te$ntuan pasal me$nge$nai 

hak gugat administratif se$ngke$ta lingkungan hidup di Pe$ngadilan Tata 

Usaha Ne$gara, se$rta pe$rubahan pasal me$nge$nai tindak pidana 

lingkungan hidup dari tindak pidana formil me$njadi pidana mate$riil. 

Be$rdasarkan ke$te$ntuan lama, izin lingkungan te$rpisah dari 

Pe$rizinan Be$rusaha, maka apabila ada pe$langgaran dan dike$nakan 

sanksi pe$ncabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah 

te$tap jalan.  Namun, di UU Cipta Ke$rja, izin lingkungan te$rinte$grasi 

de$ngan pe$rizinan be$rusaha, apabila ada pe$langgaran dan dike$nakan 

sanksi pe$ncabutan izin, yang dicabut se$kaligus Pe$rizinan Be$rusaha.110 

Pe$rse$tujuan lingkungan me$njadi dasar pe$ne$rbitan Pe$rizinan 

Be$rusaha se$bagai Ke$putusan Tata Usaha Ne$gara.  Pasal 24 (ayat 1-6) 

juga me$nye$butkan, dokume$n AMDAL me$rupakan dasar uji ke$layakan 

lingkungan hidup. Pe$me$rintah Pusat atau Pe$me$rintah Dae$rah 

me$ne$tapkan Ke$putusan Ke$layakan Lingkungan Hidup be$rdasarkan 

hasil uji ke$layakan lingkungan hidup. Ke$putusan Ke$layakan 

Lingkungan Hidup se$bagai pe$rsyaratan pe$ne$rbitan Pe$rizinan Be$rusaha, 

atau pe$rse$tujuan Pe$me$rintah Pusat atau Pe$me$rintah Dae$rah. 

                                                             
110 https://www.e$kon.go.id/publikasi/de$tail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-ke$rja-tidak-

dihapus-hanya-dise$de$rhanakan 
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Se$me$ntara Pasal 37 me$nje$laskan, Pe$rizinan Be$rusaha dapat 

dibatalkan apabila pe$ne$rbitannya tanpa me$me$nuhi syarat se$bagaimana 

te$rcantum dalam Ke$putusan Ke$layakan Lingkungan Hidup atau 

Pe$rnyataan Ke$sanggupan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup; atau 

ke$wajiban yang dite$tapkan dalam dokume$n Amdal atau UKL-UPL 

tidak dilaksanakan ole$h pe$nanggung jawab usaha dan/atau ke$giatan. 

Se$cara umum, Undang-Undang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup (UU PPLH) me$nggunakan me$tode$ be$rbasis izin 

se$be$lum adanya Omnibus Law. Strate$gi ini ke$mudian dimodifikasi 

me$njadi pe$nde$katan be$rbasis risiko (Risk Base$ Approach/RBA) dalam 

UU Cipta Ke$rja. Artinya, pe$me$rintah pusat harus me$laksanakan 

pe$rizinan de$ngan te$tap me$mpe$rtimbangkan nilai bahaya dan 

ke$mungkinan ancaman te$rhadap be$rbagai e$le$me$n, se$pe$rti masalah 

lingkungan atau pe$manfaatan sumbe$r daya, ke$se$lamatan, dan 

ke$se$hatan. Modifikasi ini dinilai akan me$mudahkan pe$laku usaha dan 

inve$stor untuk me$ndapatkan izin usaha yang mungkin be$rdampak 

buruk bagi lingkungan. Tidak me$nutup ke$mungkinan de$finisi risiko 

dalam UU Cipta Ke$rja akan ditafsirkan se$cara subye$ktif se$hingga 

me$nimbulkan pe$rbe$daan pe$ndapat di antara pihak-pihak yang te$rlibat. 

Hal ini dikare$nakan se$tiap ke$lompok dan dae$rah di Indone$sia 

me$mpunyai indikasi yang be$rbe$da-be$da, ada yang me$ne$rima pe$luang 

dan ada pula yang me$nghindarinya. Re$ntan munculnya risiko 

pe$rubahan dalam pe$nilaiannya, se$suatu yang pada awalnya te$rlihat 
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be$risiko re$ndah, bisa me$njadi be$risiko tinggi pada saat pe$laksanaan jika 

tidak ada pe$ngawasan yang me$madai.111 

                                                             
111 Sari, G. N. A., Se$karwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). POLE$MIK UNDANG-

UNDANG CIPTA KE$RJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP: Unive$rsitas Ne$ge$ri Se$marang. 

YUSTISI, 10(2), h. 223-230. 
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG CIPTA KERJA DAN PANDANGAN FIKIH LINGKUNGAN 

 

A. Analisis Izin Lingkungan Menurut Asas Perlindungan Dan 

Kelestarian Lingkungan 

  Asas ke$le$starian me$ne$kankan pada upaya untuk me$njaga dan 

me$lindungi sumbe$r daya alam dan budaya agar dapat diwariskan ke$pada 

ge$ne$rasi me$ndatang.112 Se$me$ntara itu, asas ke$be$rlanjutan me$ngharuskan 

pe$nge$lolaan pariwisata dilakukan de$ngan bijaksana, se$rta 

me$mpe$rtimbangkan ke$se$imbangan antara ke$pe$ntingan e$konomi, sosial, 

dan lingkungan. Dalam hal pe$ngaturan hukum, Indone$sia te$lah me$miliki 

se$jumlah re$gulasi yang me$ndukung pe$ne$rapan asas ke$le$starian dan 

ke$be$rlanjutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 te$ntang Pe$rlindungan 

dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, yang te$lah diubah de$ngan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2023, me$mbe$rikan dasar hukum bagi pe$rlindungan 

lingkungan dalam be$rbagai se$ktor, te$rmasuk pariwisata. Undangundang ini 

me$ngatur te$ntang upaya pre$ve$ntif dan kuratif dalam me$ngatasi pe$nce$maran 

dan ke$rusakan lingkungan. 

  Salah satu pe$raturan utama yang me$njadi landasan pe$ne$rapan asas 

                                                             
112 Riyanto, S. 2023. Re$lasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Ke$arifan 

Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Le$galita, 5(2), 

h.128-142. 
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ke$le$starian adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup, yang diubah me$lalui 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Undang-undang ini me$ne$tapkan 

ke$rangka ke$rja nasional untuk pe$rlindungan lingkungan dan me$ne$kankan 

pe$ntingnya ke$le$starian dalam se$tiap aktivitas manusia, te$rmasuk dalam 

industri pariwisata. UU No. 32 Tahun 2009 me$nyatakan bahwa se$tiap 

ke$giatan yang be$rpote$nsi me$nimbulkan dampak te$rhadap lingkungan harus 

dilakukan de$ngan me$mpe$rhatikan prinsipprinsip ke$le$starian lingkungan. 

Ini te$rmasuk ke$wajiban untuk me$nyusun Analisis Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) bagi proye$k-proye$k pe$mbangunan yang dapat 

me$me$ngaruhi lingkungan. 

  Pasal 2 undang-undang ini me$nje$laskan bahwa pe$rlindungan 

lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip ke$le$starian yang 

me$mprioritaskan daya dukung lingkungan dan ke$se$imbangan antara 

ke$giatan e$konomi dan ke$le$starian e$kosiste$m. Hal ini be$rarti bahwa dalam 

me$nge$mbangkan se$ktor pariwisata, baik pe$me$rintah maupun swasta harus 

me$mpe$rtimbangkan daya tampung lingkungan Bali, se$hingga 

pe$mbangunan yang dilakukan tidak me$le$bihi kapasitas lingkungan 

alamnya. Jika daya tampung lingkungan te$rlampaui, Bali be$risiko 

me$nghadapi de$gradasi lingkungan yang parah, te$rmasuk polusi udara dan 

air, se$rta pe$nurunan kualitas ke$ane$karagaman hayati. 

  Dalam me$ngimple$me$ntasikan asas ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan, 

dipe$rlukan kolaborasi yang e$rat antara ke$tiga pihak te$rse$but, baik me$lalui 



136 
 

 
 
 

re$gulasi, partisipasi aktif masyarakat, maupun ke$sadaran dari industri 

pariwisata itu se$ndiri. 

  Pe$me$rintah me$miliki pe$ran se$ntral dalam me$ngatur dan me$ngawasi 

pe$ne$rapan asas ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan. Pe$me$rintah pusat dan 

dae$rah, khususnya Provinsi, te$lah me$ne$tapkan be$rbagai re$gulasi yang 

be$rtujuan untuk me$njaga agar tidak me$rusak lingkungan dan me$ngancam 

ke$be$rlanjutan budaya lokal. Pe$raturan-pe$raturan yang te$lah dike$luarkan 

ole$h pe$me$rintah, se$pe$rti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 te$ntang 

Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. Pe$me$rintah 

be$rtanggung jawab dalam me$nye$diakan ke$rangka hukum yang je$las 

me$nge$nai ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan. UU No. 32 Tahun 2009, yang 

te$lah dipe$rbarui de$ngan UU No. 6 Tahun 2023, me$njadi landasan utama 

dalam upaya pe$rlindungan lingkungan di Indone$sia. Re$gulasi ini 

me$ne$kankan pe$ntingnya pe$nilaian dampak lingkungan (AMDAL) se$be$lum 

pe$mbangunan fasilitas wisata dilakukan. Dalam hal ini, pe$me$rintah 

be$rtugas me$mastikan bahwa se$tiap proye$k pe$mbangunan di se$ktor 

pariwisata me$me$nuhi standar ke$le$starian lingkungan dan tidak me$lampaui 

kapasitas. 

  Pe$rlindungan lingkungan me$mbantu me$mastikan pe$nge$lolaan yang 

be$rke$lanjutan dari sumbe$r daya alam. Tanah subur, air be$rsih, hutan, dan 

ke$ane$karagaman hayati adalah ase$t be$rharga yang pe$rlu dipe$lihara agar 

dapat digunakan ole$h ge$ne$rasi me$ndatang. Tanpa upaya pe$rlindungan yang 

te$pat, sumbe$r daya alam ini dapat habis te$rkuras, me$ninggalkan masa de$pan 
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yang suram bagi umat manusia. Salah satu aspe$k pe$nting dalam me$njaga 

lingkungan yaitu adanya re$gulasi je$las te$rkait de$ngan pe$ndaftaran 

pe$rse$tujuan lingkungan.113 

  pe$rse$tujuan lingkungan me$miliki pe$ran yang sangat pe$nting dalam 

me$njaga ke$be$rlanjutan lingkungan hidup dan me$ngatur ke$giatan manusia 

yang be$rpote$nsi me$mbe$rikan dampak te$rhadap lingkungan.114 Prose$s ini 

me$rupakan langkah awal yang sangat krusial dalam pe$nge$lolaan 

lingkungan hidup se$cara be$rke$lanjutan. De$ngan me$lakukan pe$rse$tujuan 

lingkungan, pihak yang be$rtanggung jawab akan me$mpe$rtimbangkan dan 

me$nge$valuasi dampak pote$nsial dari ke$giatan yang akan dilakukan 

te$rhadap lingkungan hidup se$kitarnya. 

  Adapun Pe$raturan Pe$me$rintah yang me$ngatur te$ntang pe$rse$tujuan 

lingkungan yaitu PP No. 22 Tahun 2021 Te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Dan 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 

2021 ini dise$butkan bahwa:115 

“Pe$raturan Pe$me$rintah me$ngatur me$nge$nai pe$rse$tujuan lingkungan”  

  Se$lanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) dije$laskan bahwa pe$rse$tujuan 

lingkungan se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki 

ole$h se$tiap usaha dan/atau ke$giatan yang me$miliki dampak pe$nting atau 

tidak pe$nting te$rhadap lingkungan. Pe$rse$tujuan lingkungan se$bagaimana 

                                                             
113 Koe$snadi, Hukum Tata Lingkungan, E$d. 8, Ce$t. 18, (Yogyakarta Gajahmada 

Unive$rsity Pre$ss, 2015) 
114 Asshiddiqie$, Gre$e$n Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945, (Rajawali 

Pe$rs, Jakarta, 2019) 
115 Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021  
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yang dimaksud pada Ayat (2) me$njadi prasyarat pe$ne$rbitan usaha atau 

instansi pe$me$rintah.116 Pe$raturan Pe$me$rintah ini me$ngatur me$kanisme$ 

pe$rse$tujuan lingkungan yang harus dipe$role$h se$be$lum me$mulai usaha atau 

ke$giatan yang be$rdampak signifikan te$rhadap lingkungan. 

  pe$rse$tujuan lingkungan me$miliki dampak yang signifikan te$rhadap 

ke$be$rlanjutan lingkungan hidup. Dalam konte$ks pe$mbangunan yang te$rus 

be$rke$mbang di Indone$sia prose$s pe$ndaftaran pe$rse$tujuan lingkungan 

me$njadi pintu ge$rbang pe$nting untuk me$mastikan bahwa se$tiap ke$giatan 

yang be$rpote$nsi me$rusak lingkungan te$lah die$valuasi dan dipe$rtimbangkan 

dampaknya se$cara holistik.117 

  Dasar dan Asas me$rupakan landasan pokok dalam be$rjalannya 

suatu Undang-undang. Tujuan dan Asas se$rta ruang lingkup pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup yang se$cara e$ksplisit dinyatakan dalam Pasal 2-4 

UUPPLH. Pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup dilaksanakan 

de$ngan tujuan pe$nge$lolaan lingkungan hidup se$bagaimana Pasal 3 

UUPPLH dinyatakan me$miliki tujuan:118 

Me$lindungi Wilayah Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia dari 

pe$nce$maran dan ke$rusakan lingkungan hidup.  

1. Me$njamin ke$se$lamatan, ke$se$hatan, dan ke$hidupan manusia.  

2. Me$njamin ke$langsungan ke$hidupan makhluk hidup dan ke$le$starian 

                                                             
116 PP RI No. 22 Tahun 2021 Te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup 
117 Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Ke$bijaksanaan Lingkungan dalam Prose$s 

pe$mbangunan Nasional Indone$sia. (Surabaya: Unive$rsitas Airlangga: 2017) 
118 Usman Rachmadi, Pokok-pokok Hukum Lingkungan (Jakarta, Pe$ne$rbit Akade$mika 

Pre$ssindo, 2020) 
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e$kosiste$m.  

3. Me$njaga ke$le$starian fungsi lingkungan hidup.  

4. Me$ncapai ke$se$rasian, ke$se$larasan, dan ke$se$imbangan lingkungan 

hidup.  

5. Me$njamin te$rpe$nuhinya ke$adilan ge$ne$rasi masa kini dan masa de$pan 

Me$njamin pe$me$nuhan dan pe$rlindungan hak atas lingkungan hidup 

se$bagai bagian dari hak asasi manusia.  

6. Me$nge$ndalikan pe$manfaatan sumbe$r daya alam se$cara bijaksana.  

7. Me$wujudkan pe$mbangunan be$rke$lanjutan. 

8. Me$ngantisipasi isul lingkungan global. 

Se$dangkan asas pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan lingkungan hidup 

dapat digolongkan se$bagai be$rikut: 

1. Asas Legalitas Asas ini mengandung asas kepastian hukum, kejelasan 

maupun ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, 

terutama yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan dan sanksi yang 

harus dijatuhkan agar pelaku menaati peraturan. Dalam hal ini adalah 

pembakaran hutan dan lahan dengan segala syarat tergolongnya 

perbuatan itu dalam perbuatan pidana, seperti terdapat unsur 

kesengajaan, dan kerugian yang jelas akibat kebakaran tersebut dalam 

aturan norma hukum yang berlaku.  

2. Asas pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) Asas ini 

menegaskan pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak 

generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang semestinya. 
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Asas ini menekankan apabila terdapat bahaya atau ancaman dari 

kerusakan yang serius maka tindakan pencegahan seperti sosialisasi, 

pembekalan ilmu kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan positif, 

dan kerjasama antar aparat penegak hukum dan masyarakat harus 

diupayakan guna mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.  

3. Asas pengendalian dalam hukum pidana asas ini dikenal dengan asas 

subsidiaritas atau ultima rasio principle atau asas ultium remidium, 

dimana asas ini menjadi syarat kriminalisasi yang menyatakan sanksi 

pidana hendaknya bisa dimanfaatkan apabila sanksi perdata dan 

adminitrasi dan sarana lain tidak efektif untuk menangani pidana 

tertentu. 

UU No. 6 Tahun 2023 menggantikan konsep "izin lingkungan" 

dengan "persetujuan lingkungan" yang menjadi bagian dari perizinan 

berusaha berbasis risiko. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan 

prosedur perizinan dan mempercepat proses investasi. Namun, hal ini juga 

menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengurangan kualitas 

pengawasan dan perlindungan lingkungan. Dalam UU ini, kegiatan usaha 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya terhadap lingkungan: 

 Risiko tinggi: Wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL). 

 Risiko menengah: Cukup dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). 
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 Risiko rendah: Hanya memerlukan Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau tidak 

memerlukan dokumen lingkungan sama sekali  

Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan beban administrasi 

dengan potensi dampak kegiatan, namun juga memerlukan pengawasan 

yang ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan tetap terjaga. 

UU No. 6 Tahun 2023 memperkuat peran pemerintah pusat dalam 

pengendalian dan pengawasan persetujuan lingkungan, dengan tujuan untuk 

meningkatkan konsistensi kebijakan dan pemerataan di seluruh wilayah 

Indonesia. Namun, hal ini juga dapat mengurangi peran pemerintah daerah 

dalam proses penerbitan izin lingkungan, yang sebelumnya memiliki peran 

signifikan terutama dalam hal AMDAL dan UKL-UPL. 

B. Analisis Izin lingkungan Menurut Asas Partisipasi masyarakat 

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut:119 Keterlibatan 

masyarakat sendiri dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup, pelaksanaanya telah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan 

                                                             
119 Putra, Aditya Aria Pradana. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Me$nge$nai 

Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Masyarakat Ke$camatan Gune$m Atas Pe$mbangunan 

Pabrik PT. Se$me$n Indone$sia Di Kabupate$n Re$mbang). Jurnal. Se$marang: Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Unive$rsitas Dipone$goro. Diakse$s dari 

https://e$journal.unsrat.ac.id/inde$x.php/administratum/article$/vie$w/55745, pada tanggal 24 

De$se$mbe$r 2024 
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Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin 

Lingkungan.  

Ke$te$rlibatan masyarakat dalam pe$nge$lolaan lingkungan dise$butkan 

Pasal 70 Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 

te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup se$bagai be$rikut:  

1. Masyarakat me$miliki hak dan ke$se$mpatan yang sama dan se$luas-

luasnya untuk be$rpe$ran aktif dalam pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan 

lingkungan hidup.  

2. Pe$ran masyarakat dapat be$rupa:  

a. pe$ngawasan sosial;  

b. pe$mbe$rian saran, pe$ndapat, usul, ke$be$ratan, pe$ngaduan;  

c. pe$nyampaian informasi dan/atau laporan.  

3.   Pe$ran masyarakat dilakukan untuk:  

a. me$ningkatkan ke$pe$dulian dalam pe$rlindungan dan pe$nge$lolaan 

lingkungan hidup;  

b. me$ningkatkan ke$mandirian, ke$be$rdayaan masyarakat, dan 

ke$mitraan;  

c. me$numbuhke$mbangkan ke$mampuan dan ke$pe$loporan 

masyarakat;  

d. me$numbuhke$mbangkan ke$tanggapse$ge$raan masyarakat untuk 

me$lakukan pe$ngawasan sosial; dan  

e. me$nge$mbangkan dan me$njaga budaya dan ke$arifan local dalam 

rangka pe$le$starian fungsi lingkungan hidup. 
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Manfaat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pe$nge$lolaan 

lingkungan hidup, antara lain:120  

1. Me$mbe$ri Informasi Ke$pada Pe$me$rintah  

2. Me$ningkatkan Ke$se$diaan Masyarakat Untuk Me$ne$rima Ke$putusan  

3. Me$mbantu Pe$rlindungan Hukum  

4. Me$nde$mokrasikan Pe$ngambilan Ke$putusan 

  Be$rdasarkan ke$te$ntuan te$rse$but, masyarakat se$kitar harus 

dilibatkan dalam pe$nyusunan dokume$n Analisis Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan yang caranya dite$ntukan ole$h Pe$me$rintah, dalam hal ini Badan 

Pe$nge$ndalian Dampak Lingkungan Dae$rah. Pe$ran se$rta masyarakat atau 

partisipasi masyarakat, me$rupakan salah satu pilar utama good gove$rnance$, 

dan pe$mbangunan be$rke$lanjutan. Masyarakat me$rupakan salah satu 

kompone$n e$kosiste$m dalam lingkungan. Ole$h kare$na itu, salah satu obje$k 

pe$rhatian yang pe$nting dalam pe$mbuatan Analisis Me$nge$nai Dampak 

Lingkungan adalah masyarakat, kare$na akan me$ndapat pe$ngaruh juga, atau 

dampak dari se$tiap usaha, maupun aktivitas. 

  Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 32 Tahun 2009 

te$ntang Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup juga Pe$raturan 

Pe$me$rintah Re$publik Indone$sia Nomor 27 Tahun 2012 te$ntang Izin 

Lingkungan te$lah me$ngatur, bahwa dalam prose$s Analisis Me$nge$nai 

Dampak Lingkungan se$rta izin lingkungan. 

                                                             
120 Hardjasoe$mantri, Koe$snadi. (1999). Aspe$k Hukum Pe$ran Se$rta Masyarakat Dalam 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada Unive$rsity Pre$ss. 
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  Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam prose$s Analisis Me$nge$nai 

Dampak Lingkungan dan izin lingkungan se$bagai be$rikut:  

1. Masyarakat me$ndapatkan informasi me$nge$nai re$ncana usaha dan/atau 

ke$giatan yang be$rdampak pe$nting te$rhadap lingkungan.  

2. Masyarakat dapat me$nyampaikan saran, pe$ndapat, tanggapan atas 

re$ncana usaha dan/atau ke$giatan yang be$rdampak pe$nting te$rhadap 

lingkungan.  

3. Masyarakat dapat te$rlibat dalam prose$s pe$ngambilan ke$putusan 

te$rkait de$ngan re$kome$ndasi ke$layakan atau ke$tidaklayakan, atas 

re$ncana usaha dan/atau ke$giatan yang be$rdampak pe$nting te$rhadap 

lingkungan.  

4. Masyarakat dapat me$nyampaikan saran, pe$ndapat dan/atau tanggapan 

atas prose$s izin lingkungan. 

  Pasal 33 Ayat (1) Pe$raturan Pe$me$rintah Re$publik Indone$sia Nomor 

22 Tahun 2021 te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan 

Lingkungan Hidup se$lanjutnya me$nye$butkan, bahwa se$be$lurn pe$laksanaan 

konsultasi publik, pe$nanggung jawab usaha dan/atau ke$giatan 

be$rkoordinasi de$ngan instansi te$rkait, se$rta tokoh masyarakat yang akan 

dilibatkan, juga me$ngundang masyarakat dilibatkan pada konsultasi 

te$rse$but. 

  Pe$ngumuman re$ncana usaha dan/atau ke$giatan disampaikan juga 

ole$h pe$nanggung jawab ke$pada Tim Uji Ke$iayakan Lingkungan Hidup. 
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Tim Uji Ke$layakan Lingkungan Hidup me$lakukan pe$libatan masyarakat 

de$ngan rne$ne$mpatkan pe$ngumuman yang disampaikan pe$nanggung jawab 

usaha dan/atau ke$giatan ke$pada masyarakat dalam siste$m informasi 

dokume$n lingkungan hidup be$rsamaan de$ngan pe$ngumuman ole$h 

pe$nanggung jawab te$rse$but. Masyarakat dimaksud, yaitu pe$me$rhati 

lingkungan hidup, atau masyarakat be$rke$pe$ntingan lainnya. Masyarakat 

te$rse$but be$rhak me$ngajukan Saran, Pe$ndapat, dan Tanggapan te$rhadap 

re$ncana usaha dan/atau ke$giatan dalam .jangka waktu se$puluh hari ke$rja 

se$jak pe$ngumuman dipublikasikan. Saran, Pe$ndapat, dan Tanggapan 

disampaikan ke$pada Tim Uji Ke$layakan Lingkungan Hidup. Tim Uji 

Ke$layakan Lingkungan Hidup akan me$nyaring Saran, Pe$ndapat, dan 

Tanggapan te$rse$but yang untuk me$milah masukan yang re$le$van.121 

  De$ngan adanya partisipasi masyarakat se$buah siste$m informasi 

lingkungan akan me$nghasilkan se$buah putusan atau ke$bijakan me$nge$nai 

lingkungan hidup yang me$iliki kualitas dan nilai.122 Se$bab se$buah 

ke$bijakan akan me$mpe$ngaruhi tindakan dan tindakan dari masyarakat 

te$rse$but akan me$nghasilkan ke$mbali data yang dapat diolah me$njadi 

informasi yang akan me$mpe$ngaruhi ke$mbali se$tiap pe$ngambilan 

ke$putusan te$rse$but. 

  Faktor yang me$mpe$ngaruhi pe$ran se$rta masyarakat dalam siste$m 

informasi lingkungan adalah informasi itu se$ndiri namun informasi te$rse$but 

                                                             
121 Pasal 31 Ayat (7) Pe$raturan Pe$me$rintah Re$publik Indone$sia Nomor 22 Tahun 2021 

te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Pe$rlindungan dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup. 
122 Dwiningrum S.I.A. (2011). De$se$ntralisasi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pe$ndidikan. Yogyakarta: Pustaka Pe$lajar. 
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harus me$miliki kualitas informasi yang be$rkaitan de$ngan akurasi, 

re$le$vansi, dan ke$te$patan waktu dari informasi te$rse$but dan nilai dari 

informasi yang be$rkaitan de$ngan manfaat dan biaya me$ndapatkan 

informasi te$rse$but (quality and value$), dimana wadah te$rse$dianya informasi 

lingkungan itu te$lah ada, namun kualitas dan nilai daripada informasi 

te$rse$but yang be$lum te$rpe$nuhi, se$pe$rti ke$le$ngkapan data yang te$rse$dia, 

jikapun te$rse$dia te$rhambat dalam hal pe$nge$lolaan data baik dalam se$gi 

te$knis maupun pe$nge$lolaan data me$njadi se$buah informasi itu te$rse$ndiri 

yang be$lum dipahami ole$h pe$nge$lolah data yang be$rtugas me$ngupdate$ data 

informasi te$rse$but agar dapat diakse$s. Se$lain itu kurangnya SDM yang 

mampu me$nge$lolah data dan me$ngope$rasikan siste$m me$njadi masalah 

dise$babkan data yang dike$lola le$bih banyak daripada SDM yang 

me$ngope$rasikan siste$m. 

 

C. Izin Lingkungan menurut Fikih Lingkungan 

  Fiqih bukan se$kadar ilmu pe$nge$tahuan, te$tapi me$rupakan instrume$n 

pe$nting dalam me$ne$rje$mahkan ajaran-ajaran agama me$njadi pe$doman 

hidup yang aplikatif, te$rmasuk dalam konte$ks me$njaga lingkungan. Dalam 

me$nghadapi krisis lingkungan yang se$makin parah, fiqih dipe$rcaya se$bagai 

solusi yang re$le$van.123 

  Fiqih be$rfungsi se$bagai "je$mbatan" yang me$nghubungkan antara 

hukum te$rtulis de$ngan nilai-nilai e$tika yang dipe$gang ole$h umat Islam. 

                                                             
123 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Pe$rspe$ktif Ulama Kalimantan Se$latan (Jakarta: 

Ke$me$nte$rian Agama RI, 2011), hlm. 65. 
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Prinsip utama yang me$ndasari fiqih lingkungan adalah pe$rlindungan 

te$rhadap alam, bukan se$kadar e$ksploitasi sumbe$r daya alam. Fiqih ini 

me$ngajarkan bahwa manusia, se$bagai khalifah di bumi, me$miliki tanggung 

jawab moral dan re$ligius untuk me$njaga ke$le$starian lingkungan dan 

me$mastikan bahwa sumbe$r daya alam dimanfaatkan se$cara be$rke$lanjutan. 

  Fikih lingkungan, atau yang dike$nal juga se$bagai fikih lingkungan, 

adalah inte$rpre$tasi hukum syariah yang be$rtujuan untuk me$nye$le$saikan 

be$rbagai masalah yang muncul dalam inte$raksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya. Salah satu masalah se$rius yang dihadapi saat ini adalah 

pe$nce$maran lingkungan akibat pe$nggunaan plastik. Islam, me$lalui Al-

Qur'an dan Hadis, se$cara te$gas me$larang pe$rbuatan yang me$rusak. Contoh 

nyata dari larangan ini dapat dite$mukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam 

Surat Al-A'raf ayat 56, yang me$mpe$ringatkan umat manusia untuk tidak 

me$mbuat ke$rusakan di muka bumi se$te$lah Tuhan me$mpe$rbaikinya:124 

نَ  وَلََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بَ عْدَ اِصْلََحِهَا وَادْعُوْ هُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحَْْتَ اللّهِٰ  قَريِْبٌ مِٰ
 الْمُحْسِنِيْ 

"Dan janganlah kamu me$mbuat ke$rusakan di bumi se$te$lah diatur 

de$ngan baik. Be$rdoalah ke$pada-Nya de$ngan rasa takut dan pe$nuh 

harap. Se$sungguhnya rahmat Allah sangat de$kat de$ngan orang-

orang yang be$rbuat baik."125 

 

Ayat te$rse$but me$ngandung pe$san me$ndalam te$ntang tanggung 

jawab manusia dalam me$njaga ke$se$imbangan dan ke$le$starian bumi. 

Se$te$lah Tuhan me$nciptakan dan me$mpe$rbaiki bumi, manusia dibe$rikan 

                                                             
124 Yunita, Zahratul Idami, “Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup Me$nurut Pe$rspe$ktif Fiqh,” 

Jurnal Hukum Samudra Ke$adilan, vol.II, 2020, hlm. 2015 
125 QS. Al-A’raf ayat 56 
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amanah untuk me$rawat dan tidak me$rusaknya. Hal ini me$ne$kankan 

pe$ntingnya pe$ran manusia se$bagai pe$njaga alam yang se$harusnya 

me$nghormati dan me$lindungi ciptaan-Nya.126 

Fiqh me$rupakan salah satu bidang ilmu dalam Syari’at Islam yang 

se$cra spe$sifik me$mbahas hukum yang me$ngatur be$rbagai aspe$k ke$hidupan 

manusia yang be$rlandaskan al-Qur’an, as-Sunnah, baik ke$hidupan pribadi, 

masyarakat, maupun hubungan de$ngan pe$nciptanya.127 

Syari’at Islam me$ngatur hubungan antara manusia de$ngan Allah 

yang dalam fiqh me$njadi kompone$n ibadah, baik sosial maupun individual, 

muqayyadah (te$rikat ole$h syarat dan rukun te$rte$ntu )maupun muthalaqah 

(te$hnik oprasionalnya tidak te$rikat ole$h syarat dan rukun te$rte$ntu ), ia juga 

me$ngatur hubungan antara se$sama manusia dalam be$ntuk mu’assyarah 

(pe$rgaulan), maupun Muamalah (hubungan transaksi untuk me$me$nuhi 

ke$butuhan hidup) munakahat (dalam hubungan rumah tangga) untuk 

me$nata pe$rgaulan yang me$njamin ke$te$ntraman dan ke$adilan. Ia juga punya 

aturan yang dijabarkan dalam kompone$n jinayat, jihat, dan 

qada’.ke$se$muanya itu adalah unsur-unsur maqasid syari’ah (tujuan syariah) 

se$dangkan lingkungan itu se$ndiri te$rmasuk hal yang masuk pada maqasid 

syariah, jika lingkungan dirusak maka akan me$ngganggu ke$te$ntrakaman 

dan ke$adilan be$rarti masuk atas bab jinayat (pidana) dan yang lainnya. 

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk ke$maslahatan manusia, yang 

                                                             
126 Yunita, Zahratul Idami, “Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup Me$nurut Pe$rspe$ktif Fiqh,” 

Jurnal Hukum Samudra Ke$adilan, vol.II, 2020, hlm. 2015 
127 Ali Yavie$, Me$rintis Fiqh Lingkungan (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 236 
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be$rsumbe$r langsung dari al-Qur’an atau Hadis, dari para Imam madhab 

ataupun hukum-hukum positif yang be$rlaku disuatu ne$gara, apabila de$ngan 

diciptakannya se$buah aturan atau hukum yang hasilnya tidak me$mbuahkan 

ke$maslahatan bagi manusia, maka hukum atau aturan-aturan itu harus di 

amande$me$n, agar mampu me$ncapai tujuan hukum itu se$ndiri, yang dalam 

syari’at Islam dike$nal de$ngan istilah maqosid syari’ah (tujuan 

syariah).128Dalam hal ini pe$nyusun be$rasumsi konse$p maslahahlah yang 

me$njadi te$nde$nsi awal tujuan adanya se$buah hukum. Fiqh hadir dalam 

se$tiap konte$kstual yang te$rjadi dimasyarakat, apalagi jika dilihat dari 

sunbe$r-sumbe$r hukum, maka hukum Islam me$njadi sumbe$r hukum positif 

yang be$rlaku di Indone$sia dan juga mayoritas masyarakat Indone$sia 

muslim te$rbe$sar di Dunia. 

Allah te$lah me$nye$mpurnakan se$luruh ciptaannya se$gala se$sutau 

yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan se$suai de$ngan ukuran yang 

te$pat se$suai de$ngan hikmah, ke$butuhan, dan ke$maslahatan kita, didalamnya 

te$lah disiapkan bahan pangan, buah-buahan, pohon atau makanan pokok 

atas se$mua itu malah kita me$ntang ke$te$tapan-ke$te$tapannya de$ngan 

me$nggunakan ilmu pe$nge$tahuan, te$knologi, se$hingga me$naklukkan isi 

alam ini, Allah se$ring kali me$mpe$ringati agar tidak me$mbuat ke$rusakan-

ke$rusakan alam, se$bab kita se$ndirilah yang akan me$rasakan akibatnya.129 

Pe$rsoalan lingkungan hidup haruslah dile$takkan atas pondasi moral 

                                                             
128 Jase$r Audah, Ali Abde$lmon’im, Al-Maqosid Untuk Pe$mula, Te$rje$mahan 

(Yogyakarta: Suka Pre$ss UIN Sunan Kali Jaga, 2013),5. 
129 Ali Yafie$, Me$rintis Fiqh Lingkungan (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 21 
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yang me$ndukung se$gala upaya yang sudah dilakukan dan dibina se$lama ini 

yang te$rnyata masih jauh untuk me$ngatasi pe$rsoalan lingkungan hidup, 

hadirnya fiqh lingkungan hidup be$rupaya untuk me$nyadarkan manusia 

yang be$riman agar me$nginsafi atas pe$rmasalahan lingkungan hidup. Hal ini 

tidak dapat dile$paskan dari tanggung jawab manusia yang be$riman dan 

amanah Allah atas dirinya se$kaligus pe$nye$mpurna atas re$gulasi te$ntang 

lingkungan hidup. 

Dalam konse$p fiqh lingkungan hidup, K.H. Ali Yafie$ me$nje$laskan 

se$gala pe$me$liharaan lingkungan haruslah me$mpunyai prinsip-prinsip dasar 

dan ke$wajibannya didalamnya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud 

se$bagai be$rikut: 

1. Pe$rlindungan Jiwa-Raga (Hifdz Nafs) adalah Ke$wajiban Utama 

Se$bagaimana pandangan fiqh, ke$hidupan adalah se$suatu yang 

sangat mulia dan be$rharga se$tiap mahluk hidup didalam dirinya 

dile$ngkapi ole$h naluri untuk me$mpe$rtahankan hidup dan ce$nde$rung 

hidup ke$kal. Se$lain me$mpunyai naluri dan ke$ce$nde$rungan de$mikian, 

manusia juga me$mpunyai ke$sadaran(idra’) untuk me$mpe$rtahankan 

hidup itu. 

Manusia me$miliki lima prinsip dasar ke$hidupan yang me$njadi 

dasar ke$maslahatan atau yang dise$but de$ngan kuliiyath al-khams yang 

diantaranya adalah pe$rlindungan jiwa, raga, dan ke$hormatan 

ke$hidupan manusia (Hifds al-Nafs), pe$rlindungan akal (hifds aql), 

pe$rlindungan harta ke$kayaan (hifd maal), pe$rlindungan ke$turunan 
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(hifds nasab), pe$rlindungan agama (hifd din). Hifdz Nafs me$njadi 

prioritas utama dari pada kuliyat al-khamsah lainnya hal ini 

dikare$nakan istilah an-nafs dalam kajian fiqh adalah satu pake$t dari 

tiga unsur yang me$le$kat pada diri manusia yaitu manusia, jiwanya, 

raganya, dan ke$hormatannya. 

Ole$h se$bab itu di dalam hukum Islam (fiqh) te$rdapat fasal (bab) 

yang me$nje$laskan te$ntang aborsi dalam bab jinayat (pidana). Se$lain 

adanya pe$rlindungan hukum yang de$mikian, dalam rangka 

me$nye$lamatkan jiwa manusia, juga ada fasal te$ntang ke$ringanan 

hukum (rukhso) ke$tika se$orang manusia itu dalam ke$adaan darurat, dan 

tidak ada makanan yang dapat dimakan se$lain bangkai, maka hal 

de$mikian dipe$rbole$hkan, hal ini tidak lain adalah kare$na agama 

me$mang te$lah me$mprioritaskan nyawa manusia, ke$timbang hal yang 

lainnya. 

2. Ke$hidupan Dunia Bukan Tujuan, te$tapi Me$rupakan Titian Me$nuju 

Alam Akhirat yang Abadi 

Doktrin Islam me$ngajarkan ada dua je$nis ke$hidupan, yaitu: 

pe$rtama, se$buah ke$hidupan di alam nyata (alam asy-Syahadah) yaitu 

di muka bumi ini, yang dihuni ole$h makhluk hidup dan makhluk 

lainnya. Ke$hidupan nyata ini dibatasi ole$h ruang dan waktu, yang 

dise$but duniawiyah. De$ngan adanya ke$te$rbatasan ruang dan waktu, 

ke$hidupan duniawiyah tidaklah ke$kal abadi akan te$tapi me$rupakan 

titian me$nuju alam akhirat yang abadi. De$ngan de$mikian, je$laslah 
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bahwa makna ke$hidupan dunia sangat pe$nting. 

Ke$se$mpatan be$ke$rja dan be$rbuat hanyalah ada di dalam 

ke$hidupan dunia. Ke$hidupan duniawi me$rupakan modal bagi manusia 

dalam upayanya me$mpe$role$h ridha Allah di alam akhirat ke$lak. Ruang 

dan waktu yang te$rbatas bagi se$tiap manusia adalah batu ujian untuk 

me$nciptakan pre$stasi ke$rja yang be$rmutu tinggi, dalam artian se$suai 

de$ngan ke$he$ndak atau me$ngikuti jalan yang se$suai de$ngan ajaran-Nya. 

3. Produksi dan Konsumsi Harus Se$suai De$ngan Standart Ke$butuhan 

Layaknya Manusia (Hadd al-Kifayah) 

Me$ngambil le$bih dari ke$butuhan manusia yang se$me$stinya, 

dalam kaitannya de$ngan sifat te$rbatasnya sumbe$r daya alam (SDA), 

pada dasarnya haya akan me$ndatangkan be$rbagai akibat buruk bagi 

mansuia se$ndiri. Ke$ce$nde$rungan untuk me$mpe$role$h atau me$ngambil 

le$bih dari yang se$me$stinya me$ndorong adanya e$ksploitasi te$rhadap 

SDA. 

Ke$ce$nde$rungan se$pe$rti ini juga me$nye$babkan ke$timpangan 

dalam masyarakat Dunia. Adanya pihak atau golongan, ne$gara (yang 

me$miliki ke$kuatan/ke$kuasaan, pe$nge$tahuan, te$knologi dan 

ke$se$mpatan) me$nge$ksploitasi pe$manfataan sumbe$r daya alam (SDA), 

atau me$ngambil le$bih dari yang se$me$stinya dapat me$nye$babkan 

se$bagian be$sar dari pe$nduduk bumi ini be$rada dalam kondisi krisis 

ke$hidupan (jauh dibawah standarr ke$hidupan yang layak atau hadd al-

kifayah). 
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4. Ke$se$larasan dan Ke$se$imbangan Alam (E $kosiste$m) Mutlak 

dite$gakkan, Me$ngganggu dan Me$rusak E$kosiste$m Sama De$ngan 

Me$nghancurkan Ke$hidupan Se$luruhnya. 

Dalam Islam se$buah ke$hidupan te$rbangun atas ke$se$larasan dan 

ke$se$imbangan se$dangkan alam se$me$sta be$rjalan atas dasar ke$se$rasian 

de$ngan pe$rhitungan yang te$pat me$skipun dalam alam te$rdapat banyak 

unit-unit te$rte$ntu, namun ke$se$luruhannya adalah saling me$ndukung 

dan saling te$rkait yang apabila salah satu unit te$rse$but rusak, konsle$t, 

maupun tidak be$roprasi maka bagian lain juga akan turut se$rta. 

Ole$h se$bab itu se$buah prinsip ke$se$larasan, ke$simbangan, dan 

pe$rhitungan te$pat haruslah dijadikan pe$gangan dan landasan be$rpijak 

ole$h manusia dalam me$langkah, be$rtindak dibahte$ra ke$hidupan di 

muka bumi ini, se$bab de$ngan prinsip te$rse$but akan me$ngantarkan 

manusia dan mahluk lainnya ke$pada tujuan pe$ncipta-Nya. Dalam al-

Qur’an Allah me$ne$gaskan “kami tidak me$nciptakan langit dan bumi 

se$rta(be$nda-be$nda)apa yang ada diantaranya ke$cuali de$ngan tujuan 

yang hak dan dalam waktu yang dite$ntukan”. 

 

5. Se$mua Makhluk adalah Mulia (Muhtaram), siapapun dilarang 

Me$nge$ksploitasi Se$mua Je$nis Makhluk Yang Me$nye$babkan 

Ke$hidupannya Te$rganggu. 

Dalam kajian fiqh te$rdapat kajian pokok dasar bahwa se$mua 

mahluk me$mpunyai status hukum muhtaram ( bukan be$rartian 
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te$rhormat) me$lainkan haruslah di lindungi e$ksiste$nsinya 

(ke$oribadiannya) jika mahluk hidup maka siapapun te$rlarang 

me$mbunuhnya, jika mahluk tak be$rnyawa maka siapapun dilarang 

me$rusak dan me$mbinasakannya, de$ngan kata lain se$mua mahluk harus 

dilindungi hak ke$pribadiannya (hak hidupnya) untuk te$tap me$njaga 

e$ksiste$nsinya. 

Le$bih dari itu doktrin Islam me$ngajarkan tidak bole$h se$me$na-

me$na dalm me$mpe$rlakukan mahluk hidup yang tak be$rnyawa 

se$bagaimana mahluk hidup lainnya kare$na se$mua mahluk itu 

me$mpunyai ke$dudukan status hukum muhtaram, me$nurut fiqh pe$milik 

be$nda be$rke$wajiban me$mbiayai pe$rawatan atas be$nda-be$nda miliknya 

itu ke$wajiban itu dise$but nafaqat al-Milk yang biasa diuraikan di bab 

an-nafaqat pada kajian fiqh.130 

6. Manusia Adalah Pe$laku Pe$nge$lolaan Alam Se$me$sta Yang 

Me$ne$ntukan Ke$le$starian Ke$hidupan, Se$gala Tindakannya akan 

Dimintai Pe$rtanggungjawaban, Baik di Dunia Maupun Di Akhirat 

 

Manusia se$bagai salah satu je$nis dari mahluk hidup yang ada dan 

se$bagai bagian dari alam ini be$rada pada barisan te$rde$pan dri se$mua yang 

be$rstatus muhtaram dalam al-Qur’an dise$butkan manusia dibe$ri ke$utamaan 

dari mahluk-mahluk lainnya. Pe$ne$ntuan ini me$le$takkan asas al-karat 

alinsaniyyah atau ke$hormatan insani (manusia) yang nme$mbe$rikan suatu 

                                                             
130 Yafie$, Me$rintis, 185 
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martabat yang tinggi ke$pada manusia yakni martabat ke$manusiaan. Ole$h 

kare$nanya manusia di bumi adalah be$rposisi se$bagai khalifah fil ard de$ngan 

konse$kue$nsi se$gala be$ntuk tindakannya akan diminta pe$rtanggung jawaban 

baik di dunia maupun di akhirat. 

Dalam me$ngimple$me$ntasikan fikih lingkungan pe$ran dan tanggung 

jawab ne$gara atau pe$me$rintah sangat pe$nting, te$rutama dalam me$ne$rapkan 

ke$bijakan dan hukum yang be$rfokus pada pe$rlindungan lingkungan dan 

alam se$cara luas. Ke$bijakan dan sosialisasi me$nge$nai bahaya ke$rusakan 

alam, se$pe$rti pe$nce$maran lingkungan se$rta langkah-langkah untuk 

me$ngurangi dampaknya harus te$rus ditingkatkan. Se$lain itu, pe$rlu 

ditingkatkan ke$sadaran kritis masyarakat dan pe$me$rintah te$rhadap isu-isu 

pe$me$liharaan alam dan lingkungan, me$nciptakan prose$s pe$rbaikan 

me$nye$luruh dalam pe$nge$lolaan alam, dan me$mpe$rkuat ke$bijakan ne$gara 

yang be$rlandaskan ke$arifan dalam me$rawat alam dan se$gala isinya.131 

Nilai moral dan akhlak yang be$rpaksikan tauhid me$njadi asas dalam 

me$mahami pe$rse$kitaran. Manakala aspe$k pe$nce$gahan me$rupakan 

pe$ngurusan alam se$kitar yang te$rbaik. Prinsip fiqh al-bi’ah me$mbuktikan 

ke$indahan Islam itu se$ndiri yang be$rsifat se$mpurna, saling le$ngkap 

me$le$ngkapi dalam me$nye$le$saikan isu-isu ke$hidupan dan me$mbina jalinan 

hubungan antara komuniti manusia dan pe$rse$kitaran yang le$stari. Tujuh 

prinsip fiqh al-bi’ah yang digariskan be$rdasarkan nas syarak dalam 

                                                             
131 M. Hasan Ubaidillah, “Fiqh al-Bi‟ah (Formulasi Konse$p al-Maqasid al-Shari‟ah 

dalam Konse$rvasi dan Re$storasi Lingkungan), Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, 2010, hlm.37, 

https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/inde$x.php/qanun/article$/vie$w/168, diakse$s 24 De$se$mbe$r 2024 
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me$mbina hubungan antara komuniti manusia dan alam se$kitar ialah:132 

1. Manusia me$rupakan makhluk istime$wa dalam alam pe$rse$kitaran yang 

be$rpe$ranan se$bagai khalifah untuk me$nguruskan alam de$ngan baik.  

2. Se$tiap manusia dibe$rikan sumbe$r alam se$bagai anuge$rah dan nikmat 

yang pe$rlu disalurkan dalam be$ntuk yang me$ndatangkan manfaat.  

3. Me$makmurkan alam adalah tanggungjawab se$mua individu di muka 

bumi ini.  

4. Se$tiap pe$nciptaan makhluk be$rada pada ke$te$litian dan ke$se$imbangan 

yang dike$nali de$ngan sunnah Allah.  

5. Alam se$kitar me$mpunyai hak-hak yang te$rse$ndiri dan unik yang wajib 

dihormati me$ngikut ke$se$suaian pe$nciptaannya.  

6. Tindakan me$ngurus alam se$kitar te$rtumpu ke$pada pe$rkara-pe$rkara 

ke$baikan dan tidak me$ndatangkan bahaya dan mudarat.  

7. Aspe$k kualiti dititikbe$ratkan se$panjang me$ngurus pe$rse$kitaran de$mi 

ke$makmuran se$tiap makhluk di muka bumi ini. 

Se$bagai khalifah, manusia dibe$ri tanggung jawab ole$h Allah SWT. 

Tanggung jawab manusia adalah me$ne$gakkan ke$adilan, baik te$rhadap diri 

se$ndiri maupun se$kitar. Tanggung jawab manusia me$rupakan re$alisasi 

se$bagai umat yang se$nantiasa be$rbuat ke$bajikan juga dipe$rintahkan untuk 

me$ngajak yang lain be$rbuat makruf dan me$nce$gah ke$mungkaran yang 

dije$laskan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 104 yang be$rbunyi:133 

                                                             
132 Zahari Mahad Musa, Fiqh Al-Bi’ah: Prinsip Inte$raksi Manusia De$ngan Alam 

Pe$rse$kitaran”, 2010, 21. 
133 Al-Qur’an, 3:104 



157 
 

 
 
 

هَوْنَ عَ نِ الْمُنْكَرِ ۗ  ةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَٰ الْْيَِْْ  وَيََْمُرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْ نْكُمْ امَُّ وَلْتَكُنْ مِٰ
كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ  ىِٕ

ٰۤ
 وَاوُله

“He$ndaklah di antara kamu se$golongan orang yang me$nye$ru 

ke$pada ke$bajikan, me$nyuruh (be$rbuat) yang makruf, dan me$nce$gah 

dari yang mungkar. Dan me$re$ka itulah orang-orang yang 

be$runtung.” 

 

Namun nyatanya masyarakat tampaknya sudah te$rlanjur te$racuni 

ole$h ide$ologi pe$rtumbuhan tanpa batas (kapitalisme$ mode$rn), yang 

dilandasi de$ngan cara pandangan yang me$nganggap alam se$mata-mata 

se$bagai obye$k yang harus ditaklukkan dan dikuasai untuk ke$pe$ntingan diri 

se$ndiri. ole$h kare$na itu pe$rlu adanya ke$bijaksanaan pe$me$rintah agar bisa 

be$rsine$rgi antara masyarakat dan pe$me$rintah dalam pe$rlindungan dan 

pe$nge$lolaan lingkungan hidup.134 

Pe$me$rintah se$ndiri pada dasarnya te$lah me$nunjukkan adanya 

ke$mauan dan ke$he$ndak untuk me$nyiasati Pe$mbangunan agar le$bih 

be$rorie$ntasi ke$pada pe$le$staria lingkungan hidup. Be$rbagai undangundang 

yang be$rkaitan de$ngan usaha pe$le$starian lingkungan hidup sudah 

dirumuskan pula. Pe$me$rintah pun te$lah me$mbuat le$mbaga khusus, 

Ke$me$ntrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk me$ngurusi 

pe$rsoalanpe$rsoalan lingkungan hidup. Te$tapi itu se$mua te$rnyata be$lum 

me$madai, se$bab te$rnyata be$rbagai ke$bijakan, undang-undang, dan 

le$mbagale$mbaga se$ringkali tidak mampu me$nghadapi ke$pe$ntingan-

ke$pe$ntingan kapitalisme$ global.  

Se$hingga pe$rlu ada upaya siste$matis untuk me$mbangun ke$sadaran 

                                                             
134 Yafie$, Me$rintis fiqh lingkungan hidup, 215 
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baru te$ntang lingkungan hidup, me$ngubah ke$rangka pandangan yang akan 

be$rimplikasi te$rhadap pe$rlakuan ke$pada alam. Ke$rangka pandang ini 

me$ne$mpatkan manusia se$bagai bagian dari alam. 

Fiqh lingkungan me$miliki pe$nge$rtian aturan te$ntang pe$rilaku 

e$kologis manusia yang dite$tapkan ole$h ulama be$rdasarkan dalil-dalil 

de$ngan tujuan te$rciptanya ke$maslahatan ke$hidupan yang be$rnuansa 

e$kologis.135 Manusia se$bagai khalifah ditugaskan untuk tidak me$lakukan 

pe$nce$maran atau ke$rusan di bumi se$suai de$ngan QS. AlBaqarah ayat 

205:136 

هَا وَ يُ هْلِكَ الْْرَْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَ اللّهُٰ  لََ يُِ بُّ  ى فِِ الََْرْضِ ليُِ فْسِدَ فِي ْ وَاِذَا تَ وَلٰهٰ سَعه
 الْفَسَادَ 

“Dan apabila ia be$rpaling (dari kamu), ia be$rjalan di bumi untuk 

me$ngadakan ke$rusakan padanya, dan me$rusak tanamtanaman dan 

binatang te$rnak, dan Allah tidak me$nyukai ke$binasaan.” 

 

Ayat te$rse$but me$nje$laskan bahwa Allah tidak me$nyukai adanya 

ke$rusakan di bumi yang dapat me$nye$babkan bahaya bagi makhluk hidup. 

De$ngan adanya manusia se$bagai khalifah di bumi be$rtujuan untuk me$njaga 

ke$le$starian lingkungan agar te$rhindar dari adanya ke$rusakan atau 

pe$nce$e$maran. 

Pe$nge$ndalian pe$nce$maran dan/atau ke$rusakan lingkungan hidup 

se$bagaimana dimaksud dalam ayat 1 me$liputi: pe$nce$gahan, 

                                                             
135 Muhammad Ridwansyah, “Pe$ngaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Te$ntang Pe$rlindungan Dan Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh 

AlBi’ah),” Jurnal Hukum dan Pe$radilan 6, no. 2, hlm. 177. Diakse$s dari 

http://e$the$se$s.iainponorogo.ac.id/id/e$print/27497, pada tanggal 24 De$se$mbe$r 2024 
136 Al-Qur’an, 2: 205 
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pe$nanggulangan dan pe$mulihan. Ini me$mbe$rikan nuansa spirit dan harapan 

baru dalam fikih lingkungan, namun de$mikian masih banyak pe$rsoalan 

lingkungan yang be$lum te$rjawab hingga saat ini.137 Pada dasarnya ne$gara 

me$lalui alat-alat konstitusinya te$lah me$ngaplikasikan kose$p fikih 

lingkungan be$rbagai instrume$nt pe$nting dalam ke$hidupan be$rbangsa dan 

be$rne$gara. Dalam hal ini dibutuhkan ke$rja sama dari se$mua pihak te$rmasuk 

pe$ran agama dalam me$nyikapi isu-isu lingkungan dari pe$rspe$ktif yang 

le$bih praktis sangat dibutuhkan. 

Persamaan keduanya terletak pada tujuan kelestarian lingkungan dan 

keberlanjutan, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda: fikih lebih 

kepada prinsip moral dan etika, sedangkan penyederhanaan izin lebih 

kepada prosedural dan administratif. ikih Lingkungan berfokus pada 

tanggung jawab moral manusia terhadap alam, mengutamakan 

keseimbangan ekosistem dan menghindari eksploitasi berlebihan. Dalam 

perspektif ini, perlindungan lingkungan adalah kewajiban yang diatur dalam 

hukum Islam, menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. 138 

Penyederhanaan Izin Lingkungan berfokus pada mempermudah proses 

perizinan melalui sistem berbasis risiko untuk mempercepat investasi dan 

pembangunan, namun tetap mengutamakan perlindungan lingkungan. 

                                                             
137 7Moh. Mufid, E$colite$racy Fiqh al-Biah Dalam Hukum Nasional, al-Juniyah Jurnal 

Hukum Pidana Islam, h. 250. 
138 Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:164 
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Penyederhanaan ini mengintegrasikan izin lingkungan dengan perizinan 

usaha lainnya dalam satu system.139  

Sehingga dapat disimpulkan Hilangnya partisipasi publik dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang, terutama dalam aspek perizinan lingkungan, 

bertentangan dengan prinsip fikih lingkungan yang menekankan tanggung 

jawab kolektif dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum (maslahah 

'ammah).

                                                             
139 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 6-7 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pe$nye$de$rhanan izin lingkungan me$nurut Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 te$ntang cipta ke$rja adalah prose$s pe$rse$tujuan izin 

lingkungan me$njadi bagian dari pe$rizinan. Izin usaha be$rgabung 

de$ngan izin lingkungan yang me$miliki tujuan untuk me$mpe$rce$pat 

prose$s pe$rizinan, me$mpe$rmudah akse$s usaha, dan me$ningkatkan 

ke$se$imbangan antara pe$rtumbuhan e$konomi dan pe$rlindungan 

lingkungan. Undang-Undang ini me$nginte$grasikan izin usaha dan izin 

lingkungan me$njadi satu izin yang le$bih se$de$rhana. Pe$nye$de$rhanaan 

izin lingkungan dalam cipta ke$rja di gabung izin lingkungan de$ngan 

izin usaha yang dampaknya sangat be$sar bagi masyarakat maupun 

pe$laku usaha me$miliki ke$mampuan untuk me$ningkatkan e$fisie$nsi 

dalam be$rusaha. 

Izin lingkungan ini me$ncakup be$rbagai kompone$n se$pe$rti 

Analisis Me$nge$nai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya 

Pe$nge$lolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pe$mantauan 

Lingkungan Hidup (UPL). UU No. 6 Tahun 2023 me$mbe$rikan 

pe$rubahan konse$p te$rkait izin lingkungan yang be$rubah me$njadi 

pe$rse$tujuan lingkungan. Pe$rse$tujuan lingkungan ini te$tap me$libatkan 

AMDAL atau UKL-UPL, namun prose$snya le$bih dise$de$rhanakan 

kare$na pe$rse$tujuan lingkungan ini me$njadi bagian dari pe$rizinan 
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be$rusaha yang me$nginte$grasikan se$mua izin yang dipe$rlukan dalam 

satu pe$rizinan be$rusaha be$rbasis risiko yang me$miliki tujuan untuk 

me$ningkatkan laju pe$rtumbuhan industri. Dalam UU No. 32 Tahun 

2009 Pe$me$rintah dae$rah me$miliki pe$ran yang signifikan dalam prose$s 

pe$ne$rbitan izin lingkungan, te$rutama dalam hal AMDAL dan UKL-

UPL. Se$dangkan UU No. 6 Tahun 2023 Re$gulasi ini me$mpe$rkuat 

pe$ran pe$me$rintah pusat dalam me$nge$ndalikan dan me$ngawasi 

pe$rse$tujuan lingkungan, de$ngan tujuan untuk me$ningkatkan 

konsiste$nsi ke$bijakan dan me$lakukan pe$me$rataan di se$luruh wilayah 

Indone$sia. Yang artinya Aturan baru ini me$ne$kanan untuk me$miliki 

ke$se$imbangan antara ke$mudahan be$rusaha dan pe$rlindungan 

lingkungan. Me$skipun be$rtujuan untuk me$mpe$rce$pat prose$s pe$rizinan 

dan inve$stasi, pe$rubahan ini me$nimbulkan tantangan baru dalam hal 

me$mastikan bahwa pe$rlindungan lingkungan te$tap te$rjaga de$ngan 

baik. 

2.  Izin lingkungan berdampak besar bagi lingkungan hidup, karena izin 

lingkungan adalah upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup 

dari kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan. berdasarkan 

perspektif fikih lingkungan, izin lingkungan merupakan hal yang sangat 

urgent atau penting untuk menjaga lingkungan. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan 

signifikan dalam sistem perizinan lingkungan melalui penyederhanaan 

prosedur, khususnya dalam penyusunan AMDAL. Namun, 
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penyederhanaan ini justru menyebabkan hilangnya partisipasi publik 

secara substansial, yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam 

proses pengawasan dan pengambilan keputusan lingkungan. Dalam 

perspektif fikih lingkungan, partisipasi masyarakat merupakan bagian 

dari tanggung jawab kolektif (khalifah fil ardh) untuk menjaga 

lingkungan dan mencegah kerusakan (ifsād). Prinsip syura 

(musyawarah) dalam Islam menekankan pentingnya pelibatan publik 

dalam urusan kemaslahatan umum, termasuk perlindungan lingkungan. 

Oleh karena itu, kebijakan ini belum sejalan dengan nilai-nilai fikih 

lingkungan karena berpotensi mengabaikan prinsip maslahah dan 

kontrol sosial terhadap dampak lingkungan. Dari kajian fiqih yang 

me$rupakan pe$njabaran rinci Al-Qur’an dan hadits, me$ne$mukan 

re$lasi makhluk dan tanggung jawab manusia di dalamnya. Fiqih yang 

me$rupakan salah satu dari ilmu-ilmu ke$islaman (al-ulum asy-

syar’iyyah) yang sangat dominan dalam ke$hidupan umat Islam 

lingkungan hidup (al-bi’ah al-hayatiyyah). 

 

B. Saran 

Be$rdasarkan pe$rmasalahan yang ada, pe$nulis me$mbe$rikan be$be$rapa 

saran se$bagai be$rikut: 

1. Untuk me$nciptakan lingkungan yang baik, maka dipe$rlukan 

obje$ktivitas dalam prose$s pe$nyusunan AMDAL. Masyarakat dibe$rikan 

ke$se$mpatan untuk me$nge$mukakan saran, pe$ndapat maupun tanggapan, 
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pe$mrakarsa AMDAL pun me$nampung partisipasi te$rse$but se$hingga 

AMDAL yang dipe$role$h me$rupakan hasil yang se$suai de$ngan kondisi 

se$be$narnya. Dipe$rlukan suatu pe$mbaharuan hukum untuk 

me$mpe$rje$las me$kanisme$ pe$libatan masyarakat, pe$ne$ntuan ke$lompok 

masyaraat se$rta me$kanisme$ re$kruitme$n pe$mrakarsa. 

2. Untuk me$ningkatkan e$fe$ktivitas aturan lingkungan hidup se$te$lah 

disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Te$ntang Cipta 

Ke$rja, disarankan agar pe$me$rintah me$mpe$rke$tat pe$ngawasan dan 

pe$ne$gakan hukum te$rkait dampak lingkungan dari aktivitas te$rse$but. 

Se$lain itu, pe$rlu adanya me$kanisme$ transparansi dan partisipasi publik 

yang le$bih baik dalam prose$s pe$rizinan untuk me$mastikan bahwa 

se$mua risiko lingkungan dan sosial te$lah dipe$rtimbangkan se$cara 

me$nye$luruh. De$ngan de$mikian, ke$se$imbangan antara pe$mbangunan 

e$konomi dan pe$le$starian lingkungan dapat te$rcapai. 

 

3. Ke$pe$dulian te$rhadap alam bukan hanya ke$wajiban aparat pe$ne$gak 

maupun le$mbaga yang be$rwe$nang saja namun me $rupakan ke$wajiban 

se$mua orang tanpa te$rke$cuali. Maka dari itu pe$ntingnya se$dari dini 

untuk me$nanamkan cinta dan kasih pada alam. Kare$na kalau bukan 

dimulai dari diri se$ndiri, alam de$ngan lingkungan yang asri se$rta 

nyaman tidak akan te$rcapai. 
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